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1 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman I.3

Pemutakhiran RKP Tahun 2024 dilakukan berdasarkan amanat
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2024. Pada Pasal 7 Perpres tersebut diatur
bahwa (1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan
pemutakhiran RKP Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2024, dan (2) Pemutakhiran RKP Tahun 2024 ditetapkan dengan
Peraturan Presiden.

Pemutakhiran RKP Tahun 2024 ditujukan sebagai pedoman
pelaksanaan pembangunan nasional bagi (1)
kementerian/lembaga, (2) pemerintah daerah
(provinsi/kabupaten/kota), dan (3) sebagai acuan bag1 non-state
actors (antara lain: BUMN, swasta, organisasi masyarakat sipil,
akademisi) dalam rangka mendukung pencapaian sasaran
pembangunan nasional.

2 Perubahan
alinea keenam
dalam
halaman II.3
dan alinea
pertama dalam
halaman II.4

Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada tahun 2022,
menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan
kategori cukup. Kinerja tersebut didukung oleh beberapa capaian
yang telah mencapai target di antaranya (1) persentase pemenuhan
kebutuhan air baku, (2) waktu tempuh pada jalan lintas utama
pulau, (3) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop),
(4) kondisi jalur Kereta Api sesuai standar Ttack Qualfu Index
kategori 1 dan 2, (5) jumlah kota metropolitan dengan sistem
angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan
dikembangkan, serta (6) penurunan emisi Gas Rumah Kaca sektor
energi. Beberapa indikator yang masih perlu mendapat perhatian
antara lain (1) rumah tangga yang menempati hunian layak dan
terjangkau (2) persentase luas daerah irigasi premium yang
dimodernisasi, (3) persentase capaian On Time Performance
transportasi udara, (4) persentase rumah tangga yang menempati
hunian layak dan terjangkau di perkotaan, (5) rasio elektrifikasi, (6)
rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik, (7) persentase
populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G),
serta (8) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000
kendaraan terhadap angka dasar tahun 2OlO.
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3 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman II.5

Aktivitas perdagangan global tahun 2022 mengalami perlambatan,
tecermin dari penurunan pada Baltic Dry Index menjadi rata-rata
indeks sebesar 1.930,9 dari level rata-rata indeks 2.92O,8 pada
tahun 2021. Sementara itu, Battic Dry Index pada tahun 2O23
hingga awal November tercatat masih mengalami penurunan dari
tahun sebelumnya dengan rata-rata indeks sebesar 1.251,0.
Penurunan alrtivitas perdagangan global dimulai sejak kuartal
keempat tahun 2022 disebabkan utamanya oleh dampak kebljakan
moneter yang ketat khususnya di Amerika Serikat dan Uni Eropa,
tingkat inflasi yang tinggi, fluktuasi harga komoditas, masih
berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, serta
pelemahan pasar properti di Cinar. Volume perdagangan barang
dunia pada tahun 2O22 tercatat sebesar 3,0 persen, sedangkan
pada tahun 2023 dan 2024 diprakirakan akan tumbuh masing-
masing sebesar 0,8 dan 3,3 persenr. Pada tahun 2022, aktivitas
ekonomi global baik manufaktur maupun jasa mengalami
perlambatan, tecermin dari penurunarr htrclnsing Managers Index
hingga berada dizona kontraksi pada akhir tahun 2022. Meskipun
demikian, hingga Oktober 2023 Purclwsing Managers Index sektor
jasa mampu bertahan di zona ekspansi sejak awal tahun 2023.
Sementara Purchasing Monagers Index sektor manufaktur masih
berada dizona kontraksi hingga Oktober 2023.
I Clobal Trade Statisties and Outlook WTO (Oktober 2O231

4 Perubahan
Gambar 2.4
dalam
halaman II.6
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5  Perubahan 
Gambar 2.5 
dalam 
halaman II.6 

 

6  Perubahan 
alinea pertama 
dalam 
halaman II.6 

Perang Rusia dan Ukraina memicu peningkatan harga komoditas 
pada tahun 2022. Selain itu, perang juga memicu krisis energi dan 
pangan serta peningkatan inflasi berbagai negara hingga mencapai 
rekor inflasi dalam beberapa dekade. Dalam merespons dan 
meredam tingginya inflasi, bank sentral berbagai negara 
meningkatkan suku bunga acuan. Seiring dengan respons 
kebijakan kenaikan suku bunga dan adanya kekhawatiran akan 
risiko resesi dan perlambatan global, harga komoditas sepanjang 
tahun 2023 masih tetap tinggi meskipun mengalami tren yang 
menurun. 

7  Perubahan 
Gambar 2.6 
dalam 
halaman II.6 
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8 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman II.6

Dengan berbagai perkembangan terkini, per Oktober 2023
International Monetary Fund memproyeksikan pertumbuhan
ekonomi dunia pada tahun 2023 melambat sebesar 3,0 persen.
Sejalan dengan International Monetary Fund, lembaga
internasional lain, yaitu Organization for Economic Co-operation
and Development per September 2023 memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 sebesar 3,0 persen.
Tingkat inflasi telah mengalami penurunan secara bertahap sejalan
dengan kebijakan peningkatan suku bunga yang tinggi dan
penurunan harga komoditas.

I Perubahan
Gambar 2.7
dalam
halaman II.7

lO Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman II.7

Tingginya harga komoditas di tengah berlangsungnya perang Rusia
dan Ukraina mendorong peningkatan kinerja net ekspor Indonesia.
Dari sisi ekspor barang dan jasa, Indonesia mampu memanfaatkan
peluang tersebut sehingga ekspor dapat tumbuh sebesar 16,3
persen pada tahun 2022. Kenaikan tersebut utamanya didorong
oleh bahan bakar mineral sebagai kontributor komoditas terbesar
dengan pertumbuhan nilai dan volume masing-masing sebesar
67,5 persen dan 6,1 persen. Selain itu, komoditas utama nonmigas
yang mengalami kenaikan nilai dan volume adalah nikel dan barang
daripadanya serta logam mulia dan perhiasan/permata. Sementara
itu, laju pertumbuhan impor barang dan jasa Indonesia adalah
sebesar 14,7 persen, yang didorong oleh kenaikan impor bahan
baku dan barang modal. Secara keseluruhan, Indonesia masih
mencatatkan net ekspor positif pada tahun 2022.
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ll Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman II.8

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2022 menjadi
modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada
tahun 2023. Pada triwulan lll-2023, pertumbuhan ekonomi
Indonesia sebesar 4,9 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen
konsumsi masyarakat dan investasi tumbuh kuat sedangkan
komponen konsumsi pemerintah, ekspor barang dan jasa, serta
impor barang dan jasa mengalami kontraksi. Sementara itu dari sisi
lapangan usaha, semua sektor mampu tumbuh positif kecuali
sektor administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 diprakirakan tumbuh
sebesar 5,1 persen. Konsumsi masyarakat diprakirakan akan tetap
kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan inflasi
yang telah kembali ke target bank sentral sejak Mei 2023, lebih
cepat daripada prakiraan sebelumnya, yaitu baru akan kembali ke
target bank sentral pada semester ll-2023. Konsumsi Lembaga
Nonprofit yang melayani Rumah Tangga juga diprakirakan akan
meningkat seiring dengan persiapan pelaksanaan pemilu pada
tahun 2024.

12 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman II.8

Ekspor barang dan jasa diprakirakan akan tetap tumbuh positif
meskipun mengalami perlambatan. Perlambatan tersebut
disebabkan oleh melemahnya ekspor barang sebagai akibat dari
proyeksi penurunan permintaan dari Cina sebagai mitra dagang
terbesar Indonesia, fenomena El Nino, dan berlanjutnya invasi
Rusia ke Ukraina yang dapat memicu guncangan terhadap harga
komoditas. Di sisi lain, ekspor jasa diprakirakan akan mengalami
penguatan utamanya pariwisata internasional sehingga dapat
menjadi peluang untuk penguatan kinerja ekspor barang dan jasa
Indonesia.

13 Perubahan
alinea keenam
dalam
halaman II.8

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia mencatat surplus sebesar
US$4,0 miliar sepanjang tahun 2022. Kontribusi capaian tersebut
utamanya melalui eksporyang kuat sehingga menopang ketahanan
sektor eksternal. Surplus transaksi berjalan tahun 2022 naik
signifikan mencapai US$12,7 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan
tahun sebelumnya yang hanya US$3,5 miliar. Perkembangan
tersebut didukung oleh peningkatan ekspor yang tinggi, sejalan
dengan harga komoditas internasional yang masih tinggi, serta
diikuti oleh permintaan atas komoditas Indonesia yang tetap baik,
meskipun tren impor juga mengalami kenaikan di tengah kuatnya
pertumbuhan ekonomi domestik. Sementara itu, transaksi modal
dan finansial tahun 2022 mencatat defisit yang terkendali sebesar
US$7,9 miliar, seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar
keuangan global. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang tetap
solid dalam mendukung sektor eksternal mendorong devisa terus
berkembang. Pada akhir tahun 2022, posisi cadangan devisa
mencapai US$137,2 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,0
bulan impor serta berada di atas standar kecukupan internasional.
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14 Perubahan
alinea ketujuh
dalam
halaman II.8
dan alinea
pertama dalam
halaman II.9

Memasuki tahun 2023, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia
diperkirakan tetap tangguh di tengah ketidakpastian global yang
tinggi. Tantangan di tahun 2023 berasal dari penurunan harga
komoditas dan juga kondisi keuangan globalyang cenderung masih
ketat, selaras dengan rezim kebijakan suku bunga tinggi di negara-
negara maju untuk mengendalikan inflasi. Meskipun demikian,
keberlanjutan hilirisasi industri dalam negeri, peningkatan
wisatawan mancanegara, dan pengiriman kembali pekerja migran
Indonesia akan menjaga defisit transaksi berjalan tetap rendah
pada kisaran US$7,1 miliar. Di sisi lain, tekanan neraca transaksi
modal dan finansial akan mereda, terutama ditopang investasi
langsung yang masih mengalir ke perekonomian domestik serta
perlambatan capital outflow pada investasi portofolio. Perkiraan
tersebut kemudian akan menopang neraca transaksi modal dan
finansial mencapai sekitar US$s,6 miliar. Kinerja Neraca
Pembayaran Indonesia yang masih solid tersebut diikuti
perkembangan cadangan devisa mencapai sekitar US$134,4 miliar
atau setara 6,1 bulan impor.

15 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman II.9

Belanja Negara mencapai Rp3.096,3 triliun (15,8 persen Produk
Domestik Bruto), menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 16,4
persen Produk Domestik Bruto, terutama disebabkan alokasi
belanja penanganan COVID-19 yang tidak sebesar tahun
sebelumnya. Berdasarkan komponennya, realisasi Belanja
Pemerintah Pusat mencapai Rp2.280,0 triliun atau 11,6 persen
Froduk Domestik Bruto, terutama dipengaruhi peningkatan belanja
subsidi dan kompensasi. Transfer ke Daerah terealisasi sebesar
Rp816,2 triliun atau 4,2 persen Produk Domestik Bruto, didorong
oleh penyaluran Dana Bagi Hasil yang tumbuh signilikan sebesar
43,8 persen.

16 Perubahan
alinea ketujuh
dalam
halaman II.9
dan alinea
pertama dalam
halaman II.l0

Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2023 diprakirakan sebesar
Rp2.637,2 triliun atau 12,5 persen Produk Domestik Bruto,
menurun dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 13,5 persen
Produk Domestik Bruto, terutama mempertimbangkan perkiraan
harga komoditas yang melandai. Penerimaan Perpajakan
diprakirakan sebesar Rp2.118,3 triliun atau 10,0 persen Produk
Domestik Bruto, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak ditargetkan
mencapai RpS15,8 triliun atau 2,4 persen Froduk Domestik Bruto.
Belanja Negara diprakirakan sebesar Rp3.123,7 triliun atau 14,8
persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah
Pusat sebesar Rp2.298,2 triliun atau 10,9 persen Produk Domestik
Bruto, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp825,4 triliun atau 3,9
persen Produk Domestik Bruto.

17 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman II.10

Defisit Anggaran pada tahun 2023 diprakirakan mencapai 2,3
persen Produk Domestik Bruto atau sebesar Rp486,4 triliun. Dari
sisi Pembiayaan Anggaran, komponen terbesar berasal dari
Pembiayaan Utang sebesar Rp4O6,4 triliun. Pembiayaan Investasi
diprakirakan sebesar negatif Rp153,4 triliun dan Saldo Anggaran
Lebih sekitar Rp226,9 triliun.

SK No 188007A
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18 Perubahan
alinea kelima
dalam
halaman II.10

Tren penurunan Inflasi Umum berlanjut hingga mencapai 2,56
persen (gog) pada Oktober 2023, tetap berada dalam rentang
sasaran yang ditetapkan. Pada akhir tahun 2023, Inflasi Umum
diprakirakan pada kisaran 2,80 persen (Aog), lebih rendah dari
tahun 2022 dan terjaga dalam rentang sasaran 2,U4,O persen
@oal.

19 Perubahan
Gambar 2.8
dalam
halaman II.lO

20 Perubahan
Gambar 2.9
dalam
halaman II.10
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2l Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman II.11

Memasuki akhir semester ll-2}23, nilai tukar Rupiah tetap stabil,
tercatat menguat sebesar 0,30 persen secara gear-to-date (gtd),
didukung fundamental perekonomian Indonesia yang kuat
tecermin dari pertumbuhan ekonomi triwulan III yang tercatat
positif, inflasi yang rendah dan stabil dalam rentang sasaran, serta
imbal hasil aset keuangan domestik yang kompetitif. Meski
demikian, perlu diwaspadai tekanan dari sisi eksternal sejalan
masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global yang
dipengaruhi pengetatan kebijakan moneter di negara maju serta
eskalasi konflik geopolitik antara Rusia-Ukraina serta Israel-
Palestina.

22 Perubahan
Gambar 2.10
dalam
halaman II.11
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23 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman II.11
dan alinea
pertama dalam
halaman II.12

Tingginya tekanan terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah
sepanjang tahun 2022 dan 2023 direspons Bank Indonesia dengan
meningkatkan suku bunga acuan Bl-7 Dag Reuerse Repo Rate
secara kumulatif sebesar 250 basis poin, dari semula 3,50 persen
pada Januari 2022 menjadi 6,00 persen pada November 2023.
Keputusan menaikkan suku bunga acuan, mempertimbangkan: (1)
urgensi menjaga dan mengendalikan tingkat inflasi domestik pada
rentang sasaran 2-4 persen; (2) berlanjutnya pengetatan kebijakan
moneter global utamanya oleh The Fed dengan mempertahankan
tingkat suku bunga tinggi (higher for longefl hingga akhir tahun
2023; (3) masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global
dipengaruhi konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina; (4) urgensi
menjaga imbal hasil aset keuangan domestik tetap kompetitif untuk
menahan aliran modal asing keluar utamanya dalam bentuk
portofolio asing; (5) urgensi menjaga momentum penguatan
pertumbuhan ekonomi domestik. Kebijakan moneter Indonesia ke
depan harus terus memperhatikan perkembangan suku bunga
kebijakan moneter global yang diprakirakan tetap tinggi pada tahun
2023, serta kondisi makro ekonomi dan keuangan domestik.

24 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman II.12

Pada akhir tahun 2023, sektor keuangan tercatat mengalami
pemulihan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan aktivitas
perekonomian domestik, baik dari sisi konsumsi maupun investasi
menjadi penopang pertumbuhan, yang selanjutnya mendorong
permintaan terhadap sektor jasa keuangan.

25 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman II.12

Pada pasar obligasi, gield obligasi pemerintah dengan tenor 1O

tahun telah mengalami perbaikan, yaitu menjadi 7,2 persen pada
Oktober 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut
mencerminkan terjadinya penurunan premi risiko pada pasar
obligasi. Selain itu, Indeks Harga Saham Gabungan mengalami
penurunan pada September tahun 2023 di level 6.939,89 turun
sebesar 1,43 persen dibandingkan September 2022. Namun
demikian, kapitalisasi pasar saham mencapai Rp10.288,44 triliun
atau tumbuh sebesar 11,37 persen (goal. Capaian tersebut
didukung oleh adanya peningkatan jumlah investor pasar modal
yang signifikan pada September 2023, yaitu sebanyak 11,72 |uta
atau meningkat sebesar 19,97 persen dibandingkan September
yang tercatat hanya sebesar 9,77 juta.

9
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26  Perubahan 
Gambar 2.11 
dalam 
halaman II.12 

 

27  Perubahan 
Gambar 2.12 
dalam 
halaman II.12  

 

28  Perubahan 
alinea kelima 
dalam 
halaman II.12 

Pada sektor perbankan, fungsi intermediasi dan kualitas 
penyaluran kredit tercatat mengalami pertumbuhan positif. Per 
September 2023, penyaluran kredit tumbuh sebesar 8,96 persen 
(yoy), diiringi dengan pertumbuhan positif Dana Pihak Ketiga, yang 
tumbuh sebesar 6,54 persen (yoy). Selain itu, kinerja positif sektor 
perbankan juga tecermin dari kualitas penyaluran kredit yang 
terjaga di level cukup rendah, yaitu 2,43 persen. Sementara pada 
sektor Industri Keuangan Non-Bank, industri asuransi dan dana 
pensiun juga menunjukkan kinerja yang positif. Secara umum, 
permodalan di industri asuransi terjaga, dengan industri asuransi 
jiwa dan asuransi umum mencatatkan Risk Based Capital yang di 
atas threshold masing-masing sebesar 451,23 persen dan 308,97 
persen. Sementara itu, dana pensiun juga tercatat mengalami 
pertumbuhan aset sebesar 6,85 persen (yoy) dengan nilai aset 
sebesar Rp360,62 triliun. 
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29 P  erubahan 
Gambar 2.13 
dalam 
halaman II.13 

 

30 P  erubahan 
Gambar 2.14 
dalam 
halaman II.13 
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31 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman II.13

Sejalan dengan itu, kinerja sektor keuangan syariah juga terjaga
positif, tecermin dari peningkatan total aset perbankan syariah per
Agustus 2023 yang mencapai Rp817,64 triliun atau tumbuh 9,79
persen (AoAl. Perkembangan positif sektor perbankan syariah
didukung oleh pemulihan ekonomi yang berdampak pada
peningkatan kualitas fungsi intermediasi perbankan syariah.
Perkembangan pasar modal syariah juga tumbuh positif dengan
total aset mencapai Rp1.458,51 triliun, tumbuh 3,71 persen (AoAl
per September 2023, hal ini khususnya ditopang oleh berlanjutnya
komitmen pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Syariah
Negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan.
Industri keuangan non-bank syariah juga tumbuh positif hingga
Apnl 2023, dengan total aset mencapai Rp154,99 triliun atau
tumbuh 20,49 persen (goy), dltopang oleh pertumbuhan aset
lembaga pembiayaan syariah dan finansial teknologi syariah yang
terus menunjukkan pemulihan pascapandemi. Selain itu, adanya
pengembangan inovasi digital keuangan syariah dan meningkatnya
literasi keuangan masyarakat turut memperkuat kinerja jasa
keuangan syariah secara keseluruhan.

32 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman II.13

Memasuki tahun 2023, seiring dengan akselerasi pertumbuhan
ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka dapat diturunkan ke 5,3
persen. Frogram perlindungan pekeda dan peningkatan keahlian
terus dilakukan melalui pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakedaan dan Pelatihan Vokasi, termasuk Program Kartu
Prakeq'a yang akan memulai kebijakan transisi program ke skema
awal, yaitu untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja
melalui pelatihan vokasi.

33 Perubahan
Gambar 2.15
dalam
halaman II.14
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34 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman II.15

Kondisi ketimpangan di Indonesia setelah pandemi COVID-l9
berakhir mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari naik
turunnya angka rasio gini dari Maret 2O2l hingga September 2022.
Hal ini disebabkan oleh belum stabilnya kondisi perekonomian di
Indonesia yang berakibat pada memburuknya keadaan
perekonomian masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan
menengah ke bawah. Puncaknya pada bulan Maret 2023, rasio gini
mencapai angka 0,388. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang
diterapkan untuk menstimulus konsumsi masyarakat lebih
memudahkan masyarakat menengah ke atas untuk menaikkan
tingkat konsumsinya. Sementara, tingkat konsumsi masyarakat
menengah ke bawah relatif sama sehingga berdampak pada
semakin lebarnya jarak ketimpangan antarkelompok pendapatan
masyarakat.

35 Perubahan
alinea keenam
dalam
halaman II.15

Aktivitas perekonomian di tahun 2023 diprakirakan sudah kembali
pada kondisi normal seiring dengan upaya kuat di bidang
kesehatan untuk mencapai herd immunitg di tahun lalu, dengan
prakiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen. Adapun
program dan kegiatan pemerintah pada tahun 2023 mendorong
akselerasi ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi
pascapandemi COVID-l9. Sementara itu, sebagai bagian dari
transisi menuju ekonomi hijau, aksi pembangunan rendah karbon
juga terus diperkuat agar berjalan optimal guna mengurangi trade-
offdai aktivitas ekonomi yang semakin kuat, serta untuk mencapai
pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

36 Perubahan
Gambar 2.16
dalam
halaman II.16
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37 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman II.16

Dengan kembali normalnya aktivitas ekonomi dan sosial di tahun
2023, upaya penerapan pembangunan rendah karbon sebagai
tulang punggung ekonomi hijau diproyeksikan semakin meluas
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan akan berdampak pada
menguatnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2023. Hal
ini sudah teridentifikasi dari perhitungan capaian potensi
penurunan emisi Gas Rumah Kaca terhadap baselineditahun2O22
(27,82 persen) yang dapat melampaui target capaian penurunan
emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2023 (27,02 persen) dan 2024
(27,27 persen) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2O2U2O24. Diperkirakan pada tahun
2023, penurunan emisi Gas Rumah Kaca akan terus menguat
melampaui angka potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca tahun
2022.

38 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman II.16

Peningkatan harga global pada komoditas perkebunan
menyebabkan sektor tersebut masih memberikan kontribusi besar
dalam capaian Nilai Tukar Petani hingga bulan Oktober 2023.
Meskipun pada subsektor tanaman pa.ngan, peternakan, dan
hortikultura mengalami fluktuasi sepanjang Januari-Oktober, Nilai
Tukar Petani tetap tumbuh positif. Berdasarkan perkembangan
tersebut, pada tahun 2023 diprakirakan Nilai Tukar Petani akan
terus naik hingga mencapai 105-107. Sektor perkebunan
diprakirakan masih menjadi kontributor dominan dalam
pembentukan Nilai Tukar Petani hingga akhir tahun 2023.
Pertumbuhan sektor hortikultura diprakirakan akan tetap tinggi
pada tahun 2023, sedangkan untuk sektor peternakan akan tetap
tumbuh positif. Stagnasi sektor tanaman pangan akan berlanjut
hingga akhir tahun 2023.

39 Perubahan
Gambar 2.17
dalam
halaman II.17
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Gambar 2.17  
Perkembangan Nilai Tukar Petani 

 
Sumber: BPS (diolah), November 2023 (tahun dasar 2018=100). 
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40 Perubahan
Gambar 2.18
dalam
halaman II.18

4l Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman II.18

Pada tahun 2023, perekonomian Wilayah Maluku diprakirakan
dapat tumbuh sebesar 14,2 persen. Sejalan dengan hal tersebut,
angka kemiskinan Wilayah Maluku diharapkan dapat mencapai
lO,7-11,2 persen serta tingkat pengangguran terbuka Wilayah
Maluku menjadi 5,1-5,3 persen.

42 Perubahan
alinea kelima
dalam
halaman II.18

Wilayah Sulawesi diprakirakan dapat tumbuh sebesar 6,8 persen
pada tahun 2023. Pertumbuhan tersebut salah satunya didorong
oleh pembangunan smelter baru yang dapat meningkatkan
produktivitas dan nilai tambah perekonomian. Di samping
perekonomian yang tumbuh tinggi, diharapkan inklusivitas tetap
terjaga dengan turunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi
3,7-4,0 persen dan tingkat kemiskinan menjadi 8,7-9,1 persen.

43 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman II.19

Wilayah Nusa Tenggara dan Papua masing-masing akan tumbuh
sebesar 3,0 dan 3,2 persen pada tahun 2023- Pertumbuhan
Wilayah Nusa Tenggara didorong oleh meningkatnya kine{a
pertambangan tembaga sejalan dengan peningkatan permintaan
dari mitra dagang utama, meningkatnya aktivitas penerbangan di
Bandar Udara Komodo-Labuan Bajo dan Bandara Internasional
Lombok Praya seiring dengan peningkatan aktivitas pariwisata,
serta proyek hilirisasi komoditas tembaga di Pulau Sumbawa.
Sementara itu, Wilayah Papua diharapkan masih terus tumbuh
seiring dengan tumbuhnya sektor pertambangan dan berlanjutnya
proyek pengembangan Pelabuhan Sorong dan proyek Tangguh
Liquefied Natural Gas Train 3. Kemiskinan di Nusa Tenggara dan
Papua diharapkan dapat mencapai masing-masing 15,9-16,3 dan
24,1-24,5 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Nusa Tenggara
dan Papua diprakirakan masing-masing sebesar 2,5-2,8 dan 2,7-
3,2 persen.

-15-
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Gambar 2.18  
Perkembangan Nilai Tukar Nelayan 

 
Sumber: BPS dan KKP, November 2023 (tahun dasar 2018=100). 
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REPUBL|K INDONESIA
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Penrbahan Pemutakhiran RKP Tahun 2024

44 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman II.19

Pada tahun 2023, ekonomi Kalimantan diprakirakan tumbuh
sebesar 5,0 persen. Hal ini didorong oleh berlanjutnya hilirisasi
komoditas pertambangan, pembangunan Pelabuhan Terminal
Kijing, serta berlanjutnya proyek Ibu Kota Nusantara. Peningkatan
perekonomian diharapkan dapat mendorong penurun€ur
kemiskinan di Kalimantan menjadi 4,4-5,O persen dan
menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,2-4,4
persen.

45 Perubahan
alinea keenam
dalam
halaman II.19

Pembangunan Proyek Strategis Nasional, seperti pembangunan tol
di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur,
pengembangan Bali Maritime Tourism Hub di Pelabuhan Benoa,
Bandar Udara Kediri, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, serta
infrastruktur bendungan dan irigasi diprakirakan mendorong
peningkatan investasi pada tahun 2023. Ekonomi Wilayah Jawa-
Bali diprakirakan tumbuh sebesar 5,1 persen. Peningkatan
perekonomian diharapkan dapat mendorong penurunan
kemiskinan menjadi 7,9-8,3 persen dan menurunkan Tingkat
Pengangguran Terbuka sebesar 5,9-6,3 persen.

46 Perubahan
alinea
kedelapan
dalam
halaman II.19

Perbaikan permintaan global, terkendalinya inflasi, serta
berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional seperti Tol
Trans Sumatera, Kawasan Industri, jaringan kereta api Sumatera
diprakirakan akan mendorong ekonomi Wilayah Sumatera tumbuh
4,5 persen pada tahun 2023. Peningkatan perekonomian
diharapkan dapat mendorong penurunan kemiskinan menjadi 8,7-
9,1 persen dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka
menjadi 4,6-5,1 persen.
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47 Perubahan
Tabel 2.1
dalam
halaman II.2O

Tabel 2.1
Sasara.n Ekonomi Makm Tahun 2O24

2028
Prakim

2024
Uraim 2022

RPJMN Sasm
PekiramBerm-Brym Pokok

PatmbulEnPDBl7o, AWI 5,3 5,1 6,24,5 5,3-5,7

hju inllsi, lndC<s ttarga
Kmmm (IHK) (o/o, yoyl: PJ<hir
Paiode

5,5 2,4 2,7 1,5-3,5

NcrcaPmbqrom
Cadmgm Dwia (US$ milir) 137,2 t34,4 159,5 149.1-150,2

- drlam lutgn isp6y 6,O 6,1 6,9 6,O-5,8

NsacaTmaksi B€rj8lm
(o/o PDB)

l,o (o,s) lr,71 o,5.{,4

Keumgm Negm

Peminan Perpajakan
l%PDB)

10,4 to,0 LO,7-t2,3 10,1

Keimbangm Princ
(o PDB)

(o,4) (o,2) o,24,O o,qo,1)

Suplu/Dedsit
(o/oPDB)

APBN
l.2,41 .2,31 (1,sHr,7I 12,31

StokUtang Pasintah
(o/oPDB)

39,7 397 2A,S-29,2 38,1-39,0

PMIB/Invetasi

krmbulnn Invetasi (PMTB)

lvd
3,9 +,6 8,H,4 6,2J,O

NiI.i RFIiSSi PMA dM PMDN
(Thilim Rp)

t.207,2 1.2@-1.300 1.500 1.450-1.650.1

NiLai Reliqsi PMA dmPMDN
hrdustri Pa5olahm (lbiliu Rp)

497,7 396-420 742 662,7-754,r

Tbrget Panbmgum
Ttnglat kngaggrm Tabuka
l%t

5,86 5,3bt 3,6-4,3 5,O-5,7

Ttngkat K@isldm (%{ 9,57 8,5-9,O 6,0-7,O 6,5-7,5

Rasio Gini 0,381 0,375{),378 0,36H,374 0,37H,377
lndd<s Pabangrm Manusia
(FM) 72,9t 73, 13,37 75,34 73,99-74,02

Penurum Esnsi GRK {o/4 27,42 27,U2 27,3 27,27

48 Perubahan
Tabel 2.1
dalam
halaman II.21

Indikator Pembangunm

2023
Prakiraan

2024
Uraim 2022

RPJMN Sasrm

Nilai Tbkar Fetani (NTPI 107,3{} 1G5-l07 105 105_108

Nild l\:kar Nelaym (NIN) 106,45 107-108 t07

Sub6 KeEenterian PPN/Bapp@s, 2023.

Ketc.ng.n: al An*a tartet Equp..ke hasil kerepakatm dalm bildqal neding deogn
Invest*i/Badm KoorditrNi Pemum Modal pada tmtgal 23 Februui 2023 r6ui dabm Presida
terbatas; b) An8ka reali$si Tisgkat PengmgSwn Tqbr*a Agwtue 2023, BPs.

Catatm: Antka dalaE kwut {x,x} bcmilai negatif.

107-l 10

Kementedao
da.lam rapat
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49 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halamanll.22

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024
ditargetkan mampu tumbuh 5,3-5,7 persen. Konsumsi masyarakat
ditargetkan akan tumbuh sebesar 5,3-5,5 persen dan tetap menjadi
sumber pertumbuhan terbesar. Pertumbuhan konsumsi
masyarakat didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat serta
peningkatan konsumsi lembaga Non-Profit yang melayani Rumah
Tangga seiring agenda Pemilihan Umum tahun 2024. Sementara
itu, kinerja ekspor dan impor barang dan jasa juga ditargetkan akan
tumbuh masing-masing sebesar 7,2-7,9 dan 7,2-8,0 persen.
Pertumbuhan ekspor barang dan jasa didorong oleh meningkatnya
permintaan global terhadap sumber daya primer seperti nikel dan
lithium untuk transisi energi, sedangkan pertumbuhan impor
barang dan jasa disebabkan oleh masih tingginya permintaan impor
bahan baku/penolong untuk aktivitas produksi domestik.
Penguatan pertumbuhan ekspor non-komoditas, produk
manufaktur dan jasa serta peningkatan peran dalam rantai pasok
global didorong melalui strategi (i) sinkronisasi kebijakan dan
fasilitasi sisi supply termasuk perizinan, energi, ketenagakerjaan,
bahan baku, logistik, pembiayaan dan fiskal untuk meningkatkan
efisiensi usaha berorientasi ekspor; (ii) penyiapan ekosistem riset
dan pengembangan serta sertifikasi untuk meningkatkan kualitas
produk ekspor; (iii) integrasi dan digitalisasi fasilitasi perdagangan
termasuk informasi pasar, standar dan bugerdari negara mitra; (iv)
peningkatan efektivitas promosi perdagangan termasuk pemasaran
barang dan jasa terintegrasi berbasis digital; (v) penguatan
diplomasi untuk penurunan hambatan perdagangan; serta (vi)
penguatan sumber daya manusia yang mendukung ekspor barang
dan jasa termasuk edukasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

50 Perubahan
Tabel2.2
dalam
halaman II.23

Tabel2.2
Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sisi Pengeluaran Tahun 2024

(Persen, yogl

2U)4

Uraim Realisasi
2m2

Pralciram
2U23 RPJMN Sasm Smber

PEtumbulnn

Pgnmbulnn PDB 5,3 5,1 6,24,5 5,3-5,7 5,3-5,7

Komr:msi Rumah Tangga dm
LNPRT

4,9 4,9 5,9-6,1 s,3-5,s 2,9-2,9,4

Kommsi Pemerintah (4,s) 3,5 5,15,3 2,#,2 0,24,b1

lnvestasi (Pembennrlcn Mo.l"l
Tetap Bruto/PMTts)

3,9 4,6 8,o-a,4 6,21,0 2,0-2,2

Ekspm Brang dmJasa 16,3 o,3 5,8-6,2 7 ,2-:t ,9 r,a-2,O

Impor Barang dan Jasa 74,7 12,3) 5,1-5,2 7,2-a,O 1,!1,7

sub6: K@@taim PPN/Bappers, 2023.

catatu: Angka dalaE kuEB lx,x) benilai negatil

KetEtrrSan: a) Psbedam mgka desimal <ialam ra4c tajadi pada du hingga e@pat atrgka di beJaleng kou.
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51 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman II.23

Di sisi lapangan usaha, sektor industri ditargetkan tumbuh 5,4-5,8
persen. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan industri pengolahan
pada tahun 2024, antara lain (i) peningkatan aktivitas masyarakat
selama Pemilihan Umum mendorong konsumsi terutama untuk
produk makanan, minuman, tekstil dan pakaian jadi, serta produk-
produk tahan lama (durablel; (iil dukungan belanja pemerintah dan
pemerintah daerah untuk produk dalam negeri, termasuk
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; (iii) normalisasi harga
dan kestabilan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan
baku yang lebih terjangkau; (iv) peningkatan investasi industri; (v)

operasionalisasi beberapa kawasan industri dan smelter; (vi)
peningkatan efisiensi sejalan dengan adopsi teknologi dalam proses
produksi; serta (vii) penguatan rantai pasok dan produk industri
halal.

52 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman II.24

Sektor pertanian ditargetkan akan tumbuh sebesar 3,4-3,8 persen,
didorong oleh peningkatan produksi dan produktivitas,
keberlanjutan pengembangan Food Estate (kawasan sentra
produksi pangan), hilirisasi komoditas pertanian, serta diversifi kasi
ekspor pertanian. Sektor konstruksi ditargetkan mampu tumbuh
tinggi sebesar 6,4-6,7 persen, didorong oleh penuntasan proyek
pembangunan pada tahun akhir periode Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24 serta pembangunan
infrastruktur Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, sektor
pertambangan akan tumbuh meningkat pada kisaran 4,2-4,4
persen, utamanya didukung oleh meningkatnya produksi hasil
tambang seiring dengan berlanjutnya agenda hilirisasi komoditas
tambang.

53 Perubahan
Tabel2.3
dalam
halaman II.24

Tabel 2.3
Sasarar! Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sisi I,aParrgan Usaha Tahun 2O24

(Persen, 3pgr|

2024

Uraim Realisasi
2U22

Pmkiraan

RPJMN Sasaran2023 Sumbcr
Pemrmbuhan

Pertumbuhan PDB 5,3 5,1 6,2-6,5 5,3J,7 5,3-5,7

P€rtanian, Kehutmm, dan
Paikam 2,3 1,5 4,V,7 3,2[-3,8 0,2rc,5

Patmbangan dm Penggalia-n 4,4 6,2 2,0-2,2 4,24,4 0,24,2^t

lndustri Feruolahm 4,9 4,9 7,7-8,1 5,4-5,8 l,l-1,2

Pengarlaan Listrik dan Gas,
dm Air Bersih 6,6 4,7 5,74,1 5,il5,8 0,1-O,1rr

Pengarlaan Air, Pengelolm
sampah, Limbah dan Danr
Ulang

s2 5,2 4,95,0 4,74,9 0,0{),Oar

2,O 6,ffi,9 6,M,7 0,H,6d

SK No 188020 A
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54 Perubahan
Tabel2.3
dalam
halaman II.25

2024

Uraim Realissi
2V22

Pralciram
2023 RPJMN Sasrm Sumber

Pertumbuhm

Perdagangmbew dm
cran, &n Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor

5,5 4,8 6,21-6,8 5,8-6,0 O,4,7

Tlmspotasi dm Pegudarrgm 19,9 14,3 7,H,0 a,l-€,6 0,H,4

Penyediaan Akmodasi dan
MakmMinm L2,O 10,4 6,74,A 6,5-7,4 0,2420

lnfmasi dan I(omunikasi 7,7 7,5 9,1-9,8 a2-4,4 0,5-0,6

Jffia lGuangm 1,9 4,5 7 3-7,A 3,a-4,1 O,24,2.t

RealE-s,,,€ 7,7 1,6 5,35,4 3,23,9 O,24,2't

Jasa Ferusahaan 8,8 3,9 8,7-4,8 525,8 0,24,2,t

Administrasi Pmrintahm
d61Jamin6 g6sial Wajib 2,5 2,O 5,zt-5,6 3,6-3,9 O,l{),1rr

Jasa Fendidikan o,6 1,6 5,7J,8 4,24,4 0,1-O,1rr

Jasa I(esehatm dm Kegiatm 2,7 3,9Sosial 8,5-4,6 3,9-4,1 0,1-0,1!)

Jasa Laio.nya 9,5 lo,4 9,74,7 7,9-4,5 0,24,2d

Slgbq: K--tqia PPN/Bap,paag, 2023.

K€t6mgm: a) Frb€dam mgka deinal dalu mngE tqjadi pada du hingga opat mgka di belalong km.

55 Perubahan
Tabel2.4
dalam
halaman IL26

Tabei 2.4
Poshr Neraca Pembayaran Indonesia (us$ Militr)

Uraim 2o22ti Prakinao 202321 SEum 202.P1

Transaksi Berirlan
.l'1"! p€rsel PDB P/6)

12,7

1,0

(7,1i

(0,s)

7.24,9

0,5.{,4

Buug 62,7 39,8 49,#7,2

JasJGa (20,3) (77,4J (16,2)-(1s,7)

Pendapaun Primer (36,O) (36,o) (s2,9H31,4)

Penalapatan Selilnder 6,4 6,5 6,74,9

Trmsaksi Modal dm Finmsial (7,el 5,6 3,7-10,5

14,8 17,3 15,3-15,5

Invest8i Portololio (8,s) o,8 (s,7){0,2}

Investsi lrimya lt4,7l (t2,6) (6,o)-(4,e)

NmaKerellnhm 4,0 (2,8) 9,3-15,4

Cadugu Devis
dale bul,an ispor fbulill

137,2 134,4

6,16,0

149,1-150,2

6,0-5,8

Suobec l) Bank Indorcsia NPI TW IJl2023 d8 2l proyatsi K"Bdt6im PPN/BapFEs, Agurtus 2O23.

Catatsn A!tk! drllE kurEg Er) baailai rcgatif.

Investasi lagsung

-20-
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56 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman II.26
dan alinea
pertama dalam
leaJarlranll.27

Pendapatan Negara dan Hibah ditargetkan mencapai 12,2 persen
Produk Domestik Bruto, yang terdiri dari penerimaan perpajakan
sebesar 10,1 persen Produk Domestik Bruto dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak sebesar 2,1 persen Produk Domestik Bruto.
Untuk mencapai target tersebut diperlukan perluasan sumber
penerimaan pajak baru dari aktivitas ekonomi yang mendukung
keberlanjutan sumber daya alam. Di sisi lain, reformasi kebijakan,
dan sistem administrasi perpajakan perlu diakselerasi untuk
mendukung transformasi ekonomi, serta mengoptimalkan
Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kebijakan umum pendapatan
negara, mencakup:

o Optimalisasi potensi penerimaan perpajakan, melalui: (1)
akselerasi reformasi kebijakan perpajakan untuk secara gradual
menggeser struktur penerimaan pajak sejalan dengan
perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif; (2) penggalian
sumber-sumber penerimaan pajak baru yang dapat mengurangi
ketergantungan pada Sumber Daya Alam dan mendukung
transisi energi; (3) mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi
teknologi dalam sistem perpajakan; (4) memperluas basis
perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; (5)
memperkuat sinergi melalui joint progranm, pemanfaatan data,
dan penegakan hukum; (6) menjaga efektivitas implementasi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan untuk mendorong peningkatan rasio
perpajakan; serta (7) melaksanakan insentif perpajakan yang
semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya
saing usaha, serta akselerasi ekonomi yang bernilai tambah
tinggi.

o Optimalisasi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
menjamin pelayanan publik dan kelestarian lingkungan,
melalui: (1) optimalisasi Sumber Daya Alam dengan cara
penyempurnaan kebij akan, perbaikan pengelolaan, peningkatan
nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian
lingkungan; (2) optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara
dengan mempertimbangkan : profi tabilit as, agent of deuelopment,
persepsi investor, perbaikan kinerja dan efisiensi Badan Usaha
Milik Negara; (3) pemanfaatan aset negara dan layanan
pemerintah disertai peningkatan inovasi dan kualitas layanan;
serta (4) penguatan tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak
dengan peningkatan sinergi.

-2t-
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57 Perubahan
alinea kedua
dalam
halamanll.27

Pada tahun 2024, Belanja Negara ditargetkan mencapai 14,5
persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah
Pusat sebesar 10,7 persen Produk Domestik Bruto dan Transfer ke
Daerah sebesar 3,8 persen Produk Domestik Bruto. Kebijakan
Belanja Negara (belanja kementerian/lembaga, non-
kementerian/lembaga, dan Transfer ke Daerah) dilakukan dengan
tetap menjaga kualitas belanja agar lebih efisien, produktif, dan
bersifat countercgclical untuk menjadi enabler yang kuat bagi
percepatan pelaksanaan transformasi ekonomi berfokus pada
sumber daya manusia, infrastruktur, dan kelembagaan. Dari sisi
Belanja Pemerintah Pusat, kebijakan umum diarahkan pada:

o percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan
kemiskinan ekstrem, penurunan shtnting, pengendalian inflasi,
dan peningkatan investasi; di samping itu juga untuk penguatan
kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan
infrastruktur, mendukung hilirisasi sumber daya alam,
deregulasi, dan penguatan institusi;

o penguatan spending better melalui efisiensi kebutuhan dasar,
fokus mendukung prioritas pembangunan, dan berorientasi
pada hasil;

o penguatan subsidi tepat sasaran dan meningkatkan efektivitas
program perlindungan sosial;

o peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan,
penciptaan lapangan keda, pengentasan kemiskinan, dan
pengurangan kesenj angan antargolongan dan antarwilayah.

58 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman II.28

Pada tahun 2024, defisit ditargetkan sebesar 2,3 persen Produk
Domestik Bruto, diarahkan konsolidatif dengan tetap
mempertimbangkan (i) perkiraan penerimaan pajak tahun 2024
yang dipengaruhi normalisasi harga komoditas; (ii) kebutuhan
pendanaan pembangunan yang tinggi dalam rangka penyelesaian
janji presiden/agenda pembangunan; serta (iii) arahan pada tahun
2024, yaitu pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan
ekstrem, penurunan stunting, dan peningkatan investasi.
Kebijakan tersebut menjadi pertimbangan pada kebijakan umum
pembiayaan anggaran, sebagai berikut:

. mengendalikan tingkat utang dan defisit pada tingkat yang
menjamin keberlanjutan fiskal, disertai pemanfaatan utang
pemerintah yang lebih produktif untuk prioritas pembangunan,
dikelola secara prudent dan akuntabel;

o peningkatan inovasi pembiayaan, didukung pendalaman pasar
keuangan yang kondusif dan melibatkan multistakeholders,
serta mendorong pengembangan skema Kerjasama Pemerintah
dan Badan Usaha yang sustainable dan lebih masif;

o peningkatan efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung
transformasi ekonomi, peningkatan peran Indonesia di forum
internasional, serta untuk optimalisasi peran Badan Layanan
Umum. Badan Usaha Miliki N

SK No 188023 A
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Souereign Wealth Ftrnd dengan mempertimbangkan kineda
keuangan serta kesiapan teknis operasional;

o peningkatan akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Ultra Mikro;
serta

o memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi
ketidakpastian melalui penyediaan fiscal bufferyang handal dan
efisien, pemanfaatan Saldo Anggaran Irbih, serta penguatan
sinergi kebijakan liskal, moneter, dan sektor keuangan.

59 Perubahan
Tabel2.5
dalam
halaman II.28

Tabel 2.5
Sasaran Fiskal Tahun 2O24 (Persen Produk Domestik Brr.to)

Realisrei 2O22
Prakiram

2U23
2024

Uraim
RPJMN SMm4

Pandapatan Negara dan
Hibah 13,5 12,5 t2,9-t4,6 12,2

Percrimaan Perpajakm lo,4 lo,o to,7-12,3 lo, I
PNBP 3,O 2,4 2,L2,2 2,1

Belanja Negm 15,8 14,8 t4,4-76,3 14,5

Belanja Pemerintah Rrsat 11,6 lo,9 9,5-11,2 to,7

TKD 4,2 3,9 4,9-5,1 3,8

Keseimbangan himer (0,4t {o,2t o,24,O (o,ll

Surphs/Defisit 12,41 12,3t l1,sF(r,7) 12,3t

Rasio Utang 39,7 39,4 2A,t29,2 38,1-39,O

Subq: Kaatqia PPN/Bapparm {diolah), 2023,

Ketcmgm: a) Undmg-Undug No. 19 Tahu 2023 t4tug APBN 2024

Catxo: Angka &1m kwug'(a!'barilai negatif.

60 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman II.32

Melalui berbagai kebdakan tersebut, diharapkan kinerja
penunrnan emisi Gas Rumah Kaca akan semakin membaik,
sehingga pada tahun 2024 dapat melampaui capaian potensi
penurunan emisi Gas Rumah Kaca tahun 2022 (27,82 persen) dan
target penurunan emisi Gas Rumah Kaca tahun 2024 daJam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-
2024 sebesar 27,27 persen terhadap baseline.

61 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman II.33

Sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, pada tahun 2024,
Wilayah Kawasan Timur Indonesia didorong untuk tumbuh lebih
tinggi, sementara tetap menjaga momentum pertumbuhan di
Wilayah Kawasan Barat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Wilayah
Kawasan Barat Indonesia ditargetkan sebesar 5,2-5,5 persen,
sedangkan Kawasan Timur Indonesia sebesar 6,0-6,9 persen.

-23-
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62 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman II.33

Aktivitas perekonomian Wilayah Papua pada tahun 2024 akan
didorong oleh kegiatan operasional serta aktivitas logistik dari
sarana prasarana konektivitas Proyek Strategis Nasional yang
selesai dibangun pada tahun 2023, seperti Bandar Udara Nabire
Baru dan Siboru Fak Fak, serta Pelabuhan Sorong. Selain itu,
pertumbuhan ekspor dan industri pengolahan akan didukung oleh
operasionalisasi sarana prasarana industri yang selesai
pengembangannya pada tahun 2023, seperti Liqtefied Natural Gas
Tangguh Train 3 dan Kawasan Industri Teluk Bintuni.
Pertumbuhan ekonomi Papua ditargetkan mencapai 3,9-4,9
persen. Pertumbuhan tersebut diharapkan dapat mengurangi
tingkat kemiskinan menjadi 22,5-23,0 persen dan pengangguran
menjadi 2,4-3,1 persen.

63 Perubahan
alinea kelima
dalam
halaman II.33

Berlanjutnya agenda hilirisasi industri pada tahun 2024
ditargetkan akan mendorong perekonomian Wilayah Maluku
tumbuh sebesar 12,7-17,0 persen. Percepatan Proyek Strategis
Nasional Wilayah Maluku, seperti operasionalisasi Bendungan Way
Apu, serta pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela diharapkan
mampu meningkatkan produktivitas ekonomi. Tingkat
pengangguran Terbuka Wilayah Maluku diharapkan dapat turun
menjadi 4,5-5,3 persen, sedangkan kemiskinan dapat turun
menjadi 9,5- 10,0 persen.

64 Perubahan
alinea keenam
dalam
halaman II.33

Wilayah Sulawesi merupakan sumber utama penggerak ekonomi di
Kawasan Timur Indonesia yang ditargetkan tumbuh 7,5-8,5 persen
pada tahun 2024. Beberapa provinsi di Sulawesi diharapkan
tumbuh signifikan seiring dengan program pembangunan smelter
nikel. Implementasi Proyek Strategis Nasional di Wilayah Sulawesi,
seperti Pelabuhan Likupang, Makassar New Port, Kawasan Industri
Bantaeng, Kawasan Industri Morowali juga diharapkan dapat
mendorong perekonomian. Sementara, produk pertanian dan
perkebunan seperti kakao yang merupakan komoditas utama
Wilayah Sulawesi terus ditingkatkan melalui hilirisasi. Sejalan
dengan tumbuhnya perekonomian yang inklusil kemiskinan dapat
ditekan menjadi 7,8-8,5 persen dengan Tingkat Pengangguran
Terbuka yang mencapai 3,G-3,8 persen.
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65 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman II.34

Percepatan pembangunan sarana prasarana Ibu Kota Nusantara
dan fasilitas pendukungnya diharapkan menjadi salah satu sumber
utama pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan sehingga dapat
tumbuh 5,1-5,6 persen pada tahun 2024. Selain itu, hilirisasi
komoditas pertambangan diharapkan meningkat dengan
berjalannya pengolahan dan pemurnian komoditas bauksit dan
Coal to Methanol. Infrastruktur pendukung kawasan, seperti Tol
Balikpapan-Samarinda, Pelabuhan Terminal Kijing, Infrastruktur
Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur, dan upgrading kilang-
kilang existinglRefinery Deuelopment Master Plan yang diharapkan
akan memberikan dorongan kinerja ekonomi Wilayah Kalimantan.
Kawasan industri, seperti Kawasan Industri Landak, Ketapang,
Jorong, dan Tanah Kuning diharapkan mengakselerasi investasi
serta industri pengolahan. Melalui upaya pembangunan tersebut,
kemiskinan akan turun menjadi 4,0-4,5 persen dan Tingkat
Pengangguran Terbuka sebesar 3,9-4,7 persen.

66 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman II.34

Perekonomian di wilayah Nusa Tenggara ditargetkan tumbuh 4,1-
4,9 persen, terutama didorong oleh aktivitas sektor jasa serta
peningkatan nilai tambah sektor primer. Pembangunan berbagai
infrastruktur Proyek Strategis Nasional diperkirakan akan
meningkatkan kegiatan sektor pertanian serta mendorong
konsumsi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara,
pembangunan Bendungan Meninting dan Manikin akan
mendorong kegiatan sektor konstruksi dan penyerapan investasi.
Penyelesaian pembangunan dan operasionalisasi smelter tembaga
di Nusa Tenggara Barat akan menjadi pendorong utama
pertumbuhan. Selain itu, peningkatan aktivitas Bandar Udara
Komodo dan Bandar Udara Internasional L,ombok Praya serta
Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo diharapkan dapat
mendorong aktivitas pariwisata maupun perdagangan. Sejalan
dengan hal tersebut, berlanjutnya penyelenggaraan euent, seperti
MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika akan turut
mendorong aktivitas perekonomian. Hal tersebut dapat
berkontribusi pada upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja
yang dapat menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka hingga
mencapai 2,1-2,8 persen dan kemiskinan mencapai 14,5-15,0
persen.
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67 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman II.34

Wilayah Sumatera ditargetkan tumbuh 4,8-5,2 persen sebagai
pusat pertumbuhan untuk hilirisasi komoditas primer unggulan
yang berorientasi ekspor dengan dibangunnya Kawasan Ekonomi
Khusus dan Kawasan Industri. Proyek Strategis Nasional, seperti
bendungan dan irigasi berperan penting dalam penyediaan air baku
untuk lahan pertanian dalam mendukung Sumatera sebagai
lumbung pangan nasional. Operasionalisasi Jaringan Kereta Api
Trans Sumatera serta pengembangan Hub lnternasional Kuala
Tanjung menjadi pendorong dalam integrasi kawasan khususnya
dalam penyaluran logistik antarprovinsi serta perdagangan
internasional. Selain itu, di Wilayah Sumatera terdapat gasifikasi
batu bara di Tanjung Enim, hidrogenasi Crude Petroleum An di
Palembang serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
skala besar untuk meningkatkan perekonomian. Kemiskinan akan
turun menjadi 7,5-8,3 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka
menjadi 4,1-4,8 persen.

68 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman II.34

Pembangunan infrastruktur konektivitas jalan tol terus diperkuat
di Pulau Jawa terutama untuk mengatasi tingginya mobilitas
penduduk, seperti Light Rail T?ansit Jabodebek serta Kereta Cepat
Jakarta-Bandung yang beroperasi di akhir tahun 2023. Selain itu,
pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Lido, Gresik, Singhasari,
Sanur, dan Kura-kura Bali diharapkan dapat mendorong
perekonomian baik melalui aktivitas pariwisata, pengembangan
teknologi, industri, dan logistik. Sementara, pembangunan
Kawasan Industri Wilmar Serang dan Terpadu Batang juga menjadi
pendorong industrialisasi. Aktivitas pariwisata yang kembali dibuka
diikuti berbagai kegiatan internasional serta pembangunan
infrastruktur konektivitas diharapkan dapat meningkatkan
pariwisata di Wilayah Jawa-Bali. Oleh karena itu, Wilayah Jawa-
Bali ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,3-5,6 persen. Kemiskinan
akan turun menjadi 7,0-7,5 persen dan Tingkat Pengangguran
Terbuka sebesar 4,8-5,5 persen.

69 Perubahan
alinea kelima
dalam
halaman II.37

Saat ini, terdapat 98 Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik
Negara yang selaras dan mendukung sasaran Prioritas Nasional
dan Major Project pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.
Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara tersebut
merupakan kelanjutan proyek prioritas pada Rencana Ke{a
Pemerintah Tahun 2023 serta penambahan usulan proyek dari
Badan Usaha Milik Negara di bawah koordinasi Kementerian Badan
Usaha Milik Negara dan Kementerian Keuangan, dengan jumlah
Badan Usaha Milik Negara yang terlibat sebanyak 53. Selain selaras
dan mendukung sasaran Prioritas Nasional dar: Major Project,
Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara juga
mendukung pencapaian T\rjuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Deuelopment Goalsl yang tersebar di berbagai wilayah
Indonesia.

-26-
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PRESIDEN
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72 Penambahan
alinea dan
Gambar
2.2O.A setelah
Gambar 2.20
dalam
halaman II.38

Sebaran spasial Froyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik
Negara tahun 2024 adalah (1) 12 proyek dilaksanakan di Pulau
Sumatera dan Kepulauan Riau dengan prakiraan total nilai
investasi sebesar Rp57,34 triliun; (2) 44 proyek dilaksanakan di
Pulau Jawa dengan total prakiraan nilai investasi sebesar Rp129,17
triliun; (3) 15 proyek di Pulau Kalimantan dengan total prakiraan
nilai investasi sebesar Rp27,48 triliun; (41 4 proyek di Pulau
Sulawesi dengan totai prakiraan nilai investasi sebesar Rp3,43
triliun; (5) 4 proyek di Pulau Maluku dan Halmahera dengan total
prakiraan nilai investasi sebesar RpO,49 triliun; (6) 4 proyek di
Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan total nilai prakiraan investasi
sebesar Rp1,21 triliun; (71 2 proyek di Pulau Papua dengan total
prakiraan investasi sebesar Rp0,71 triliun; serta (8) 13 proyek yang
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70 P  erubahan 
Gambar 2.19 
dalam 
halaman II.38 

 

71 P  erubahan 
Gambar 2.20 
dalam 
halaman II.38 
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dilaksanakan lintas wilayah dengan prakiraan total nilai investasi
sebesar Rp100,55 triliun.

Pada Prioritas Nasional 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, terdapat 32
Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara dengan
prakiraan total nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp40,21 triliun.

Pada Prioritas Nasional 2 - Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, terdapat 9
Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara dengan
prakiraan total nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp5,18 triliun.

Pada Prioritas Nasional 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Berkualitas dan Berdaya Saing, terdapat 4 Proyek Prioritas
Investasi Badan Usaha Milik Negara dengan prakiraan total nilai
investasi tahun 2024 sebesar Rp1,68 triliun.

Pada Prioritas Nasional 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
terdapat 53 Proyek Frioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara
dengan prakiraan total nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp273,31
triliun.

73 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman II.38

Selain tersebar di berbagai wilayah, Proyek Prioritas Investasi
Badan Usaha Milik Negara juga mendukung Prioritas Nasional 1, 2,
3, dan 5 di dalam Rencana Keq'a Pemerintah Tahun 2024.
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74 Perubahan
Tabel2.8
dalam
halaman II.39

Tabel 2.8
DaftarJumlah Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara

dal.^ Ivbjor hoject

PN No. Major Prcject
Jurolah Proyek Inv 6tas i

BUMN

1
Aksehrasi Pengeobangan Energi Terbarukan dm
Konservasi Energi

7 proyek

2 Destimi Pariwbata Prioritas 4 prcyek

3 lndustri 4.O di 7 Sub Sektor Prioritas 8 pmyek
PNT

4
Intr€rasi Pehbuhan Perikanan dan Fbh Molet
bertaraf Internasbral I proyek

5 KawMn Industri Prioritas dm Smelter 4 prcyek

6 Proyek BUMN lainnya selarx dmgan PN l.t 8 proyek

Ft{ 2

7

I
9

Pe@baDgunan lbu Kota Nusantara

Peobangunan Vilayah Bata!!-Biatan

ProyEk BUMN lainnya sebras deogalx PN 2.r

7 proyek

I prcyek

I proyeh

PN 3 10 Refoduasi Sfutm I(eshatan Nasional 4 proyek

11
Akss Air Mitrum Perpbaan (10 Juta Sambungan
Rumah) 2 prcyek

L2
Infrastruktur Jaringan Gas Kota untrIk 4 Juta
Sambungan Rumah

I proyel(

13 Jalaa Tol Trans Swten Aceh - Impug 2 proyek

14 Jarirl8an Pelabubafl Utao"a Terpadu 6 proyek

15 Pabrurmn dan Pengeo.baagan Kiboe Minyak 3 proyek

PN5 Peoyediaaa TerEgE Listrik: Pembangl.it Listrik
27.o0o Mw, Transmisi 19.000 kms dan Gardu lrduk
3E.000 MvA

16 12 proyelr

17 Rmah Susu Perkotaal (l Juta) 4 proyek

18
Sisteo, Anglumn UEUI! Massal di
M etropolitan: Jakarta, Surabaya, Etandug,
Seo.arang, dan Makassar

Wihyah
Medan, 1 prcyek

fo proyek19 Tmnsforusi Digital

20 Proyek BUMN laimya selaras dmgm PN 5.1 12 prcyek

Total 98 proyek

Srbs: BUMtt tslGit du hcil i{enlifilosi Xaatsim PPli/Fappws, 15 liovober 2023.

Ketangu: 4 Ecyek Jang Emdukurg kiorns Nubnal mm tidak tqhit d,agaa Mqjor Prciec? tsterru

75 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman II.40

Investasi memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia.
Dalam lima tahun terakhir, kontribusi investasi dalam
Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Produk Domestik Bruto
rata-rata mencapai 31,7 persen. Pertumbuhan Pembentukan Modal
Tetap Bruto menunjukkan tren peningkatan yang rlrer,capai 4,2
persen hingga triwulan lll-2023 dibandingkan periode yang sama
tahun sebelumnya, didorong oleh realisasi belanja modal untuk
infrastruktur dan keberlanjutan proyek hilirisasi indu stri.
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76 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman II.40

Berdasarkan komponennya, realisasi Pembentukan Modal Tetap
Bruto di Indonesia didukung oleh komponen bangunan, mesin dan
perlengkapan, serta kendaraan. Komponen bangunan
mendominasi sampai triwulan III-2O23 dengan kontribusi
mencapai 73,9 persen terhadap total Pembentukan Modal Tetap
Bruto diikuti oleh komponen mesin dan perlengkapan, serta
komponen kendaraan dengan kontribusi masing-masing sebesar
13,2 persen dan 5,9 persen. Pada triwulan Ill-2O23 sumber
pertumbuhan kembali bergeser ke komponen bangunan setelah
pada triwulan sebelumnya sempat bergeser ke komponen mesin
dan perlengkapan serta komponen kendaraan.

77 Perubahan
Garnbar 2.21
dalam
halaman II.4O

78 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman II.40

Sejalan dengan perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto,
realisasi investasi berupa Penanaman Modal Asing dan Penanam€rn
Modal Dalam Negeri terus menunjukkan peningkatan dengan total
nilai sebesar Rpl.053,1 triliun hingga triwulan lll-2023.
Pertumbuhan total nilai realisasi Penanaman Modal Asing dan
Penanaman Modal Dalam Negeri hingga triwulan lll-2023 mencapai
18,0 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun
sebelumnya, setara dengan 35,4 persen dari Pembentukan Modal
Tetap Bruto. Namun, kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri
terhadap total realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman
Modal Dalam Negeri baru mencapai 46,9 persen, lebih rendah dari
target yang ditentukan, yaitu sebesar 48,3 persen.
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79 P  erubahan 
Gambar 2.22 
dalam 
halaman II.41 

 

80 P  erubahan 
alinea pertama 
dalam 
halaman II.41 

Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri 
hingga triwulan III-2023 telah mendorong peningkatan penyerapan 
tenaga kerja di Indonesia. Penyerapan tenaga kerja hingga triwulan 
III-2023 mencapai 1.365.648 orang, didominasi oleh Penanaman 
Modal Dalam Negeri sebesar 64,6 persen atau menyerap tenaga 
kerja sebanyak 881.672 orang. Secara keseluruhan, total 
penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 41,5 
persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. 

81 P  erubahan 
Gambar 2.23 
dalam 
halaman II.41 
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82 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman II. 43

Peran penting investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi diharapkan tecermin dari besaran Penanaman Modal
Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Pada tahun 2024,
realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam
Negeri ditargetkan sebesar Rp1.45G-1.650 triliun atau setara
21,59-23,39 persen Pembentukan Modal Tetap Bruto. Potensi
keterlibatan peran investasi swasta dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang sedemikian besar
tersebut utamanya akan diarahkan pada percepatan realisasi
proyek-proyek investasi swasta yang dapat meningkatkan
produktivitas perekonomian sekaligus mendorong inklusivitas,
seperti (a) investasi untuk penambahan kapasitas terpasang
Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan melalui
penyelesaian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Energi
Terbarukan yang termuat dalam Rencana Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik 2O2|-2O3O secara efisien dan efektif; (b) investasi di
sektor riil dan industrialisasi, (c) percepatan pembangunan smelter
dan Kawasan Industri; (d) investasi untuk mendukung percepatan
pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas; (e)

investasi untuk memperluas pemanfaatan tenaga listrik
(electrification) untuk sektor industri; (f) investasi untuk hunian
layak di perkotaan berupa rumah vertikal yang terintegrasi dengan
infrastruktur pemukiman dan akses transportasi publik; serta (g)

investasi untuk percepatan adopsi teknologi digital pada sektor-
sektor strategis seperti pemerintahan.

83 Penambahan
alinea,
Gambar
2.24.A,
Gambar
2.24.8,
Garnbar 2.24.
C dan Tabel
2.8.A setelah
alinea pertama
dalam
halaman II.43

Proyek Prioritas Investasi Swasta merupakan proyek investasi
swasta y€rng memiliki keselarasan dengan arah pembangunan,
yaitu mendukung Prioritas Nasional dan Major Project, memiliki
nilai proyek di atas Rp100,00 miliar, sumber pendanaan proyek
tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan
terdapat rencana realisasi investasi (capital expendihre/ capexl
pada tahun 2024. Proses identifikasi ini bertujuan agar proyek
investasi swasta tidak hanya berperan dalam mendorong
perekonomian nasional, namun juga selaras dengan arah kebijakan
pembangunan yang direncanakan pemerintah pada tahun 2024.
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Pada Prioritas Nasional 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, terdapat 111
Proyek Prioritas Investasi Swasta dengan prakiraan total nilai
investasi 2024 sebesar Rp211,48 triliun. Proyek-proyek pada
Frioritas Nasional ini akan mendukung percepatan Industri 4.0 di
7 Subsektor Prioritas, Kawasan Industri Prioritas dan Smelter,
Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi
Energi, dan Destinasi Pariwisata Prioritas.

Pada Prioritas Nasional 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Berkualitas dan Berdaya Saing, terdapat 4 Proyek Prioritas
Investasi Swasta dengan prakiraan total nilai investasi 2024
sebesar Rp0,48 triliun.

Pada Prioritas Nasional 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
terdapat 18 Proyek Prioritas Investasi Swasta dengan total nilai
investasi 2024 sebesar Rp19,O3 triliun.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif,
dan berkelanjutan, Proyek Prioritas Investasi Swasta yang
teridentifikasi selaras dengan Prioritas Nasional akan dilaksanakan
di berbagai wilayah Indonesia. Sebaran spasial Proyek Prioritas
Investasi Swasta tahun 2024 adalah (l) 56 proyek yang
dilaksanakan di Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau dengan total
nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp40,34 triliun; (2) 26 proyek di
Pulau Jawa dengan total nilai investasi tahun 2024 sebesar
Rp28,24 triliun; (3) 20 proyek di Pulau Kalimantan dengan total
nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp51,O2 triliun; $l22 proyek di
Pulau Sulawesi dan Maluku dengan total nilai investasi tahun2024
sebesar Rp107,57 triliun; (5) 8 proyek di Pulau Bali dan Nusa
tenggara dengan total nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp3,57
triliun; serta (6) 1 proyek yang dilaksanakan lintas wilayah dengan
total nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp0,25 triliun.
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Tabel 2.8.A 
Daftar Jumlah Proyek Prioritas Investasi Swasta dalam Major Project 

PN No. Major Project Jumlah Proyek Investasi 
Swasta 

PN 1 

1 Industri 4.0 di 7 Sub Sektor Prioritas 7 proyek 

2 Kawasan Industri Prioritas dan Smelter 18 proyek 

3 Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan 
Konservasi Energi  46 proyek a) 

4 Destinasi Pariwisata Prioritas 11 proyek 

5 Proyek Swasta lainnya selaras dengan PN 1  29 proyek b) 

PN 3 6 Proyek Swasta lainnya selaras dengan PN 3  4 proyek b) 

PN 5 

7 
Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 
27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 
38.000 MVA 

4 proyek 

8 Transformasi Digital 1 proyek 

9 Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) 2 proyek 

10 Proyek Swasta lainnya selaras dengan PN 5  11 proyek b) 

Total 133 proyek 

Sumber: Hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas. 

Keterangan: a) Proyek juga mendukung Major Project  Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, 
Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA; dan b) Proyek yang mendukung Prioritas Nasional namun 
tidak terkait dengan Major Project tertentu. 
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84 Perubahan
Tabel2.9
dalam
halaman II.45

Tabel 2.9
Target Pengembangan Tujuh Wilayah Talun 2024 (Persen)

Vtlilayah Flala-rata Prtumbuhm
E,Lanwi2O2o-2O24)

Kontribusi (Share)
Ekonooi Regional

(% pcr PDRB 2O24)b)

Tingkat Pengmggum
Terbuka 2o24cl

Swttra 3,2-3,3 2t,9 4,L4,4

Jam-Bali 3,H,4 57,5 4,&-5,5

Nusa Tanggra 3,2+-3,6 1,4 2,F2,4

Kalimmtm 3,23,4 9,3 3,v,7

Sulawesi 5,6-5,9 7,4 3,H,8

Ma]uku 9,9-1O,9 o,8 4,S-5,3

Papu 6,H,3 1,8 2,R,r

Smbec K@enttrim PPN/Bapperc, 2023.

Keterugm: a) Targpt rata-Eta Frtmbuhm ekoami 2O2O-2O24 mmpakan Eta-nta realisi pertmbulE
ekonoEi 2020,2021,2022 dm tEget pstumbuhan ekon@i 2023 d8 20.24 dalao Pemutakhim RKP 2024;
b) Taraet kontribui (slurcl ekomi rcZiqEl 2024 oerulnkaa 6se$ment K@6tqia PPN/Bappenas dmgm
oempcrtiDbanglan ugka Ealis8i hiruga triulatr Itr-2023; dm c) Tar8et Tingkat Pengilaguu Terbuka 2024
oerupaku hreil proyekai Ke@entcim PPN,/Bappen6 setelah Bempertimbangkm esmen teraldlir
pertmbuhm ekonomi wilayah.

85 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman II.46

Pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan untuk (1)

memperkuat peran sebagai lumbung pangan nasional dan lumbung
energi nasional, dengan tetap memperhatikan kelestarian
lingkungan dan mitigasi serta adaptasi bencana; (2) mendorong
pertumbuhan sektor industri, khususnya hilirisasi industri
berbasis komoditas unggulan, dan pemantapan sektor pariwisata
yang berdaya saing internasional melalui pengembangan kawaszrn
strategis di Pulau Sumatera; (3) mendorong akselerasi pemerataan
pembangunan wilayah pesisir barat Sumatera, daerah rawan
bencana dan mempercepat pengembangan daerah Tertinggal,
Terdepan dan Terluar; dan (4) mewujudkan Wilayah Sumatera
menjadi pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan
internasional. Wilayah Sumatera memiliki komoditas unggulan
wilayah sebagai bahan baku hilirisasi industri, antara lain karet,
kakao, kopi, kelapa, tebu, pala, lada, cengkeh, garam, kelapa sawit,
perikanan budi daya, dan perikanan tangkap. Komoditas unggulan
wilayah berpotensi memiliki nilai tambah yang cukup besar dari
proses pengolahan bahan baku menjadi produk turunannya.
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86 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman II.46

Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah
Sumatera sebagai berikut

(1) mempercepat realisasi investasi dan beroperasinya secara
penuh Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus
melalui optimalisasi paket-paket insentif liskal dan nonfiskal
sesuai dengan potensi/tema pengembangan kawasan antara
lain Kawasan Industri Ladong, Kuala Tanjung, Bintan
Aerospace, Sadai, Tenayan, Tanjung Buton, Tanjung Enim,
Kemingking, Tanggamus, Pesawaran, Way Pisang, Katibung,
Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhoukseumawe, Kawasan
Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Kawasan
Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Kawasan
Ekonomi Khusus Nongsa, Kawasan Ekonomi Khusus Batam
Aero Technic, dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
Kelayang;

(21 mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan
berbasis rencana induk pengembangan kawasan pariwisata
yang meliputi Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan
sekitarnya, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam
Bintan, Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka
Belitung/Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang, dan
Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang - Bukittinggi;

(3) mengembangkan kawasan perkotaan termasuk Wilayah
Metropolitan Medan dan Palembang sebagai pusat pelayanan
wilayah dan pendukung kawasan strategis di sekitarnya;

(4) memperkuat integrasi sistem transportasi wilayah multimoda
(tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara) dengan
pengembangan kawasan strategis;

(5) memperbaiki kinerja logistik dan kepelabuhanan di Wilayah
Sumatera sebagai upaya mendukung hilirisasi industri yang
efisien dan berdaya saing;

(6) mengembangkan komoditas unggulan wilayah berupa kelapa,
tebu, pala, lada, cengkeh, garam, perikanan budi daya, dan
perikanan tangkap dengan berorientasi pada peningkatan
produktivitas dan/atau penguatan rantai nilai;

(7) merevitalisasi usaha-usaha pertanian, perkebunan, dan
perikanan khususnya skala usaha rakyat dengan
mengembangkan sentra produksi pangan;
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87 Perubahan
Tabel 2. l0
dalam
halaman II.48

Tabel 2.lO
Target Penganbangan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2O24 (Pereen)

Target Tahu 2O24

lndikattr
A@h staut Suobu Riau Jmbi Suel Bengkulu f*p*g 5."*f

Kep.
Riau

Pertuobullm
EkonomiC

3,9- 5,2- 5,O- 3,9- 4,6- 5,2- 4,6- 5,O- 4,6- 5,2-
4,4 5,4 5,4 4,4 5,O 5,6 5,2 5,3 5,O 5,6

4,O3,3ro,o
4,O- 5,3- 6,0- 9,5-
4,5 5,6 6,4 10,3

3,2- 2,4- 3,8- 2,6- 3,4- 3,3- 5,9-
3,9 3,1 4,s 3,3 4,1 4,O 6,s

Tingkat
Kmiskinatl

L2,O- 6,5-
12,5 7,O

13,5-
14,O

9,5- 3,O- 3,t

Tingkat
Pengmgguu
Terbukatl

sMbcr: K@enteriu PPN/Bappere, 2023.

Ketemgm: a) Talget tahu 202,1 o@palan cs$zEn K@enterim PPN/Bapp@8 dogm mempertimbangka[
angka realisi hingga triwulm fil-2023 dN b) Ta4et tahu 2024 mmpate huil prc5rcksi K@mtsie
PPN/Bappene ctelah ueolrcrtimbaagkan ass$',@, teEkhir pertubuhm ekmomi wilayah.

4,8- 5,O-
5,5

5,O-
3,75,7

88 Perubahan
Tabel 2.1 1

dalam
halaman II.5O

Tabel 2.ll
Trget Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)

TugetTahu 2O24

Indikator
DKI

Jalqrta
Jawa
Bsat

Jawa
Tengah

D. I,
YoErakarta

Jawa
Timu Banten Bati

Pertumbuhm
Ekonomi4 5,2-5,4 5,3-5,6 5,3-5,6 5,3-5,6 3,4-3,7 5,3-5,6 6,ffi,9

Tingkat
Kemiskinatl 2,0-2,3 6,0-6,4 9,5-1O,O 10,9-11,2 8,5-8,9 3,H,O 2,5- 3,O

TiaEkat
Pmgmggrru
Terbul<a9

5,3-6,0 6,3- 7 ,O 4,3-s,O 2,8-3,5 3,8--4,5 6,5-7,1 2,1-2,4

Suber: K@enteria PPl/Bapperc, 2023.

Ketemgm: a) Target ta}Iu 2024 merupalan Mrsd Kementerie PPN/Bappens dengm mempertimban8kan
araka realisi hing8a tlimrlm trl-2023 da b) TargEt tahu 2024 Eerupakan hsil proyeksi Kementsie
PPf'I/Bapp€na etel,ah oupertimbangkan as6m, tera&ht pertmbuha ekoaomi wilayah.

89 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman II.51

Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Nusa
Tenggara sebagai berikut

(1) mengembangkan industri Meeting, Incentiue, Conuention,
Exhibition yang didukung perhelatan nasional dan
internasional dalam rangka pengembEmgan pariwisata di Nusa
Tenggara khususnya Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-
Mandalika/Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan
Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo, serta
mengembangkan kawasan pariwisata lainnya sesuai rencana
induk (masterplan) yang telah disusun;

(21 mempercepat peningkatan produksi dan investasi pada pusat-
pusat industri pengolahan emas, tembaga, dan bahan tambang
lainnya di Kawasan Industri Sumbawa Barat dan industri
pengolahan potensial lainnya;
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(3) meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas
intra dan antarwilayah kepulauan serta memperkuat jaringan
transportasi dengan pusat pariwisata internasional utama Bali;

(41 meningkatkan produktivitas dan daya saing komoditas
unggulan melalui penguatan pasar dan manajemen rantai
pasok dari hulu ke hilir yang difokuskan pada Sentra Kelautan
dan Perikanan Terpadu Sumba Timur dan Rote Ndao,
peternakan, perkebunan, pertambangan, dan budi daya
tanaman pangan termasuk pengembangan sentra produksi
pangan;

(5) mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi
meliputi industri kerajinan mutiara, tenun tradisional dan
industri kerajinan lainnya;

(6) mengembangkan pendidikan keterampilan dan vokasi untuk
meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang
berkualitas dan profesional sesuai dengan pusat-pusat
ekonomi berbasis potensi wilayah yang akan dikembangkan;

(7) mendorong pemenuhan energi melalui Pengembangan Energi
Baru dan Terbarukan;

(8) meningkatkan pembangunan kawasan perkotaan yang
berfokus pada kota besar Mataram dan kota sedang Kupang
pendukung sektor industri dan pariwisata termasuk
meningkatkan penyediaan perumahan, akses pada energi, air
minum, sanitasi, persampahan yang arnan, serta drainase dan
transportasi umum perkotaan;

(9) meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat
forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan
alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi
daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional
Wilayah Nusa Tenggara;

(10) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui
pemberian sertipikat hak atas tanah;

(1 1) mempercepat proses penyusunan dan penetapan Rencana Tata
Ruang Wilayah maupun Rencana Detail Tata Ruang melalui
pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah; serta

(12) mengembangkan pusat ekonomi berbasis komoditas unggulan
yang meliputi kopi, kakao, kelapa, garam, perikanan tangkap,
dan perikanan budi daya dengan berfokus pada peningkatan
produksi dan produktivitas yang berorientasi ekspor.
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Perubahan
Pemutakhlran RKP Tahun 2ol24

90 Perubahan
Tabel2.l2
dalam
halaman II.53

Tabel2-12
Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)

Target Tahu 2O24
[ndikator

NuuTenggra Barat NusaTmggua Tiow

Perhrmbuhm Ekonomia) 3,74,6 4,&5,3

Tingkat Kemiskimrl t2,5-L2,9 r6,5-16,9

Tingkat Pengmggurm Terbukab) 2,V2,7 2,3-3,0

Suber: KeEenttriu PP'N/Bapp€nc, 2023.

Keterangm: a) Target tahu 2024 merupakaa Nsren KeEmterim PPN/Bapperrc dengm aempertimbmgkan
angka ralissi hinggE trisrlan llil-2023 dD\ b) TarEBt tahu 2024 oerupakm hasil proyeksi Kmmterim
PPN/Bappena stelah mempertimbangkan resren teraLtrir pertMbulu ekmomi wilayah.

91 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman II.53

Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah
Kalimantan sebagai berikut
(1) membangun Ibu Kota Nusantara dan infrastruktur

pendukungnya;
(21 meningkatkan investasi dan optimalisasi pengelolaan

kawasan-kawasan strategis yang meliputi Kawasan Ekonomi
Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, Kawasan Industri
Surya Borneo, Ketapang, Tanah Kuning, Batanjung, Jorong,
Batulicin, Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-
Berau, serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-
Singkawang;

(3) mengembangkan komoditas unggulan wilayah, yaitu kelapa,
lada, dan perikanan budi daya yang berorientasi pada
peningkatan produktivitas dan/atau penguatan rantai pasok
dengan industri pengolahnya;

(4) mengembangkan hilirisasi komoditas batu bara serta hilirisasi
berbasis komoditas kelapa sawit, dan pengembangan energi
baru terbarukan berbasis biomassa, air, dan matahari;

(5) mengembangkan kawasan perkotaan termasuk Wilayah
Metropolitan Banjarmasin, kota besar yang menjadi Daerah
Mitra Ibu Kota Nusantara yakni Balikpapan dan Samarinda,
pembangunan kota baru Tanjung Selor, pengembangan kota
besar Pontianak, kota sedang Singkawang, kota sedang
Palangkaraya, dan kota sedang Tarakan sebagai pusat
pelayanan wilayah dan pendukung kawasan strategis di
sekitarnya;

(6) mengembangkan kawasan sentra produksi pangan (food
estatel dengan didukung korporasi petani;

(7) meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat
forum keda s€una, pengembangan sumber pembiayaan
alternatif dan investasi di daerah, serta penataan regulasi
daerah dan harmonisasi pusat-daerah regional Wilayah
Kalimantan;

(8) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui
pemberian sertipikat hak atas tanah; dan
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Perlhd

Penrbahan
Pemutakhiran RKP Tahun 2o24

(9) mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata
ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana
Detail Tata Ruang sebagai acuan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan teknis
kepada pemerintah daerah.

92 Perubahan
Tabel 2.13
dalam
halaman II.55

Tabel 2. 13
Target Pengembmgm Wilayah Kalirnmtm Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)

Trget Tahu 2O24

Indikator Kalimmtm
Bant

Kalinmtan
Teogah

Kalimtm
Selatm

Kalimtm
Timur

Kalimmtm
Utara

Perhrmbuhm Ekonoairl 5,3-5,6 5,1-5,8 4,A-5,2 5,1-5,6 S,H,O

Tingkat Kemiskimb) 5,3-5,6 3,5-4,O 3,0-3,3 3,5-4,0 3,(13,4

Tinakat Pengmggum
TerbukaU 4,M,7 44,1 3,74,4 4,a-5,5 2,9-3,7

SlEbeE Kemterim PPN/Bappcrc, 2023.

Ketetuge: a) Target tshu 2024 merupaka[ 6s6run, Kementerim PPN/Bappena8 dengm Empertinburtkan
urg,ka rwlissi hiilgg,a lriwular [I-2O23 dul b) Tu3cl, uh6r 2024 ucrulMk{r luil lmyekri KcI,grtqiur
PPN/Bapperc seGtrah rcopertimbangkaa osrcn teE-Erir pertumhrha eJ<orcmi wilq'ah.

93 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman II.55

Pengembangan Witayah Sulawesi diarahkan untuk (1)

mempertahankan momentum pertumbuhan yang relatif tinggi
melalui diversifikasi kegiatan ekonomi, (2) mendorong perannya
sebagai salah satu lumbung pangan nasional, (3) memantapkan
perannya sebagai lutb dan pintu gerbang perdagangan
internasional di kawasan timur, (4) menguatkan mitigasi bencana
dan pemulihan pascabencana, dan (5) mendorong transformasi
perekonomian wilayah menjadi basis hilirisasi komoditas unggulan
wilayah. Pemanfaatan peluang diversifikasi sekaligus peningkatan
nilai tambah di tingkat wilayah difokuskan pada peningkatan
produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan antara lain kelapa,
pala, cengkeh, tebu, garaqr, perikanan tangkap, serta hasil
perikanan budi daya.

94 Perubahan
Tabel2.l4
dalam
halaman II.57

Tabel2.l4
Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2o24 (Persen)

Tuget Tahu 2024

Indikator Sulawesi Sulaweei
Utsa Tengah

Sulawesi
Selatm

Sulaweai
Tenggra Gorontdo

Sulawcsi
Brat

Pertmbuhm Ekonomi.r 5,M,2 13,7-15,3 5,8-6,6 5,7-6,5 4,9-5,8 5,ffi,5

Tingkat Keoiskinmbl 5,0-5,5 IO,O-1O,3 6,35,7 9,5-9,8 ls,7 l4,O 8,5-4,7

Tinglat Paguggwm
Tqbukau) 4,9-5,6 2,2-2,9 19,2 2,H,1 2,O-2,A l,l-1,8

sMber: KementcriM PPN/Bappms, 2023.

Ketermge: a) TEget tahun 2024 Edpa*m assesment K@enterim PPN/Bappenas dmgan mempertiobmgkm
mgka realisasi hingga triu:lm III-2023 dm b) Tugd Ehun 2024 merupakan hasil proyeksi xemateris
PPN/Bapp@s rcrl,a.h oopertiabmgkm assesrun toal<hit pertubuhu ckooomi wilayah.
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95 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman II.57

Untuk itu, strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi
Wilayah Maluku sebagai berikut

(1) mempercepat peningkatan produksi dan investasi pada pusat-
pusat industri pengolahan nikel dan bahan tambang lainnya di
Kawasan Industri Teluk Weda dan industri pengolahan
potensial lainnya;

(21 mengembangkan pendidikan vokasi dan keterampilan ke{a
untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas
dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pengembangan
pusat-pusat ekonomi berbasis potensi wilayah;

(3) meningkatkan produktivitas usaha perikanan melalui
optimalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Moa,
Saumlaki dan Morotai;

(41 mengembangkan pusat ekonomi berbasis komoditas unggulan
kelapa, pala, cengkeh, perikanan tangkap, dan perikanan budi
daya dengan berfokus pada peningkatan produksi dan
produktivitas;

(5) mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan
wilayah khususnya Destinasi Pariwisata Prioritas/Kawasan
Ekonomi Khusus Morotai sesuai rencana induk (masterplan)
kawasan pariwisata yang telah disusun dan pengembangan
kawasan pariwisata potensial lainnya;

(6) mempercepat pembangunan kota baru SofiIi sebagai Ibu Kota
Provinsi Maluku Utara dan kota lainnya meliputi kota sedang
Ternate dan Ambon serta kota kecil Tual sebagai pusat
pertumbuhan wilayah;

(71 mengembangkan simpul transportasi dan aksesibilitasnya
dalam menghubungkan pusat pertumbuhan wilayah;

(8) meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat
forum kerja sarna, pengembangan sumber pembiayaan
alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi
daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional
Wilayah Maluku;

96 Perubahan
Tabel 2.15
dalam
halaman II.59

Tabel 2.15
Taryet Pengemburgan Wilayah Maluku Per kovinsi Tahun 2024 (Persen)

Tuget Tahun 2024
Indikator

Mduku Maluku Utara

Perhrmbuhm Ekonomi") s,2-s,7 18,1-25,O

Tingfuat Kemiskinmot t4,o-14,6 3,23,6

Tingkat Pengmggum Terbukab) 5,5-6,2 3,2--3,9

sMber: Kemeaterim PPN/Bappffi , 2023.

Keterdge: al Ttrget tahun 2024 Ecrupakar 4sesn€n, Kmenterim PPN/Bappenre dagm mmpertimbmgkm
mgka rolisasi hingga triwulu l\ 2c23 dN b) Tuga hhun 2024 merupakm hasil proyeksi Kmmtaim
PPN/Bappena setelah oeEpertinbmgk n a$esment ttrakhir perhrbuhu ekooooi wilayal.
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97 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman II.59

Oleh karena itu, strategi percepatan pertumbuhan dan
transformasi Wilayah Papua dapat dirumuskan sebagai berikut

(1) meneruskan pembangunan jaringan infrastruktur terintegrasi
yang menghubungkan pusat-pusat produksi ralryat dengan
pusat-pusat pertumbuhan wilayah, seperti Kawasan Industri
Teluk Bintuni dan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, dengan
terus mendorong percepatan operasionalisasi kawasan,
realisasi investasi, dan kerja sama dengan pemerintah daerah;

(2) mempercepat pengembangan kawasan perkotaan pada
kawasan yang potensial untuk dikembangkan, termasuk
pembangunan kota baru Sorong dan kota sedang Jayapura
yang ditujukan sebagai penggerak ekonomi wilayah serta pusat
pelayanan dasar dan ekonomi dengan fokus pada
pengembangan transportasi publik perkotaan, peningkatan
akses air minum dan sanitasi layak dan aman, serta
pengelolaan sampah dan limbah yang aman;

(3) mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan di
ibu kota provinsi di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah,
Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang merupakan
Daerah Otonom Baru di Wilayah Papua, yaitu Merauke, Nabire,
Jayawijaya, dan Kota Sorong;

(4) mendorong produktivitas komoditas unggulan pertanian,
perkebunan, peternakan, serta kelautan dan perikanan seperti
kelapa, pala, kenaf, sapi, dan perikanan tangkap untuk
penyiapan basis industri manufaktur dan industri jasa;

98 Perubahan
Tabel 2.16
dalam
halaman II.61

Tabel 2.16
Target Pengembangm Wilayah Papua Per Provinsi Tahlm 2024 (Peraen)

Tuget Tahu 2024

Indikator
Papua
Bmt

Papua
Btrat
Dayac)

Papua
Papua

Tmgahct
Papua

Setratffdl
Papua

Pegunugma)

Pert'-buhm Ekonomi.l 3,#,2 3,54,2 4,L-5,2 4,1-5,2 4,7-5,2 4,1-5,2

Tingkat Kmiskinmbl 18,9-19,2 18,9 t9,2 23,5-24,0 23,5-24'0 23,3-24,0 23,5 24,O

Tingkat Pmgmggum
Terbukab)

+,249 +,24,9 1,9-2,6 1,9-2,6 1,9-2,6 L,9-2,6

Srubq: Kemtaim PPN/BapFod, 2023.

Ketstuge: a) Tugot tahu 2024 o@pakan Mren l(@at€rim PPt{/Bappeo dogm oapertiobanglan
mgta rutisui tti.gea trimio III-2O23 {AncLa target Ptrhubuhm Ekonomi Papu BaEt de Papu o
mgka trget *belu poekaru), b) Teget tzJaw 2V)4 aerupaftan hcil proyekri l(crn@tqie PFN/Bappc-*
*tctah -@p*ti-b-gl-. resssmenl tiraldrir patrmbuhm ckonoai wila5nh (Atrgta Eget Paprn Barat dm
Papu 16pakm dryka trAot aebelm puolero), c) ,lngka ye8 tawtlu @ih tergabug dalm provioei
ina.rt y"it. n 

""i.si 
Papua Bant, de dl AngL. yang t@hr n'dh talabug dalarn prwinci induk yaitu

Provinci Papu
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99 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman II.65

Kebijakan Transfer ke Daerah pada tahun 2024 secara umum
diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan serta mempertimbangkan agenda nasional
seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pemilihan umum
serentak. Pokok-pokok kebijakan Transfer ke Daerah sebagai
berikut

(1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta
harmonisasi belanja pusat dan daerah;

(21 meningkatkan kualitas pengelolaan Transfer ke Daerah;
(3) memperkuat penggunaart earmarking Transfer ke Daerah pada

sektor prioritas;
(4) meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan

Transfer ke Daerah mendukung pencapaian program nasional;
(5) menerbitkan pedoman/juknis dan regulasi yang sederhana,

terintegrasi dan tersinkronisasi sebelum tahun anggaran
dimulai;

(6) meningkatkan harmonisasi kebdakan dan pengalokasian
Transfer ke Daerah untuk mengatasi stunting, kemiskinan,
inflasi, dan investasi;

(7) mendorong pemda agar menggunakan Transfer ke Daerah
untuk kegiatan yang produktif dengan multiplier effect yang
tinggi.

100 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman II.66

HaI ini sejalan dengan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2024 khususnya (1) pengurangan kemiskinan dan
penghapusan kemiskinan ekstrem; (21 peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan dan pendidikan; (3) penguatan daya saing
usaha; (4) pembangunan rendah karbon dan transisi energi untuk
mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup;
dan (5) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan
konektivitas.

101 Penambahan
alinea setelah
alinea ketiga
dalam
halaman II.66

Kebijakan Dana Bagi Hasil Pajak diarahkan untuk

(1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
Dana Bagi Hasil Pajak;

(21 memperkuat monitoring dar, evaluasi atas pengelolaan Dana
Bagi Hasil Pajak yang penggunaannya telah ditentukan;

(3) mendorong kinerja daerah melalui penyaluran dan alokasi
Dana Bagi Hasil Pajak berbasis kineda (10 persen alokasi
kineda dan 90 persen alokasi formula);

(4) alokasi kinerja berdasarkan capaian kinerja masing-masing
daerah. Alokasi kinerja diberikan maksimal untuk daerah
dengan capaian kinerja maksimal, dan sebagian untuk daerah
dengan capaian kinerja yang tidak maksimal, dengan
ketentuan sebagai berikut:
(a) Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan

Bangunan menggunakan kinerja dukungan optimalisasi
penerimaan negara, dengan indikator yang digunakan
adalah pemenuhan kewajiban rekonsiliasi pajak
loenvamoaian Berita Acara Rekonsiliasi

SK No 188054A
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No. Perihal
Penrbahan Pemutakhlran RKP Tahun 2ol24

(b) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menggunakan
kinerja antara lain penerimaan cukai, dengan indikator
yang digunakan adalah dukungan daerah dalam
optimalisasi penerimaan cukai.

Kebijakan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam diarahkan untuk
(1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
(2) penanganan dampak eksternalitas negatif dan penguatan

dukungan terhadap belanja lingkungan hidup;
(3) memperkuat monitoing dan evaluasi atas pengelolaan Dana

Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang penggunaannya telah
ditentukan;

(4) mendorong kinerja daerah melalui penyaluran dan alokasi
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berbasis kinerja (10 persen
alokasi kineda dan 90 persen alokasi formula);

(5) perhitungan formula didasarkan kepada proporsi daerah
penghasil, pengolah, berbatasan, dan daerah lainnya (provinsi
bersangkutan dan/atau kabupaten lkota lainnya dalam
provinsi bersangkutan) ;

(6) alokasi kinerja berdasarkan capaian kinerja setiap daerah.
Alokasi kinerja diberikan maksimal kepada daerah yang
memiliki capaian kinerja maksimal. Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam menggunakan kinerja lingkungan hidup, dengan
indikator yang digunakan adalah Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup.

Kebijakan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit diarahkan untuk

(1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

(2) memperkuat monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Dana
Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

(3) mendorong kinerja daerah melalui penyaluran dan alokasi
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit berbasis kineda (10 persen
alokasi kinerja dan 90 persen alokasi formula);

(4) alokasi kinerja berdasarkan capaian kinerja masing-masing
daerah. Alokasi kinerja diberikan maksimal untuk daerah
dengan capaian kinerja maksimal, dan sebagian untuk daerah
dengan capaian kinerja yang tidak maksimal. Indikator kinerja
yang digunakan adalah kinerja penurunan kemiskinan dan
kinerja dalam mendukung pembangunan perkebunan kelapa
sawit yang berkelanjutan;

(5) Alokasi Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Tahun Anggaran
2024 ditetapkan sebesar Rp3.000,00 miliar secara nasional
dengan alokasi minimum sebesar Rpl miliar per daerah.
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t02 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman II. 66

(2) Dana Alokasi Umum dengan arah kebijakan adalah
(a) melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Umum

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, di antaranya keb{jakan hold lurmless sampai
dengan 2027;

(b) memperkuat sinergi kebijakan penggunaan Dana Alokasi
Umum yang telah ditentukan penggunaannya dengan
program prioritas nasional dalam rangka memperbaiki
kualitas kinerja layanan publik daerah dan belanja strategis
daerah termasuk mendukung penggajian atas
pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ke{a
di daerah;

(c) meningkatkan kualitas penggunaan Dana Alokasi Umum
yang ditentukan penggunaannya melalui penguatan
monitoing dan evaluasi, mendorong pemanfaatan teknologi
informasi oleh pemerintah daerah, dan penguatan sinergi
dengan Kementerian Negara/ Lembaga;

(d) menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui
penyesuaian bobot formula dan peningkatan kualitas data
dasar penghitungan alokasi Dana Alokasi Umum;

(e) melanjutkan kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan
belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui
penyaluran Dana Alokasi Umum berbasis kinerja.

103 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman 11.67

Selain itu, mengarahkan pemanfaatan dan perhitungan alokasi
Dana Alokasi Umum untuk pemenuhan standar pelayanan minimal
melalui (i) sinergi penyusunan kebijakan penggunaan Dana Alokasi
Umum yang ditentukan penggunaannya di bidang pendidikan,
kesehatan, dan pekerjaan umum dengan memperhatikan kebijakan
pusat dan daerah serta (ii) meningkatkan ketersediaan dan kualitas
data capaian indikator standar pelayanan minimal untuk seluruh
daerah.

t04 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman II.67

(3) Dana Alokasi Khusus dengan arah kebijakan adalah
memperbesar dampak Dana Alokasi Khusus melalui
pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial; serta
memperkuat sinergi pendanaan antara Dana Alokasi Khusus
Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Hibah, dan Dana Alokasi
Khusus dengan sumber pendanaan lainnya. Dana Alokasi
Khusus terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi
Khusus Nonfisik, dan Hibah kepada Daerah. Arah kebijakan
untuk masing-masing Dana Alokasi Khusus adalah sebagai
berikut.

105 Penghapusan
alinea ketiga
dalam
halaman II.67
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106 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman II.67

(a) Dana Alokasi Khusus Fisik dengan arah kebijakan adalah
(i) mengarahkan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik

untuk
(1)pengurangan kemiskinan dan penghapusan

kemiskinan ekstrem;
(2)penguatan daya saing usaha;
(3)peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (termasuk

untuk penurunan stunting) dan pendidikan;
(4) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan

konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi
energi.

(iil mempertajam pemilihan daerah prioritas/menu/kegiatan
agar alokasi per daerah signifikan dengan
mempertimbangkan kinerja Dana Alokasi Khusus Fisik
tahun sebelumnya dan kapasitas Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah /fiskal daerah;

(iii) penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai
dampak loutcomel yang ditargetkan;

(iv) memperkuat sinergi pendanaan Dana Alokasi Khusus
Fisik dengan kegiatan yang didukung Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber
pendanaan lainnya, melalui sinkronisasi dan harmonisasi
perencanaan penganggaran, sehingga kualitas belanja
lebih optimal.

t07 Perubahan
alinea kelima
dalam
halaman II.67

Selain itu, kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik difokuskan untuk
memenuhi konsep ketuntasan serta mendorong komitmen
pemerintah daerah dalam mempersiapkan dan melaksanakan
Dana Alokasi Khusus serta kolaborasi kegiatan di Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam rangka mendorong
komitmen daerah dan menajamkan konsep tematik dilaksanakan
forum konfirmasi pemerintah daerah untuk memastikan ketepatan
proyek dan lokasi pada tahap pengusulan.

108 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman II.68

Bidang Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2024 antaralain

(il Dana Alokasi Khusus mendukung Pengurangan Kemiskinan
dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Prioritas Nasional
1, terdiri dari dua tematik, yaitu
(1) DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu,

arah kebijakannya adalah meningkatkan akses masyarakat
secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman
layak dan aman yang terjangkau, terutama memperbaiki
kehidupan masyarakat di permukiman kumuh dalam
rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
pengurangan kemiskinan;

(2) DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan
(Pertanian, Perikanan, dan Hewani), arah kebijakannya
adalah
(a) mendukung peningkatan produksi dan produktivitas

komoditas di sentra pertanian dan perikanan melalui
penyediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana
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pertanian dan perikanan serta terintegrasi dengan pasar
maupun hzb transportasi di kawasan sentra produksi
pangan dan perikanan;

(b) memfasilitasi dan mendukung penguatan jaminan
usaha serta pembentukan Korporasi Petani dan Nelayan
dalam rangka penguatan ketahanan pangan, serta
peningkatan produktivitas untuk mendorong
transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;

(c) meningkatkan ownership dan kapasitas daerah dalam
rangka penguatan jaminan usaha dan pembentukan
Korporasi Petani dan Nelayan.

(iil Dana Alokasi Khusus mendukung Penguatan Daya Saing Usaha
serta Prioritas Nasional 1 terdiri dari dua tematik, yaitu
(1) Dana Alokasi Khusus Tematik Penguatan Destinasi

Pariwisata Prioritas, arah kebijakan pelaksanaan Dana
Alokasi Khusus Penugasan Tematik Penguatan Destinasi
Pariwisata Prioritas diarahkan untuk mendukung
penguatan daya saing usaha pada tahun 2024 yang
ditunjukkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi
masyarakat di sektor pariwisata dan rantai pasoknya.
Dukungan Dana Alokasi Khusus Tematik Penguatan
Destinasi Pariwisata Prioritas difokuskan pada penuntasan
dan penyelesaian pembangunan daya tarik wisata
terintegrasi dengan pengembangan sentra industri kecil dan
menengah, usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan
aksesibilitas jalan, perbaikan sarana pengelolaan sampah,
dan pembangunan pasar tematik, sehingga mampu
mendorong peningkatan lama tanggal dan pengeluaran
harian wisatawan;

(2) Dana Alokasi Khusus Tematik Pengembangan Food Estate,
arah kebijakannya adalah meningkatkan cadangan pangan
melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas
di Kawasan Food Estate melalui penyediaan infrastruktur
serta sarana dan prasarana pertanian serta terintegrasi
dengan pasar maupun hub transportasi dengan
memperhatikan pelestarian kawasan hutan/daerah aliran
sungai di kabupaten Food Estate dan Kawasan
Penyangganya.

(iiil Dana Alokasi Khusus mendukung Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan serta Prioritas Nasional3,
terdiri dari empat bidang, yaitu
(1) Bidang Pendidikan

(a) Arah kebijakan
(il mendukung arah kebijakan Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2024 untuk meningkatkan
kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta
mendukung peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia;

(ii) mendukung Prioritas Nasional3 yaitu Meningkatkan
Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya
Saing; Program Prioritas 4 yaitu Peningkatan
Pemerataan
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Kegiatan Prioritas 2 yaitu Afirmasi Akses dan
Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun; Program
Prioritas 7 yaitu Peningkatan Produktivitas dan Daya
Saing, Kegiatan Prioritas 1 Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi Berbasis Kedasama Industri; serta Major
Project Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk
Industri 4.0;

(iii) meningkatkan kualitas sumber daya manusia
melalui peningkatan ketersediaan/keterjaminan
akses dan mutu layanan pendidikan dalam rangka
percepatan Wajib Belajar 12 Tahun yang
berkualitas;

(iv) memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan
daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja
pendidikan rendah untuk memastikan setiap anak
mendapatkan pendidikan berkualitas dengan
memberikan bantuan kepada pemerintah daerah
untuk menuntaskan pemenuhan sarana dan
prasarana pendidikan untuk memastikan
penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas
sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan;

(v) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
pendidikan untuk mendukung pembelajaran
berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang
berketerampilan dan berkeahlian, terutama dalam
mendukung pembangunan kawasan priorita s, Maj or
Project, dan sektor prioritas nasional;

(vi) meningkatkan kualitas layanan perpustakaan
umum daerah untuk memperkuat budaya literasi
untuk mewujudkan masyarakat yang
berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berkarakter,
serta sumber daya manusia berkualitas dan berdaya
saing.

(b) terdiri dari subbidang (i) Pendidikan Anak Usia Dini; (ii)
Sanggar Kegiatan Belajar; (iii) Sekolah Dasar; (iv)

Sekolah Menengah Pertama; (vi) Sekolah Menengah
Atas; (vii) Sekolah Menengah Kejuruan; (viii) Sekolah
Luar Biasa; dan (ix) Perpustakaan Daerah.

(2) Bidang Kesehatan dan Subbidang Keluarga Berencana
(i) Bidang Kesehatan

(1) Arah kebijakan
(a) Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan

mendukung arah kebijakan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2024 meningkatkan
pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta;

(b) Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan
mendukung
(il Prioritas Nasional3: Meningkatkan Sumber

Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya
Sains
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(iil Program Prioritas 3: Peningkatan Akses dan
Mutu Pelayanan Kesehatan

(iiil Kegiatan Prioritas l: Peningkatan
Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana,
& Kesehatan Reproduksi

(iv) Kegiatan Prioritas 2: Percepatan Perbaikan
Gizi Masyarakat

(v) Kegiatan Prioritas 3: Peningkatan
Pengendalian Penyakit

(vi) Kegiatan Prioritas 4: Penguatan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

(vii) Kegiatan Prioritas 5: Penguatan Sistem
Kesehatan dan Pengawasan Obat dan
Makanan

(viiil Major Project Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Sfiinting dan Reformasi
Sistem Kesehatan Nasional.

(c) Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
bertujuan untuk mempercepat pencapaian
indikator kesehatan yang berisiko tidak tercapai
dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24, seperti
imunisasi dasar lengkap, prevalensi stunting,
prevalensi utasting, eliminasi malaria,
persentase merokok pada penduduk usia 10-18
tahun, dan persentase Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama terakreditasi. Dana Alokasi
Khusus Bidang Kesehatan juga berupaya untuk
menjaga dan meningkatkan indikator kesehatan
yang sudah memiliki capaian yang baik, seperti
Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan
Rumah Sakit Terakreditasi;

(d) mendukung delapan area Reformasi Sistem
Kesehatan Nasional melalui penguatan
promotif, preventif, dan pemenuhan supplg side
pelayanan kesehatan.

(e) meningkatkan kualitas dan akses pelayanan
kesehatan ibu melahirkan dan balita melalui
pemenuhan standar sarana, prasarana, dan alat
kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit serta
alat pelayanan penunjangnya dan pemenuhan
kebutuhan pelayanan darah;

(0 mempercepat penurunan prevalensi balita
sfitnting melalui optimalisasi intervensi spesifi k
serta penguatan surveilans gtzi dan faktor
determinan lainnya.

(21 Terdiri dari subbidang Penguatan Penurunan Angka
Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Sfunfing serta
Penguatan Sistem Kesehatan.

(iil Bidang Air Minum, arah kebijakannya antara lain
(1) mendukung arah kebijakan Rencana Keda

Pemerintah Tahun 2024 untuk mempercepat
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pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
dengan target pembangunan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2024 adaJah rumah tangga yang
menempati hunian dengan akses air minum layak
92,76 persen; rumah tangga dengan akses air
minum jaringan perpipaan 25,53 persen; dan rumah
tangga yang menempati hunian dengan akses air
minum aman 15 persen; dan meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan fokus
pada percepatan penurunan shtnting dengan target
prevalensi stunting 14 persen;

(21 mendukung Program Prioritas I Infrastruktur
Pelayanan Dasar pada Prioritas Nasional 5 dan
Program Prioritas 3 Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan pada Prioritas Nasional 3;
serta mendukung pelaksanaan Major Project Akses
Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)
dan Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan
Stunting pada Rencana Keq'a Pemerintah Tahun
2024;

(3) memenuhi arahan Presiden untuk menyelesaikan
Proyek Strategis Nasional Sistem Penyediaan Air
Minum pada tahun 2024.

(iii) Bidang Sanitasi, arah kebijakannya antara lain
(1) mendukung arah kebijakan Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2024 untuk mempercepat
pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
dengan target pembangunan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2024 adalah rumah tangga yang
menempati hunian akses sanitasi (air limbah
domestik) layak 86 persen termasuk 12 persen akses
aman; rumah tangga yang menempati hunian
dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di
perkotaan 80 persen penanganan dan 20 persen
pengurangan; serta meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan fokus
percepatan penurunan shtnting dengan target
prevalensi sfitnting 14 persen;

{21 mendukung Program Prioritas 1 Infrastruktur
Pelayanan Dasar pada Prioritas Nasional 5; Program
Prioritas 3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan
Kesehatan pada Prioritas Nasional 3; Program
Prioritas 3 Pembangunan Rendah Karbon dengan
target penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar
27,3 persen di tahun 2024 pada Prioritas Nasional6;
serta mendukung pelaksanaan Major Proiect Akses
Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90
persen rumah tangga) dan Percepatan Penurunan
Kematian Ibu dan Sfunting pada Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2024;

(3) menuntaskan pembangunan sambungan rumah di
empat Instalasi Pensolahan Air Limbah Domestik
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skala kota yang telah dibangun melalui pendanaan
Pinjaman/Hibah Luar Negeri pada kegiatan
Metropolitan Sanitation Management Inuestment
Project dan Palembang Citg Sanitation Project;

(iv) Dana Alokasi Khusus mendukung Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Dasar dan Konektivitas serta Pembangunan
Rendah Karbon dan Transisi Energi serta Prioritas Nasional 2
dan Prioritas Nasional 5, terdiri dari satu tematik dan satu
bidang nontematik, yaitu
(1) Dana Alokasi Khusus Tematik Peningkatan Konektivitas

dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi, arah kebijakannya
antara lain
(a) peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas

penumpang dan barang terhadap pusat pelayanan dasar
dan pusat kegiatan perekonomian wilayah serta
penyediaan energi di Daerah Afirmasi;

(b) untuk tahun 2024, fokus pada penuntasan lokasi
integrasi prioritas dalam rangka peningkatan
konektivitas menuju pusat pelayanan dasar dan pusat
kegiatan perekonomian wilayah.

(21 Bidang Jalan, arah kebijakannya adalah meningkatkan
konektivitas dan kualitas jalan daerah menuju fasilitas
pelayanan dasar publik dan simpul perekonomian daerah,
serta untuk mendukung pencapaian target kemantapan
jalan daerah (provinsi 74 persen dan kabupaten lkota 64
persen).

r09 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman II.68

(b) Dana Alokasi Khusus Nonfisik dengan arah kebijakan adalah
(i) mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

untuk percepatan penurunan prevalensi stunting,
kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan peningkatan
investasi pada lokasi prioritas;

(ii) mempertajam kebdakan Bantuan Operasional Satuan
Pendidikan berbasis kinerja dan memperluas target output
tunjangan guru;

(iii) meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan
Masyarakat Primer;

(iv) alokasi Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara
Daerah dan Tunjangan Khusus Guru Aparatur Sipil Negara
Daerah telah memperhitungkan kenaikan gaji.

110 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman II.68

Selain itu, mendorong penuntasan target Prioritas Nasional melalui
Dana Alokasi Khusus Nonfisik serta meningkatkan kualitas data
dalam proses perencanaan dan penganggaran.
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111 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman II.68
dan alinea
pertama dalam
halaman II.69

Jenis Dana Alokasi Khusus Nonfisik serta dengan kebijakan tahun
2024 sebagai berikut

(i) Dana Alokasi Khusus mendukung Pengurangan Kemiskinan
dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Prioritas Nasional
1, terdiri dari dua jenis, yaitu
(1) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Mikro dan

Kecil (Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas),
diarahkan untuk membantu mendanai penyelenggaraan
kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
koperasi dan usaha mikro dan kecil
(pengurus/pengawas/anggota/pengelola koperasi dan
pelaku usaha mikro, dan kecil, calon wirausaha dan
wirausaha pemula) melalui pelatihan, pendampingan, serta
layanan bantuan dan pendampingan hukum serta
inkubasi;

(2) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (Tematik Penguatan
Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan,
dan Hewani)), diarahkan untuk meningkatkan pendapatan
rumah tangga melalui penyediaan pangan berorientasi
pasar dan memfasilitasi layanan publik khususnya
informasi pertanian dan pemenuhan operasional bagi
pelayanan peternakan dan kesehatan hewan.

(ii) Dana Alokasi Khusus mendukung Penguatan Daya Saing Usaha
serta Prioritas Nasional 1 terdiri dari empat jenis, yaitu
(1) Dana Pelayanan Kepariwisataan (Tematik Penguatan

Destinasi Pariwisata Prioritas), diarahkan untuk
meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi pariwisata
dan kompetensi sumber daya manusia untuk perbaikan
kualitas layanan pariwisata, termasuk penyelenggaraan
informasi kepariwisataan ;

(2) Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri
Kecil Menengah (Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata
Prioritas);
(a) diarahkan untuk mendanai kegiatan penguatan

kelembagaan di bidang Industri Kecil dan Menengah
yang mempakan urusan daerah sesuai dengan prioritas
industri nasional dalam rangka meningkatkan nilai
tambah dan daya saing produk sentra Industri Kecil dan
Menengah;

(b) ditujukan untuk membantu daerah dalam pelaksanaan
kegiatan
(i) Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Daya

Saing Industri Kecil dan Menengah;
(iil Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan

Sentra Industri Kecil dan Menengah;
(iii) Pengembangan Akses Pasar dan Kemitraan

Industri Kecil dan Menengah; dan
(iv) Pelatihan dan Pendampingan Industri Kecil dan
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(3) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Mikro dan
Kecil (Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas);
dan

(4) Dana Fasilitasi Penanaman Modal (Tematik Penguatan
Destinasi Pariwisata Prioritas), diarahkan untuk membantu
pencapaian target realisasi penanaman modal melalui
kegiatan fasilitasi penanaman modal dalam rangka
meningkatkan potensi pelaku usaha dan peluang investasi
di masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(iii) Dana Alokasi Khusus mendukung Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan serta Prioritas Nasional
3, terdiri dari enam jenis, yaitu
(1) Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

(a) Dana Bantuan Operasional Sekolah
(i) diarahkan untuk mendanai belanja nonpersonalia

bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai
pelaksanaan program wajib belajar dan dapat
dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan
lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(ii) Dana Bantuan Operasional Sekolah terdiri dari
Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Kinerja
yang dialokasikan untuk kabupaten, kota, dan
provinsi sesuai kewenangan masing-masing
berdasarkan perhitungan kebutuhan Alokasi Dana
Bantuan Operasional Sekolah yang diusulkan oleh
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset.

(b) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini
(i) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Anak Usia Dini (BOP PAUD) terdiri dari Reguler dan
Kinerja;

(ii) diarahkan untuk meringankan beban masyarakat
terhadap pendanaan pendidikan dalam
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan
membantu pemerintah daerah mewujudkan
peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan
anak usia dini yang lebih bermutu;

(iii) ditujukan untuk membantu penyediaan pendanaan
biaya operasional nonpersonalia bagi satuan
pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan
nonformal yang menyelenggarakan program
Pendidikan Anak Usia Dini yang mempunyai Nomor
Pokok Sekolah Nasional dan satuan Pendidikan Anak
Usia Dini Penggerak untuk Dana Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Kinerja;

(c) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan
(i) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)

Pendidikan Kesetaraan terdiri dari Reguler dan
Kineria:
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tuhan belajar
masyarakat yang tidak dapat ddangkau dan dipenuhi
oleh jalur pendidikan formal serta memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan
pendidikan melalui jalur nonformal.

(2) Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah
(a) Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah,

diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme guru
melalui peningkatan kesejahteraan bagi guru Aparatur
Sipil Negara Daerah;

(b)Tambahan penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara
Daerah, diarahkan untuk meningkatkan etos kerja dan
kesejahteraan bagi guru Aparatur Sipil Negara Daerah
yang belum bersertilikat pendidik sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan ;

(c) Tunjangan Khusus Guru Aparatur Sipil Negara Daerah,
diberikan kepada guru Aparatur Sipil Negara Daerah
yang mengajar di daerah khusus sebagai kompensasi
atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam
melaksanakan tugasnya. Daerah khusus ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman
Budaya, ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

' museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan
kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan manajemen
talenta nasional bidang seni budaya;

(4) Bantuan Operasional Kesehatan
(a)Dana Bantuan Operasional. Kesehatan Puskesmas

disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara
ke rekening Puskesmas;

(b)diarahkan untuk mendukung arah kebijakan Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2024 peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan target
utama pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2024 yaitu, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan
*unting serta Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
melalui
(il Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga

Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
(ii) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
(iii) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
(iv) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

(Germas);
(v) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan

Obat dan Makanan.
(5) Bantuan Operasional Keluarga Berencana

(a)diarahkan untuk melaksanakan kegiatan yang
disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam
mendukung upaya pencapaian prioritas nasional yaitu
sasaran Program Pembangunan Keluarga
Kependudukan dan Keluarga Berencana.
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(b)ditujukan untuk:
(il meningkatkan kepesertaan Keluarga Berencana

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang melalui
penggerakan pelayanan Keluarga Berencana;

(ii) menurunkan unmet need melalui penyuluhan di
balai penyuluhan Keluarga Berencana;

(iii) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas
dan berdaya saing, di antaranya dengan penguatan
tata kelola kependudukan melalui balai
penyuluhan Keluarga Berencana dan penggerakan
pelayanan Keluarga Berencana;

(iv) meningkatkan pendampingan keluarga berisiko
stunting untuk menurunkan prevalensi balita
stunting;

(v) mendukung delapan area Reformasi Sistem
Kesehatan Nasional dalam penguatan promotif,
preventif, dan pemenuhan supplg side pelayanan
kesehatan.

(6) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak,
diarahkan untuk membiayai operasional kegiatan program
prioritas nasional di bidang peningkatan sumber daya manusia
yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemenuhan
pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan
kualitas anak, perempuan dan pemuda yang menjadi urusan
daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan
perlindungan perempuan dan anak di daerah.

tt2 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman II.69

Arah kebijakan, alokasi, dan target/sasaran output dari Hibah
kepada Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut

(il Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan, yaitu
(1) Mass Rapid Transit Project, diarahkan untuk

(a) mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan
lingkungan serta pengembangan wilayah kota Jakarta;

(b) tersedianya infrastruktur penyelenggaraan Mass Rapid
Transit Project di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

(c) meningkatkan kapasitas transportasi di area
metropolitan Jakarta hingga mencakup wilayah utara
Jakarta melalui pembangunan lanjutan sistem Mass
Rapid Transit sehingga dapat mengurangi kemacetan
dan memberikan kontribusi dalam peningkatan iklim
investasi di area metropolitan Jakarta.

(2) Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling
Up Initiative (READ-SI), diarahkan untuk memberdayakan
rumah tangga petani di pedesaan, baik secara individu
maupun kelompok, dengan keterampilan, membangun
kepercayaan diri dan memanfaatkan sumber daya untuk
meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian dan
nonpertanian serta meningkatkan taraf hidup mereka
secara berkelanjutan;

(3) The Development of Integrated Farming System at Upland
Areas Proiect (UPLAND),
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produktivitas pertanian di daerah dataran tinggi serta
meningkatkan pendapatan petaninya melalui
pembangunan infrastruktur pertanian yang ramah
lingkungan, penguatan kelembagaan pertanian, serta
pembentukan usaha pertanian yang berkelanj utan ;

(41 Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan, yaitu
(a) Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah

Australia, diarahkan untuk meningkatkan kinerja
Badan Usaha Milik Daerah Air Minum agar dapat
memberikan pelayanan yang berkualitas dan
berkesinambungan kepada pelanggan dan
meningkatkan akses air minum ke seluruh lapisan
masyarakat;

(b) Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota
Palembang/Palembang City Sewerage Project (PCSP),
diarahkan untuk meningkatkan kesehatan dan
produktivitas penerima manfaat di Kota Palembang
melalui pengelolaan pembuangan limbah dengan
penyambungan semua properti pada Instalasi
Pengolahan Air Limbah Domestik Skala Perkotaan,
mengembangkan sistem saluran pembuangan kota
yang berkelanjutan dan menyiapkan pendekatan
alternatif terhadap pembangunan dan pengelolaan
sistem pembuangan limbah perkotaan.

(5) Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest
Landscape (Bio CF SFL), diarahkan untuk mengurangi
emisi gas rumah kaca berbasis lahan, meningkatkan
cadangan karbon melalui pengelolaan lahan sec€rra
berkelanjutan, melakukan perlindungan hutan, restorasi
lahan terdegradasi di Provinsi Jambi, dengan memberikan
alternatif penghidupan masyarakat yang lebih baik dengan
peningkatan produktivitas pertanian, serta melakukan
perbaikan liuelilnod dan lingkungan;

(ii) Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan, yaitu Hibah
Sanitasi (Air Limbah Setempat dan Air Limbah Terpusat),
diarahkan untuk meningkatkan akses sanitasi layak menuju
aman melalui pemanfaatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
terbangun dan pemanfaatan Instalasi Pengolahan Air Limbah
Domestik skala perkotaan dan skala permukiman berbasis
institusi terbangun.

113 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman II.69
dan alinea
pertama dalam
halaman II.70

(4) Dana Otonomi Khusus dengan arah kebijakan adalah
(a) diarahkan untuk mendorong upaya

(i) penurunan kemiskinan melalui peningkatan kualitas
pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi
serta pembangunan infrastruktur dasar;

(ii) peningkatan investasi melalui pembangunan
infrastruktur konektivitas, energi listrik, dan jaringan
komunikasi;

(iii) kegiatan strategis diutamakan penggunaannya untuk
beasiswa, iaminan kesehatan. serta bantuan lanqsung
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untuk peningkatan produktivitas masyarakat/Orang
Asli Papua.

(b) meningkatkan kualitas tata kelola dana otonomi khusus
melalui penggunaan sistem informasi yang terintegrasi,
pembinaan sumber daya manusia (bimbingan teknis,
asistensi, dan supervisi) terutama pada Daerah Otonomi
Baru, dan penajamarr monitoing dan evaluasi;

(c) meningkatkan kualitas penggunaan dana otonomi khusus
melalui sinergi kebijakan perencanaan dan penganggaran,
serta sinergi pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
untuk mendukung pelaksanaan rencana induk dan
rencana aksi;

(d) penggunaan otonomi khusus satu persen dan Daerah
Tambahan Infrastruktur untuk Daerah Otonom Baru
diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur baik
fasilitas pemerintahan maupun akses konektivitas
antarwilayah dalam mendukung pembangunan di Daerah
Otonom Baru.

tt4 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman II.7O

Arah kebijakan umum Dana Otonomi Khusus Aceh adalah untuk
mendanai

(il pembangunan dan pemeliharaaninfrastruktur;
(iil pemberdayaan ekonomi rakyat;
(iii) pengentasan kemiskinan;
(iv) pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan; serta
(v) pembangunan pelaksanaan keistimewaan Aceh dan penguatan

perdamaian.

115 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman II.70

Pendanaan tersebut dilakukan dalam rangka penguatan dan
pemberdayaan ralgiat Aceh berlandaskan budaya dan syariat
Islam, peningkatan kesiapan mitigasi, ketahanan terhadap
bencana, dan pencapaian sasaran pembangunan (pertumbuhan
ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, indeks
pembangunan manusia, dan rasio gini).

116 Perubahan
alinea kelima
dalam
halaman II.7O

Dengan berkurangnya besaran Dana Otonomi Khusus Aceh
sebesar satu persen, maka perlu dilakukan perbaikan tata kelola
sebagai berikut

(i) memperbaiki perencanaan dana otonomi khusus berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Induk
Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus serta dokumen rencana
lainnya;

(ii) menguatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil;

(iii) meningkatkan kapasitas aparatur dan pengembangan
manajemen berbasis kinerja;

(iv) memperkuat koordinasi, kerja sama, dan kemitraan antara
Pemerintah Provinsi Aceh densan pemerintah
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dan kementerian/ lembaga dalam perencanaan, pengalokasian,
penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi pemanfaatan dana otonomi
khusus;

(v) memperbaiki fokus, kualitas, dan prioritas penggunaan
anggaran, khususnya dalam rangka mempersiapkan
berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh pada tahun 2028;

(vi) mengalokasikan dana otonomi khusus selaras dengan isu
strategis Provinsi Aceh, terutama mengatasi kemiskinan yang
tinggi, memperbaiki standar hidup layak, serta menurunkan
prevalensi shtnting;

(vii) mempertajam sinkronisasi dan integrasi pemanfaatan dana
otonomi khusus dengan sumber pendanaan lainnya, termasuk
dunia usaha dan mitra pembangunan; dan

(viii)memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.

tt7 Perubahan
alinea keenam
dalam
halaman II.70
dan alinea
pertama dalam
halaman II.71

(b) Dana Otonomi Khusus Papua dengan arah kebijakan umum
adalah
(il mendukung pembangunan, pemeliharaan, dan

pelaksanaan pelayanan publik termasuk dalam rangka
percepatan pembangunan ibu kota Daerah Otonom Baru;

(iil meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua dan
penguatan lembaga adat;

(iii) mengembangkan sumber daya manusia melalui
pendanaan untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat; serta

(iv) mendanai pembangunan infrastruktur perhubungan,
energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi
lingkungan.

118 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman II.71

Selain arah kebijakan umum, Dana Otonomi Khusus Papua
diarahkan untuk meningkatkan tata kelola dalam

(i) menetapkan pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua
sebesar 2,25 persen dari pagu Dana Alokasi Umum Nasional.
HaI ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2l
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

(ii) mengarahkan penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua dalam
bentuk satu persen block grant dan 1,25 persen performance
based grant berdasarkan kinerja penggunaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

(iii)meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Wilayah
Papua dengan
(1)menyusun perencanaan yang mengacu pada Rencana Induk

Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 dan
Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2023-
2024 yang dapat menjadi pedoman dalam penyusunan arah

oemerintah:
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(2) menggunakan sistem informasi pengelolaan dana otonomi
khusus yang terintegrasi berbasis prinsip interoperabilitas;
dan

(3) mempertimbangkan hasil sinkronisasi, harmonisasi,
evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan
pelaksanaan otonomi khusus di Wilayah Papua oleh Badan
Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
atau Badan Pengarah Papua.

(iv) meningkatkan pengawasan pelaksanaan dana otonomi khusus
dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan
masyarakat.

119 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman II.71
dan alinea
pertama dalam
hdamanll.T2

Mengingat arahan penggunaan dana otonomi khusus akan
mempertimbangkan aspek kineda, maka pemanfaatannya perlu
sejalan dengan koridor percepatan pembangunan Wilayah Papua
sebagai berikut

(i) meningkatkan kualitas pengelolaan pendanaan otonomi
khusus yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan
Papua Tahun 2022-2047 dan terintegrasi dengan rencana aksi
agar target atau capaian output jelas dan terukur, serta
disinergikan dengan sumber penerimaan di luar penerimaan
otonomi khusus dengan tujuan untuk
(1) mendorong transformasi perekonomian wilayah menjadi

basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah pertanian;
(2) mendorong pengembangan wilayah dan percepatan

pembangunan kesejahteraan berbasis tujuh wilayah adat di
enam provinsi Wilayah Papua;

(3) mempercepat pembangunan sumber daya manusia Orang
Asli Papua; serta

(4) mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus
berlandaskan pendekatan budaya dan kondisi sosio-
ekologis Wilayah Papua;

(iil memperkuat koordinasi, kerja sarna, dan kemitraan antara
pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten f kota,
kementerian/lembaga, dan masyarakat dalam penyaluran,
pelaporan, pemantauan, pengendalian, serta evaluasi
pemanfaatan dana dan capaian kinerja dana otonomi khusus;

(iii) memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan
masing-masing kabupaten/kota di Papua secara bertahap
hingga tercapainya Papua yang Sehat, Cerdas, dan Produktif;
dan

(iv) memfokuskan pembangunan Wilayah Papua yang ditujukan
untuk
(1) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Papua yang

ditunjang dengan percepatan peningkatan akses,
kualitas, dan tata kelola pelayanan kesehatan,
peningkatan upaya kesehatan masyarakat, serta
pemerataan pemenuhan tenaga kesehatan di Wilayah
Papua untuk menuiu Paoua Sehat:
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(21 meningkatkan masyarakat Papua yang berkepribadian
unggul, berkarakter, dan berdaya saing yang ditunjang
dengan percepatan peningkatan akses dan kualitas
pelayanan pendidikan serta pemerataan pemenuhan
tenaga pendidik di Wilayah Papua untuk menuju Papua
Cerdas; dan

(3) meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi
masyarakat Papua dalam pengembangan potensi ekonomi
lokal yang ditunjang dengan peningkatan daya saing
tenaga kerja dan kesempatan kerja; peningkatan daya
saing industri, perdagangan, dan realisasi investasi pada
sektor-sektor unggulan daerah; pemerataan
pengembangan kawasan ekonomi; serta penguatan
pelaksanaan perlindungan sosial untuk menuju Papua
Produktif.

t20 Perubahan
alinea ke
kedua dalam
halaman II.72

(5) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yoryakarta dengan arah
kebijakan sebagai berikut
(a) mengarahkan usulan rencana kebutuhan Dana

Keistimewaan pada kelima urusan keistimewaan yang
berpedoman pada Rencana Induk Keistimewaan, Peraturan
Daerah Daerah Istimewa Yoryakarta, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Keda Pemerintah Daerah serta disinkronkan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana
Strategis Kementerian Negara/Lembaga terkait dan
difokuskan dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan,
perluasan akses layanan infrastruktur konektivitas dan
pelayanan dasar, peningkatan produktivitas Usaha Mikro
Kecil dan Menengah, dan pengurangan ketimpangan
antardaerah di wilayah Daerah Istimewa Yoryakarta;

(b) meningkatkan sinergi kegiatan antara belanja daerah,
belanja K/L dengan belanja Dana Keistimewaan untuk
memastikan pencapaian prioritas nasional dengan
mempertimbangkan prioritas daerah;

(c) meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana Keistimewaan
yang partisipatif dan transparan melalui pengembangan
sistem informasi yang terintegrasi secara berkelanjutan ;

(d) peningkatan efisiensi penggunaan Dana Keistimewaan di
antaranya efisiensi belanja birokrasi melalui
penghematan/pembatasan belanja perjalanan dinas,
penghematan belanja penunjang kegiatan, serta tidak
dapat digunakan untuk membiayai belanja honorarium
yang bersifat rutin.
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t2l Penambahan
alinea setelah
alinea kedua
dalam
}ralamanll.T2

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yoryakarta juga diarahkan
memperbaiki mekanisme tata kelola Dana Keistimewaan melalui
keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah daerah mulai
dari perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan Daerah
Istimewa Yoryakarta hingga pelaporan realisasi anggaran dan
capaian kinerja keluaran/hasil serta penguatan sinergi antar-
kementerian/lembaga dalam proses perencanaan dan
penganggaran, penyaluran, serta pelaporan dan pertanggung
jawaban.

t22 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman II.72
dan alinea
pertama dalam
halaman II.73

(6) Dana Desa dengan arah kebijakan sebagai berikut

(a) melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Desa sesuai
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, melalui:
(il pengalokasian berdasarkan formula dan alokasi

tambahan tahun berjalan berdasarkan kriteria
tertentu;

(ii) pengalokasian mempertimbangkan kinerja desa dalam
pengelolaan Dana Desa.

(b) memberdayakan masyarakat dan mendukung
pembangunan keberlanjutan fokus dan prioritas
pemanfaatan Dana Desa, dalam rangka:
(il mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan

penggunaan Dana Desa paling tinggi 25 persen untuk
Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target Keluarga
Penerima Manfaat bisa menggunakan data Pemerintah
Pusat sebagai acuan;

(ii) mendukung program ketahanan pangan dan hewani
paling rendah 20 persen;

(iii) mendukung program pencegahan dan penurunan
stunting skala desa; dan/atau

(iv) mendukung program sektor prioritas di desa melalui
bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa, serta
program pengembangan desa sesuai potensi dan
karakteristik desa.

(c) mendanai operasional pemerintah desa paling tinggi tiga
persen.

(d) memperbaiki penyaluran dan mendorong perbaikan tata
kelola Dana Desa melalui
(il pemisahan penyaluran Dana Desa Bantuan Langsung

Tunai/NonBantuan La.ngsung Tunai berdasarkan
kineq'a pelaksanaan;

(i0 melanjutkan penyaluran Dana Desa secara langsung
dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas
Daerah;

(iii) pemberian rewardberupa percepatan penyaluran Dana
Desa untuk desa berstatus mandiri;

(iv) pengalokasian insentif Dana Desa untuk Desa yang
berkineria baik: dan

-61 -

SK No 188072 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.
Perihd

Penrbahan Pemutakhlran RKP Tahun 2ol24

(v) melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian
penyaluran Dana Desa terhadap desa bermasalah atau
terdapat penyalahgunaan keuangan desa.

(e) memperkuat monitoing pelaksanaan kebijakan fiskal
nasional (kemiskinan ekstrem, sfitnting, dan inflasi) di
tingkat desa dan sinergi penggunaan Dana Desa.

t23 Penambahan
alinea setelah
alinea pertama
dalam
halaman II.73

Kebijakan Insentif Fiskal Tahun 2024 meliputi
(l) melanjutkan kebijakan pemberian insentif fiskal bertahapyaitu

berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun
bedalan;

(2) melanjutkan keberpihakan pemberian insentif kepada daerah
tertinggal dengan memperhatikan kinerja daerah tertinggal;

(3) kinerja tahun sebelumnya meliputi tata kelola keuangan
daerah, layanan dasar, dukungan fokus kebijakan pemerintah
dan sinergi kebijakan pemerintah;

(4) penajaman kebijakan penilaian kinerja tahun sebelumnya
termasuk untuk penilaian capaian pembangunan daerah
tertinggal;

(5) kinerja tahun berjalan atas pelaksanaan kebijakan strategis
pemerintah di tahun berkenaan, antara lain pengendalian
inflasi, penurunan prevalensi stunting, penghapusan
kemiskinan ekstrem, percepatan belanja daerah, dan
penggunaan produk dalam negeri;

(6) meningkatkan kualitas penggunaan insentif liskal yang
diprioritaskan untuk mendukung fokus kebij akan Pemerintah,
melalui penguatan monitoing dan evaluasi pelaksanaan di
daerah.

t24 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman II.74

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha menjadi opsi dalam
menjawab tantangan keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah
sekaligus mewujudkan prinsip whole life cgcle yang memastikan
terjaminnya layanan infrastruktur yang berkualitas selama masa
kerja sama serta menjadi pintu bagi peluang sektor swasta untuk
berinvestasi, menghadirkan infrastruktur yang tepat waktu, tepat
anggaran, dan tepat layanan. Bagr badan usaha, Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha memiliki nilai pengembalian yang
kompetitif, pembagian risiko yang sesuai, koridor dan regulasi
pendukung yang lengkap, serta adanya fasilitas penjaminan. Selain
itu, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha juga dibekali dengan
koridor hukum dan regulasi yang jelas sebagai bentuk komitmen
pemerintah dalam mendorong skema pembiayaan tersebut.
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 telah mengatur tata
cara Kedasama Pemerintah dan Badan Usaha dengan cukup
lengkap. Regulasi tersebut juga dilengkapi dengan peraturan
instansi terkait yang terlibat dalam tahapan pelaksanaan
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, seperti Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2010 jo. Peraturan
Menteri Keuangan 8 Tahun 2016 terkait penjaminan pemerintah.
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Pemanfaatan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam
penyediaan infrastruktur akan terus diperkuat terutama untuk
pembangunan sektor-sektor prioritas sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur.

125 Penambahan
narasi setelah
alinea pertama
dalam
halaman III.5

Sebagai upaya konkret implementasi percepatan transformasi
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diwujudkan antara lain
melalui penyusunan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Provinsi
Kepulauan Riau. Arah kebijakan transformasi disusun di antaranya
untuk optimalisasi potensi ekonomi biru yang besar di seluruh
wilayah kabupaten lkota Kepulauan Riau, termasuk
mengoptimalkan letak geografis Kepulauan Riau yang berada di
jalur laut perdagangan internasional. Penciptaan sumber-sumber
pertumbuhan baru di tingkat kabupaten lkota juga akan menjadi
salah satu agenda utama dalam pemerataan pembangunan di
Kepulauan Riau. Untuk itu, transformasi ekonomi Provinsi
Kepulauan Riau disusun dengan tema "Merajut Permata Biru
Ekonomi Gerbang Utara Indonesia". Implementasi transformasi
ekonomi Kepulauan Riau akan meningkatkan kontribusi ekonomi
Kepulauan Riau terhadap Wilayah Sumatera serta terhadap
ekonomi nasional, mengoptimalkan perannya sebagai salah satu
sumber pertumbuhan ekonomi luar Jawa di bagian barat
Indonesia.
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REPUEUK INDONESIA

No. Perlhal
Penrbahan Pemutakhiran RKP Tahun 2ol24

t26 Perubahan
Gambar 3.1
dalam
halaman III.7

r27 Penambahan
narasi setelah
alinea pertama
dalam
halaman III.11

Lebih lanjut, dalam rangka mendukung capaian Prioritas Nasional,
pemerintah menyusun kebijakan Proyek Strategis Nasional sesuai
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7
Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional yang terdiri dari 211
proyek dan 13 program, dengan rincian Prioritas Nasional I
didukung 34 proyek dan 7 program, Prioritas Nasional 2 didukung
7 proyek dan 2 program, Prioritas Nasional 3 didukung 3 proyek,
Prioritas Nasional 5 didukung 166 proyek dan 4 program, serta
Prioritas Nasional T didukung 1 proyek.
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REPUBUK INDONESTA

No. Perlhd
Penrbahan Pemutakhlran RXP Tahun 2ol24

r28 Perubahan
infografis
Major Project
Kawasan
Industri
Prioritas dan
Smelter dalam
halaman III.14
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REPUBUK INDONESIA

No.
Perihd

Penrbahan Pemutakhiran RXP Tahun 2o24

129 Perubahan
infografis
Major Project
Pengelolaan
Terpadu
UMKM (1 dari
5) dalam
halaman III.15
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PRESIDEN
REPUEUK TNDONESIA

No.
Perihal

Penrbahan Pemutakhlran RKP Tahun 2or24

130 Perubahan
infografis
Major Project
Pengelolaan
Terpadu
UMKM (2 dan
5) dalam
halaman III.16
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PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA

No. Perihd
Penrbahan Pemutakhlran RKP Tahun 2or24

131 Perubahan
infografis
Major Project
Pengelolaan
Terpadu
UMKM (3 dari
5) dalam
halaman III.17
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NEPUBUK INDONESIA

No. Perihd
Penrbahan

Penutakhiran RI(P Tahun 2o24

132 Perubahan
infografis
Major Project
Pengelolaan
Terpadu
UMKM (4 dari
5) dalam
halaman III.18
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REPUEUK INDONESIA

No.
Perihal

Penrbahan Pemutakhlran RKP Tahun 2024

133 Perubahan
infografis
Major Project
Pengelolaan
Terpadu
UMKM (5 dari
5) dalam
halaman III.19
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REPUBLIK INDONESIA

No. Perihal
Penrbahan Pemutakhiraa RKP Tahua 2o24

134 Perubahan
infografis Major
Project
Akselerasi
Pengembangan
Energi
Terbarukan
dan Konservasi
Energi (1 dari
2) dalam
halaman llI.2O
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.
Perihal

Penrbahan Pemutakhiran RKP Tahun 2024

135 Perubahan
infografis Major
Project
Akselerasi
Pengembangan
Energi
Terbarukan
dan Konservasi
Energi (2 dari
2) dalam
halaman III.21
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perthd
Penrbahan Pemutakhiran RKP Tahun 2or24

136 Perubahan
infografis
Major Project
Food Estate
(Kawasan
Sentra
Produksi
Pangan) (1
dari2l dalam
}:alamanlll.22
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PRESIDEN
REPUELIK INDONESTA

No.
Perlhal

Penrbahan Pemutakhlran RXP Tahun 2ol24

r37 Perubahan
infografis
Major Project
Food Estate
(Kawasan
Sentra
Produksi
Pangan) (2
dari 2) dalam
halaman IlI.23
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PRESIDEN
BLIK INDONESIA

No. Perlhd
Penrbahan Pemutakhiran RKP Tahun 2o.24

138 Perubahan
infografis
Major Project
Destinasi
Pariwisata
Prioritas (1

dan 2l dalam
halaman lll.24
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REPUBLIK INDONESIA

No.
Perlhal

Penrbahan Pemutakhlran RXP Tahun 2ol24

139 Perubahan
infografis
Major Project
Destinasi
Pariwisata
Prioritas (2
dari 2) dalam
halaman III.25
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PRESIDEN
REPUBUK TNDONESIA

No.
Perihal

Penrbahan Pemutakhiran RKP Tahun 20124

l4O Perubahan
infografis
Major Project
Wilayah Adat
Papua:
Wilayah Adat
Lao Pago dan
Wilayah Adat
Domberay (1

dari 2) dalam
halaman lll.26
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PRESIDEN
NEPUBLTK INDONESIA

No. Perihal
Penrbahan Pemutakhlran RKP Tahun 2o24

141 Perubahan
infografis
Major Project
Wilayah Adat
Papua:
Wilayah Adat
Lao Pago dan
Wilayah Adat
Domberay (2

dan2l dalam
halaman lll.27
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perlhal
Perubahan Pemutakhiran RI(P Tahun 2ol24

142 Perubahan
infografis
Major Project
Pembangunan
Ibu Kota
Nusantara (1

dan2l dalam
halaman III.28
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PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

No.
Perihal

Penrbahan Pemutakhiran RKP Tahun 2ol24

143 Perubahan
infografis
Major Project
Pembangunan
Ibu Kota
Nusantara (2
dari 2) dalam
halaman lll.29

-81 -

SK No 188092 A



REPUBLIK INDONESIA

No. Perlhal
Penrbahen Pemutakhiran RKP Tahun 20124

t44 Perubahan
infografis
Major Project
Reformasi
Sistem
Perlindungan
Sosial (1 dari
2) dalam
halaman IIL3O
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PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

No. Perihal
Penrbahan Pemutakhiran RKP Tahun 2ol24

r45 Perubahan
infografis
Major Project
Reformasi
Sistem
Perlindungan
Sosial (2 dari
2) dalam
halaman III.31

SK No 188094A
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. Perlhd
Penrbahan Pemutakhlran RKP Tahun 2ol24

t46 Perubahan
infogralis
Major Project
Reformasi
Sistem
Kesehatan
Nasional
dalam
halaman III.32
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REPUBLTK INDONESIA

Pemutakhlran RKP Tahun 2024No. Perlhal
Penrbahan

147 Perubahan
infografis
Major Project
Pendidikan
dan Pelatihan
Vokasi untuk
Industri 4.0
dalam
halaman III.33
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PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA

No. Perihal
Penrbahan Pemutakhlran RI(P Tahun 2U24

148 Perubahan
infogralis
Major Project
Percepatan
Penurunan
Kematian Ibu
dan Stunting
dalam
halaman III.34
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REPUBLIK INDONESIA

No.
Perihal

Penrbahan Pemutakhiran RI(P Tahun 2ol24

149 Perubahan
infografis
Major Project
Akses Air
Minum
Perpipaan (10
Juta
Sambungan
Rumah) dalam
halaman IIL35
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REPUBUK INDONESIA

No. Perthd
Penrbahan PemutaLhlran RKP Tahua 2ol24

150 Perubahan
infografis
Major Project
Akses Sanitasi
(Air Limbah
Domestik)
Layak dan
Aman (90%
Rumah
Tangga) dalam
halaman III.36
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REPUEUK INDONESTA

No. Perlhal
Penrbahan Pemutakhlran RXP Tahun 2o24

151 Perubahan
infogralis
Major Project
Jaringan
Pelabuhan
Utama
Terpadu (1

dari 2) dalam
halaman III.37
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REPUBLIK INDONESIA

No.
Perihd

Penrbahan Pemutakhlran RKP Tahua 20124

r52 Perubahan
infografis
Major Project
Jaringan
Pelabuhan
Utama
Terpadu (2
dari 2) dalam
halaman III.38
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NEPUBLIK INDONESIA

No. Perihal
Penrbahan Pemutakhlran RKP Tahua 2ol24

153 Perubahan
infografis
Major Project
Transformasi
Digital (1 dari
4) dalam
halaman IIL39
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REFUBUK TNDONESIA

No.
Perihal

Penrbahan Pemutakhlran RKP Tahun 2ol24

154 Perubahan
infografis
Major Project
Transformasi
Digital (2 dan
a) dalam
halaman III.4O
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PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA

No. Perihd
Penrbahan Pemutakhiran RXP Tahun 2o24

155 Perubahan
infografis
Major Project
Transformasi
Digital (3 dari
4) dalam
halaman III.41
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REPUBLIK INDONESIT

No. Perthal
Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2o24

156 Perubahan
infografis
Major Project
Transformasi
Digital (4 dari
4) dalam
halaman III.42
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REPUELIK INDONESIA

No.
Perihal

Penrbahan
Pemutakhiran RI(P Tahun 2024

t57 Perubahan
infografis
Major Project
Pembangunan
Fasilitas
Pengolahan
Limbah E}3

dalam
halaman III.43
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FEPUBLIK INDONESIA

No. Perthd
Penrbahan Penutakhlran RKP Tahun 2or24

158 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman IV.2

Pertama, dalam rangka memenuhi kebutuhan energi yang
mengutamakan peningkatan Energi Baru dan Terbarukan,
tantangan yang dihadapi utamanya terkait percepatan transisi
energi dari energi fosil ke energi terbarukan, dimana penyediaan
energi di Indonesia saat ini mayoritas ditopang oleh energi fosil. Di
sisi lain, dukungan global dalam penyediaan energi terbarukan
serta energi bersih semakin tinggi, ditunjukkan oleh deklarasi
beberapa negara terkait target carbon neutralitg pada tahun 2060
serta Tujuan 7 (Energi Bersih dan Tedangkau) dalam Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan/Susfainable Deuelopment Goals.
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan
dihadapkan pada beberapa masalah, salah satunya iklim investasi
yang belum sepenuhnya menarik bagi para pengembang Energi
Terbarukan. Sementara itu, pemanfaatan energi terbarukan secara
langsung berupa bahan bakar nabati yang berbasis kelapa sawit
juga masih bersinggungan dengan isu konservasi dan
keberlanjutan. Untuk sektor sumber daya mineral, beberapa
tantangan terbesar yang dihadapi, antara lain (1) hilirisasi mineral
dan batu bara yang belum optimal; (21 lemahnya sistem
pengawasan dan pengendalian pada pertambangan tanpa izin dan
pertambangan rakyat; (3) rendahnya kualitas data potensi energi
dan sumber daya mineral; serta (4) kualitas sumber daya manusia
bidang sumber daya mineral yang belum merata.

159 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman IV.3

Upaya peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di
sektor riil dan industrialisasi, menghadapi tantangan di antaranya
(1) pertumbuhan industri pengolahan, belum mengarah pada
perbaikan produktivitas dan nilai tambah tinggi; (2) pemulihan
pariwisata dan peq'alanan berlangsung bertahap; (3) ekosistem riset
dan inovasi belum mendukung industrialisasi dan pengembangan
kreativitas; (4) produktivitas tenaga kerja yang belum tinggi dan
belum terakselerasi karena kurangnya perlindungan terhadap
pekerja dan insentif pada kesejahteraan pekerja; (5) perlambatan
perekonomian global, termasuk eskalasi politik di Timur Tengah
dan risiko inflasi berpotensi memengaruhi permintaan; (6)

preferensi pasar yang semakin mengarah ke produk dan layanan
yang berkelanjutan; (7) penurunan kapasitas daya dukung dan
daya tampung lingkungan; (8) transformasi digital belum merata;
(9) nilai tambah dan daya saing ekonomi kreatif belum berfokus
pada kekayaan intelektual; (10) rendahnya kesiapan ekosistem
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan digital di
daerah, termasuk industri halal; (11) lambatnya penyelesaian
hambatan regulasi terkait perizinan; (l2l belum optimalnya
investasi bagi industri bernilai tambah dan berteknologi tinggi,
pariwisata, dan penurunan kesenjangan pendapatan tenaga kerja;
(13) terbatasnya pendanaan untuk investasi berbasis ekonomi
hijau, biru, dan sirkular; serta (14) terbatasnya penerapan
standardisasi.
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REPUELIK TNDONES'A

No. Perihal
Penrbahan Pemutakhlran RKP Tahun 2ol24

160 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman IV.4

Selanjutnya, terkait penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing
ekonomi, masih menghadapi tantangan, yaitu (1) masih tingginya
tekanan inflasi akibat disrupsi rantai pasok global sebagai dampak
pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik antara Rusia-Ukraina
dan Israel-Palestina, dampak El Nino, serta permasalahan inflasi
nasional yang bersifat struktural sehingga dominan memengaruhi
sisi penawaran (seperti pola tanam, logistik, dan pengelolaan
pascapanen) menyebabkan kenaikan harga pangan; (2) kebijakan
The Fed untuk menjaga suku bunga di level tinggi (higherforlongefl
yang berpotensi memengamhi kondisi likuiditas dan aliran modal
keluar dari Indonesia; (3) penyelenggaraan pemilihan umum
Presiden berpotensi memengaruhi nsk appetite pelaku pasar dan
selanjutnya memengaruhi permintaan dan kinerja sektor
keuangan; (4) belum terbangunnya integrasi ekonomi domestik
serta konektivitas yang belum merata dan memadai untuk
memfasilitasi arus pengiriman barang; (5) banyaknya kasus
penipuan dan pelanggaran perlindungan konsumen; (6) kurang
efektifnya kineg'a logistik yang menyebabkan tingginya variasi
harga bahan pokok dan barang penting; (71 belum
termanfaatkannya secara optimal sarana perdagangan yang sudah
dibangun; (8) terbatasnya kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah untuk mengadopsi teknologi bagi pengembangan
usahanya; (9) akselerasi ekonomi digital yang ditandai transaksi
perdagangan yang minim mobilitas berbasis e-commerce; (10)
semakin dinamis dan berkembangnya komoditas baru dalam
ekonomi digital, seperti adanya crypto currencies dan munculnya
metauerse; (11) akselerasi ekonomi digital menyebabkan kebutuhan
pengawasan terhadap arus masuk dan kualitas barang meningkat;
(12) belum optimalnya penerapan pariwisata berkelanjutan; (13)
masih rendahnya rasio penerimaan pajak akan membatasi ruang
gerak fiskal dalam membiayai prioritas nasional dan penuntasan
agenda pembangunan; (14) kualitas belanja Transfer ke Daerah
yang masih perlu ditingkatkan; (15) relatif tineginya cost of fund
pembiayaan berpotensi meningkatkan beban utang ke depan,
tecermin dari tingginya imbal hasil obligasi pemerintah; serta (16)
belum terbangunnya kesadaran dalam penyediaan statistik
sektoral di kementerian/lembaga/daerah yang sesuai dengan
standar metodologi dan kaidah Satu Data Indonesia.
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Perlhal

Penrbahan Pemutakhlran RKP Tahun 2o24

161 Perubahan
Tabel 4.1
dalam
halaman IV.S

Tabel 4.1
Sasaran, Indikator, dan Target

Prioritas Nasional I Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Realisasi Target
No. Sasaran/lndikator Baseline

20t9 20'20 2021 2022 2023 2024

Teruujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai
pendukung pembangunan yang berkelanjutan

1.1
Porsi EBT daliam bauran
energi primer nasional (7o)

9,18 rr,20 1',2,20 12,30 17,90 19,s

t.2 Skor Pola Pangan Harapan
(PPH)

87,90 86,30 A7,',20 92,90 94,00 95,20

Pengelolaan dan
pemnfaatan Wilayah

1.3 Pengelolaan Perikanan
(WPP) secara berkelanjutan
(WPP)

II II 1l 1l l1 11

Temujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya
2. revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar p€rtumbuhan dan

dava saing ekonomi

2.1
Rasio kewirausahaan
nasional (7o)

3,27 2,93 2,A9 2,86 3,21"' 3,23")

Pertumbuhan PDB
2.2 3,61 t,77 1,84 2,25 3,2-3,6 3,21-3,8pertanian (o/o)b)

Pertumbuhan PDB
'2.3 5,81 0,73 5,45 '.2,79 5,0H,00 5,00-7,00perikanan (o/.)

2.4 Pertumbuhan PDB industri
pengol,ahan P/o)

3,80 -'2,93 3,39 4,a9 5,3-5,6 5,zr-5,8

Kontribusi PDB industri
2.5 19,70 t9,A7 t9,24 18,34 20,60 19,9-20,5pengolahan f/o)

2.6 Nilai devisa pariwisata
(miliar US$)

L9,70 3,60 0,55 7,O4
7,Oa-
9,99

7,38-
13,08

,., [fi*'b""' "DB 
pariwisata

4,97 2,24 2,30 3,60 4,10 4,50

,., Penyediaan lapangan.kerja
I,€r tanun uula orangl

'2,47 -0,30 2,60 4,25 '2,7-3,1 2,7-3,0
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No.
Perihd

Perubahan Pemutakhlran RKP Tahun 2ol24

t62 Perubahan
Tabel 4.1
dalam
halaman IV.6

No. Sawm/lndikator
Realissi TargetBreeline

20 19 2020 202t 2022 2023 '2024

2.9
Pertumbuhm investasi
(PMrB) (7d

4,4 -4,9 3,8 3,9 6,1-6,3 6,2-7,0

- -^ Pertumbuhmcksoorz'lu i.du"tri pengotahan (gzd
-2,71 2,9t 35, 18 16,45 I 1, t8 10, 10

^ , , Pertumbuhan ekspor riil
'' " buang dm jasa (7d

-0,5 -8,4 18,0 16,3 6,0-7,1 7,2-7,9

2.12 Tingkat inflasi umum (7d 2,72 1,68 t,a7 5,51 2,V4,0 1,5-3,5

., ,, Rasio perpajakan terhadap
'''" poevd 9,76 8,33 9,t2 10,39 10,02 10,1 I

, ,o Laju Peffumbuhil PDB
-'^' p.r tenaga kerja (7d

3,0 1,84 t,64 2,OO 3,0 3,7-4,5

Sumber: Dokumen Rencma Pembmguna Jilgka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24; Rencma StEtcgis
Kementerian/Lmbaga "fahun 2020-2024; dm Pemutakhtan RKP 2O23.

Ketemgan: a) Penyesuaian target Rasio Kryimushaan Nasional Tahun 20231024 ssuai dengan hasil erercise
Kementeriu PPN/Bappenas berdawku capaiu Tahun 2O2O-2O21 ymg kunng dari target akibat pandemi
COVTD-l9; dm b) Indikator pcrtumbuhan Prcduk Domestik Bruto pertmian mencakup pertumbuha Prcduk
Domestik Bruto perteim, kchutam, dm perikanu,
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REPUELIK INDONESIA

No.
Perthal

Penrbahan Pemutakhlran RKP Tahua 2o24

163 Perubahan
pada tabel4.2
dalam
halaman IV.7

Tabel 4.2
Sasaran, Indikator, dan Target Program Prioritas dari

Prioritas Nasional I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

No. Sasaran/Indikator
Realisasi Target

2020 2027 2022 2023 2024

Basetine

2019

PP l. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan
(EBT)

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru
Terbarukan (EBf,)

Kapasitas terpasang
l. I pembangkit EBT (gigawatt)

- kumuLatif
10,29 10,50 11,15 12,54 14,31 15,04

, ^ Pemanfaatan biolzel untuk
''' domestik (J'uta kilo liter) 6,39 8,40 9,30 10,45 10,65 r 1,30

PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung p€rtumbuhan ekonomi

Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

2.1
Produktivitas air (uater
productivitgl (kg/m3l N/Arr 3,34 3,5r 3,25 3,15 3,25

PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan

Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan

3.1 NilaiTukarPetani (NTP) 100,90 101,65 104,64 107,33
r05,00-
107,00

105,00-
108,00

^ ^ Angka Kecukupan Energio'' (exB) (kkal/kapita/hari) 2.138,00 2.t25,OO 2.t43,OO 2.079,00 2.100,00 2.100,00

, , Angka Kecukupan Protein
"'" {exP) (sram/kapita/hari} 62,47 62,05 62,2A 62,20 57,00 57,00

Preualene of
3.4 Undemourtshrert lPoUl

Phl
7,63 8,34 8,49 10,21 5,20 5,00

3.5
Food lreeurity Experiene
scale (FIES) (%)

5,42 5,12 4,79 4,85 4,20 4,00

PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan

Meningkatnya pengelolaan kemaritimn, perikanan, dan kelautan

4.1
Konseruasi kawasan
kelautan (l'uta ha)

23,t4 24,7t 2a,4t 2a,90 29,10 29,30
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No.
Perihal

Perubahan Pemutakhlran RKP Tahun 20124

164 Perubahan
pada tabel 4.2
dalam
halaman IV.9

No. Sasaran/Indikator
Baseline Realisasi Target

2019 2o2o 2o2r 2022 2023 2024

Nilei reelissi PMA dan ].200-
1.300

1.450-
1.6506.8 809,6 826,3 901,0 1.',207,2

PMDN (triliun rupiah)

Nilai Realisasi PMA dan
6.9 PMDN industri pengol,ahan 2I5,9

(triliun rupiah)
'272,9 325,4 497,7 396-

420
662,7-
754,1

Pertumbuhan PDB

6. 16 
pertanian, peternakan,
perburuan, dan Jasa
pertanian (%)

3,31 '2,13 1,08 2,33
3,6(F
3,80

3,60-
3,80

PP 7. Peningkatan ekspor bemilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri
(TKDN)

Meningkatnya ekspor bcrnilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandunga.n Dalam Negeri (TKDN)

- , Neraca perdagangan
' '' ba.arg (US$ miliar)

3,5 28,3 43,8 62,7
49,1-
51,4

47,'.z-
49,5

7.2
Pertumbuhan ekspor
nonmigas f/")

-4,3 -0,6 4r,6 2s,8 1,7-2,A 4,5-6,8

Jumlah wisatawan
7.3 mancanegara (iuta

kunjungan)
16,1 1 4,05 1,56 5,88 6,00-8,50 9,50-

14,30

Jumlah kunjungan
7.4 wisatawan nusantara 0uta 722,16

peialanan)'l
524,57 6t3,29 734,86

r.200-
1.400

1.250-
1500

Pertumbuhan ekspor
7.5 produk industri

berteknologi tjnCCr (%)
-8,20 2,40 37,70 28,40 14,40 11,50

PP 8. Penguatan pilar p€rtumbuhan dan daya saing ekonomi

Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

R r Tingkat inllasi pangan
"'- bergeiolak (o/o)

4,30 3,62 3,20 5,61 3,0-5,0 3,0-s,0

. ^ Kontribusi sektorjasao'' keuangan/PDB tolo)
4,24 4,51 4,34 4,O5 4,O

4,57-
4,58

- ^ Rasio uang beredar
o o M27PD3 1o7o;

44,7 46,4 48,0 43,52
46,7-
46,7

50,5-
51,2

a.O Skor lognstic perfomnne
tndex

3, l5 3,15 3,15 3,0 3,4 3,5

,.a Penleka! trauel arld
tounsm cleue loprent tnclex

40 N/Ao 32 N/All 29-34 N/Af)

165 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman IV.11

Ketiga, Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi
Pangan, yang diarahkan pada (1) regenerasi dan edukasi petani
berbasis pertanian keluarga yang inklusif, ramah lingkungan, dan
berkelanjutan; (2) transformasi digital dalam praktik budi daya,
pengolahan, dan pemasaran secara luas; (3) regionalisasi sistem
pangan yang berbasis komoditas pangan lokal dan kearifan sosial-
budaya lokal; dan (a) pertanian regeneratif dengan menerapkan
orinsio ekonomi sirkular dan mitisasi risiko

SK No l88l 12 A
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perubahan iklim. Dalam hal penyediaan pangan, peran petani
menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga peningkatan
kesejahteraan petani masih menjadi prioritas dengan Nilai Tukar
Petani sebagai indikator keberhasilannya. Strategi yang dilakukan
untuk mempercepat transformasi ekonomi mencakup (1)
peningkatan ketersediaan pangan dengan mengutamakan produksi
dalam negeri melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi
Pangan, peningkatan produktivitas komoditas pertanian,
penyediaan sarana produksi, peningkatan Indeks Pertanaman,
perbaikan kualitas dan penguatan sistem perbenihan tanaman di
antaranya padi hibrida untuk mengatasi stagnasi produktivitas
padi, pengembangan padi biofortifikasi, penggunaan pupuk
berbasis sumber daya alam, dan fortifikasi pada komoditas
pertanian; (2) pemanfaatan digital dan pertanian presisi dalam
sistem pertanian hulu-hilir, penguatan data petani, dan peta aset
pangan penguatan bisnis model dan rantai pasok pertanian
berbasiskan teknologi; (3) peningkatan kualitas sumber daya
manusia pertanian yang berdaya saing melalui penguatan
kelembagaan pertanian (korporasi petani), peningkatan peran
penyuluh pertanian dan modernisasi; (4) penguatan tata kelola
sistem pangan melalui penguatan sistem logistik pangan nasional
dan regionalisasi sistem pangan yang berkelanjutan; (5)
peningkatan kualitas konsumsi pangan melalui peningkatan
konsumsi sayur, buah, dan protein hewani serta diversifikasi
pangan; (6)pengembangan pertanian keluarga; (7) konservasi lahan
produktif, budi daya rendah karbon, penerapan pertanian
regeneratif, penerapan prinsip ekonomi sirkular, peningkatan
layanan dan fungsi karantina nasional yang terintegrasi dalam
kelembagaan satu atap berbasiskan sar€u1a dan prasarana sistem
traceability; (8) penguatan regulasi terkait asuransi pertanian, dan
(9) transformasi tata kelola pupuk bersubsidi melalui bantuan
langsung pada petani.

166 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman IV.12

Keenam, Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi
di Sektor Riil, dan Industrialisasi, dilaksanakan melalui strategi (1)
akselerasi hilirisasi Sumber Daya AIam dan perbaikan rantai pasok
yang didukung penyediaan bahan baku secara berkelanjutan,
investasi, percepatan pembangunan smelter dan Kawasan Industri
serta harmonisasi kebdakan hulu hilir; (2) peningkatan jumlah dan
produktivitas tenaga kerja berkompetensi tinggi; (3) peningkatan
pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan
diversifikasi dan kualitas produk, termasuk untuk pengembangan
bioekonomi, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai,
industri baterai, industri digital, dan industri kedirgantaraan salah
satunya program percepatan dan pengembangan komersialisasi
pesawat N219 Amfibi; (a) pengembangan industri dan infrastruktur
halal; (5) percepatan pengembangan lima Destinasi Pariwisata
Super Prioritas dengan dukungan investasi dan regulasi; (6)
penguatan rantai pasok pariwisata yang didukung tata kelola,
penerapan standar, dan desa wisata; (7) penerapan pariwisata
berkelanjutan; (8) penguatan pembiayaan, investasi, infrastruktur,

SK No l88l t3 A
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pengembangan sentra kreatif, serta pelaksanaan fase
pemulihan/pertumbuhan sebagai tahap pertama Rencana Aksi
Ekonomi Kreatif dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun
2023-2042; (9) penguatan industri kreatif berbasis konten; (10)
penguatan kebijakan investasi dan reinvestasi untuk memajukan
kemandirian industri dalam negeri; (11) perbaikan skema
kemitraan antara industri sedang-besar dengan pelaku Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah lokal dalam rangka peningkatan
pendapatan

t67 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman IV.13

Kedelapan, Penguatan Filar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
diarahkan pada (1) pengendalian inflasi pangan bergejolak melalui
(a) operasi pasar murah disertai penguatan monitoring dan
pengawasan utamanya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional;
(b) akselerasi implementasi program lumbung pangan (Food Estatel;
(c) perluasan kerja s€rma antardaerah; (d) penguatan ketersediaan
data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan
pengendalian inflasi; (e) penguatan sinergi arah kebijakan dan
strategi pengendalian inflasi dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi
Pusat dan Daerah; (2) Percepatan pendalaman sektor keuangan di
bidang perbankan, dana pensiun, asuransi, Industri Keuangan
Non-Bank lainnya, dan pasar modal melalui pelaksanaan
pengembangan dan penguatan sektor keuangan (termasuk
keuangan syariah) yang memuat berbagai upaya, di antaranya (l)
peningkatan edukasi dan literasi keuangan, (21 peningkatan
penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor riil termasuk Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah, (3) perluasan basis investor, (41

percepatan digitalisasi sektor keuangan dengan tetap
memperhatikan aspek risiko dan perlindungan konsumen, (5)
penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan, (6)
peningkatan pembiayaan hijau, dan (7) implementasi harmonisasi
kebijakan. Selanjutnya, upaya peningkatan penguatan pilar
pertumbuhan dan daya saing ekonomi sektor riil dilaksanakan
melalui strategi (1) peningkatan efisiensi dan penguatan ekosistem
logistik melalui N ational Logistic Ecosysfem yang didukung integrasi
transportasi dan perdagangan antarpulau antardaerah; (21

optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana
perdagangan dalam negeri untuk menjaga stabilitas pasokan dan
harga barang pokok; (3) peningkatan edukasi, literasi, serta
digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memperhatikan aspek
risiko perlindungan konsumen; (4) penguatan ketahanan dan
kesehatan industri jasa keuangan melalui peningkatan cadangan
kerugian; (5) penguatan basis data secara terintegrasi
antarpemangku kepentingan terhadap pasokan dan permintaan
barang kebutuhan pokok dan barang penting
antarpulau/ antardaerah; (6)

-103-
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Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2024 

168  Perubahan 
infografis Major 
Project 
Akselerasi 
Pengembangan 
Energi 
Terbarukan 
dan Konservasi 
Energi dalam 
halaman IV.14 

 

169  Perubahan 
infografis 
Major Project  
Food Estate 
(Kawasan 
Sentra 
Produksi 
Pangan) dalam 
halaman IV.15 
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170  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Revitalisasi 
Tambak di 
Kawasan 
Sentra 
Produksi 
Udang dan 
Bandeng 
dalam 
halaman IV.15 

 

171  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Penguatan 
Jaminan 
Usaha dan 
350 Korporasi 
Petani dan 
Nelayan dalam 
halaman IV.16 
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172  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Integrasi 
Pelabuhan 
Perikanan dan 
Fish Market 
Bertaraf 
Internasional 
dalam 
halaman IV.16 

 

173  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Pengelolaan 
Terpadu 
UMKM dalam 
halaman IV.17 
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174  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Kawasan 
Industri 
Prioritas dan 
Smelter dalam 
halaman IV.17 

 

 

175  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Industri 4.0 di 
7 Subsektor 
Industri 
Prioritas 
dalam 
halaman IV.18 
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No. Perihal 
Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2024 

176  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Destinasi 
Pariwisata 
Prioritas 
dalam 
halaman IV.18 

 

 

 

177  Perubahan 
alinea pertama 
dalam 
halaman IV.19 

1. Rancangan regulasi yang diarahkan masuk dalam Program 
legislasi nasional/Program penyusunan Peraturan 
Pemerintah/Peraturan Presiden Tahun 2024, terdiri dari  

a. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi 
Kawasan Antarwilayah Laut Halmahera; 

b. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi 
Kawasan Antarwilayah Laut Seram; 

c. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi 
Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera; dan  

d. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi 
Kawasan Antarwilayah Laut Aru.  

178  Perubahan 
alinea kedua 
dalam 
halaman IV.19 

2. Rancangan regulasi yang sedang dalam proses persiapan (baik 
dalam tahap penyusunan kajian, draf regulasi, pembahasan, 
dan lain sebagainya) sepanjang tahun 2024, terdiri dari  

a. Rancangan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 1997 tentang Statistika; 

b. Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian dan 
peraturan turunannya; 

c. Rancangan Peraturan Pemerintah Perubahan Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja;  

d. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk 
Destinasi Pariwisata Nasional Wakatobi; 

e. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi 
Kawasan Antarwilayah Teluk Cendrawasih; 

f. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi 
Kawasan Antarwilayah Laut Utara Papua; dan 

g. Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional 
Pengembangan Ekonomi Digital.  
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t79 Perubahan
Tabel4.3
dalam
halaman IV.21

Tabel 4.3
Sasaran, Indikator dan Target

Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

No. Sasaran/Indikator
Realsasi

'20'20 202t 2022

Target

'20234 2024bt

Breelire

2019

I Meningkatnya pertumbuhm ekonomi dan tingkat kesjahteraan masyarakat di Kawasan Timur
Indonesia (KII)

laju pertumbuhan Produk
1.I Domestik Regional Bruto

(PDRB) KTI (yoltahun)
3,86 -0,82 4,90 6,21 6,M,9 6,04,9

1.2 IPM KTI (nilai min-maks) 60,84-
76,61

60,44-
76,24

60,62-
76,88

6 1,39-
77,44

62,54-
78,18

62,46-
78,80

, . Pers€ntase penduduk
' " miskin KTI (9zd

I 1,60 11,99 tr,62 l r,58 9,4-10,2 9,00-9,s0

2
Terjaganya p€rtumbuhan ekonomi dan tjngkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat
Indonesia (KBI)

,, , l,aju penumbuhan PDRB
''' xsI lo/o/tahun)

5,23 -2,30 3,43 5,14 5,0-5,2 5,2-5,5

'2.'2 IPM KBI (nilai min-maks) 69,57-
40,76

69,69-
80,77

69,90-
81,11

70,45-
81,65

70,48-
42,43

7 t,'23-
42,57

^ o Persentase penduduk
"'" miskin KBI (7d

8,61 9 ,7 4 9,23 9,06 7 ,3-7 ,9
7,OO-
7,SO

Sumber: BPS (diolah); Xementeriil PPN/Bappcnas, 2023.

Xetcrangan: a) Pemutakhird RKP Tahun 2023, b) Gsessment Kementerian PPN/BapPenas.

Dalam rangka mencapai sasaran Prioritas Nasional di atas, pengembangan wilayah
didukung oleh kontribusi dari percepatan pengembangan kawasan yang diprioritaskan serta
pengembangan sektor-sektor unggulan, dengan memperhatikan tata ruang dan tata kelola
pembangunan daerah. Dengan mempertimbangkan keb{akan pengembangan wilayah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 202O-2024, serta dengan
memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia, maka pengembangan wilayah pada
tah:.lfJ 2024 akan tetap mempertimbangkan beberapa indikator ketercapaian pengembangan
wilayah sebagaimana Tabel 4.4.
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180 Perubahan
Tabel4.4
dalam
halaman IV.22

Tabel 4.4
Indikator Fengernbangan Kewilayahan

No. Indikator
86eline

2019

Realissi Tilget

2020 2021 2022 2023 2024

Rasio pcrtumbuhm
investasi kawase
(KEK/KIlDPP/ KPBPB)
terhadap pcrtumbuhil
investasi wilayah

N/A4 -O,29bt -O,34b) O,4a >t >1

Jumlah kawas pust
pertumbuha yilg
difasilitasi dm
dikembagkm

Destinasi Piliwista
Prioritas (DPP) (destinasi) IOd ro 10 lo lo

lo
(kumu-

lat-i0

Destinasi Pdiwista
Pengembmgm dm
Revitalissi (destinasi)

N,/Ad) 9 9 9
9

(kumu-
lati0

2

KEK berbasis piliwieta
da industri (kawaw)

15
(kumulatif
nasiona.l)

12 t4 13
18 20

(kumu- (kumu-
tati0 lati0

KI Prioritas dil KI
Pengembagm (KI)

8
(kumulatif
nasiona.l)

15
(kumu-
Iati0

30
(kumu-
lati0

5 1l 1t

Kawasa Perdagangil
Beb6 dm Pclabuhm
Bebas (KPBPB)

2 2 2 2 2 2

Per$ntas pcngembanga
*ktor unggulm pcr tahun

Kelapa Sawit (9/d 9,9 O -1,36 l,O21t N/Ad N/A4

Kakao (7d -4,3 O -4,5O -3,O4q) 3,73 2,7

Kopi (7d -o,5 3,12 l,Ogq) -0,65 1,5

Kelapa (7d -o,ol O,6a -O,22et O,53 O,9

Tebu (9zd 2,6 o ro,33 2,344 4,51 1,5

3 Kilet (9/d -9,1 O 0,26 2,95q) 1.77 1,9

Lada (ft -o,7 0 -3,21 -t,62!0 2,30 0,4

Pala (!d -7,7 o 6,52 -O,18d 9,93 0,1

Ccngkeh (7d 7,5 _7,OL _1,32d 4,52 O,t

Perikua Tagkap (7d -o,4 -4,7 3,37 5,66 24,5A -18,75

Perikuu Budi daya (7C - r,6 -3,8 - 1,33 -0,46 36,97 64,14

Gilm (7d 5,6 -51,9 -20,05 -48,72 83,21 145,63
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181 Perubahan
Tabel4.4
dalam
halaman [V.24

No. Indikator
Bceline

2019

Realissi Target

2020 2021 '20'2'2 '2023 '20'24

Perkembangan status
pembangunan desa (desa):

lS a. Desa Mandiri
b. Desa Berkembang

c. Desa Tertinggal

56,52
(Mandiri
1.444:

Berkem-
bang

54.29li

58,70 60,05 61,95i) 61,50

62,05
(Mandiri
6.444i

Berkem-
bang

59.291;
Tertinggal

9.1 s2)
Tertinggal

19.1s2)

r6 Pers€ntase kemiskinan
perdesaan (7d

t'2,60 13,20 12,53 t2,36 r0,80-
I 1,20

9,90-
10,40

Jumlah Revitalisasi BUM
Desa b€rdasarkan status:

t7 BUM Desa Elerkembang 5.000 5.000 6.519 7.661 9.000 10.000

BUM Desa Maju 600 600 t.o22 1.20a 1.4s0 1.800

Jumlah Revitalisasi BUM
Desa Elersama
b€rdasarkan status:

18 sul,r Des BeMm 200 200 237 332 270 300
Berkembang

BUM Desa Bersama Maju l2O 120 '209 373 175 200

19

Rata-rata nilai indeks
perkembangan 62
Kawasan Perdesaan
Prioritas Nasional (KPPN)

5 1,10 59,2t s6,43 55,07 58,40 58,70

20

Rata-Rata Nilai Indeks
Perkembangan 52
Kawasan Transmigrasi
yang direvitalisasi

46,55 48,74tt 51,85n 53,66r) 55,31 57,50

Jumlah kecamatan lokasi
prioritas perbatasan

2l negarayangditingkatkan
kesejahteraan dan tata
kelolanya (ke€matan)

L87 '22'2^t '222^t 22'2 t67 222

Rata-rata nilai Indeks
Pengelolaan Kawasan

22 Perbatasan (IPKP) di 18
Pusat Kegiatan Strategis
Nasional (PKSN)

O,42 0,43-t 0,45-) O,47 0,50 0,52

23 Jumlah daerah tertinggal
(kabupaten) 62 62 6Zt 6D) 6Dl

37
(teren-
taskan

25
kabu-
paten)

Persentase penduduk
24 miskin di daerah tertinggal 25,85

t%
25,32 25,50 24,56

'24,O-
24,5

23,5-
'24,O
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182 Perubahan
Tabel4.4
dalam
halaman IV.25

Realissi

2020 2021 2022

Target
No- Indikator

Baseline

20t9 2023 '20'24

25
Rata-rata IPM di daerah
tertinggal

58.91 s9,02 59,33 60, 1 1
61,5-
62,O

6'2,2-
62,7

Persentas€ pelayanan
26 publik yang berhasil

dipulihkm f/")
N/Ak) 29 42 71,47 75 100

Jumlah daerah ymg
memiliki Pelaymm

27 Terpadu Satu Pintu (PISP)
Prima berbasis elektronik
(kabupaten/kota)

200 2'22 302 376 452 542

Jumlah daerah dengan
28 penerimaan daerah

meningkat (daerah)
3r3 16 246 389 455 542

Jumlah daerah dengm
29 realisasibelanjanya

berkualitas (daerah)
t02 51 250 358P) 475 542

30
Persntas capaiil SPM di
daerah (o/o)

74,24 66,05 69,55 74,62 90,90 IOO

31

Jumlah luasn data
geospasial dasar skala
1 :5.000 yang diakuisisi
(km2)

49.724
(nasional) 4.903 0 o o 146.'277

32
Cakupm pcta RBI skala
l:5.OOO (km2)

40.2t6
(nasional)

17.956,
79

13.207 0 o ta6.277

Jumlah kesepakatan
teknis batas wilayah

33 administrasi
deu/kelumhan yang
dihasilkan (kesepakatan)

0 209 4.339 4.056 1s.O00 8.000

34

Jumlah layanm data
center jarin Ean informasi
geospasial
beroperasi

nasional
(layanan)

1 1 I

Jumlah daerah yang
melakwal<m

35 Kescpakatan dan 10 60 34 68 58
Perjanjian Kerja Sama
Daerah (daerah)

36
Persentas€ jumlah daerah
yang memiliki indeks
inovasi tinggi (7o)

t2 N/A 65,13 7s,46 30 36

Jumlah daerah yang
melakukan deregulasi/

37 hilmonisasi dan
penyesuaian Perda Pajak
dan Retribusi Daerah
{PDRD) dalam rancka

34 50 192 232 4'26 54'2
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183 Perubahan
Tabel4.4
dalam
halaman I\1.26

No. Indikator
Breeline

20t9

Realissi Tilget

2020 2021 2022 2023 '2024

38

Luas cakupan bidmg
tanah berscrtipikat yang
terdigitasi dan memiliki
georeferensi yang baik (ha)

t7 .417.
153,60

ftumulatif)

'24.279.
103,73
(kumu-

latif)

2.240.
576

@.44r.
153

Bidang)

3.002.

t07
(6.004.

'2t4
Bidansl

2.426.
354

(4.8s2.
708

Bidang)

2.365.
112

l.4.730.
22s

Bidmg)

39
Luas cakupan peta dasr
pertanahm (ha)

33.972.
698,12

(kumulatif)

35.72t.
146,44
(kumu-

latj4

1.532
250

2.322.25
0

2.524.
043"t

505.
182")

40

Jumlah kmtor wilayah
dm kmtor pertanahan
yang menerapkan
pelayanan pertanahan
modem berbasis digital
(satker)

156 a'2 247 62 10

4l
Pmjmg kawaw hutan
yang dilakukm peralEtan
batas (km)

3.179 1.339 234637 2.437,37 519 519

Terbentuk dan operasional
42 lembaga Bmk Taah

[embaga]
0 I I

43

Jumlah provinsi ymg
mendapatlan sosialisasi
untuk penetapan
peraturm perundmgm
terkait tanah adat/ulayat
(provinsi)

lo 3 33 33 10 10

Jumlah materi teknis yang
dihasilkm dri bimbingm
t€knis peninjauan

44 kembali/ penyusunan
Rencma Tata Ruang
(materi teknis dan
Rmperda RTR)

25 35 49
59

47 31
(nasional)

Jumlah matrri teknis yang
dihasilkan dili bantuan

4< teknis penyusunan materi 15
'" Teknis RDTR (materi (nasional)

teknis dan Raperkada
RDTR)

I l4 t2 l9 26

46

Jumlah Eateri teknis yang
dihasilkan dari bantuan
teknis penyusunan RDTR
Kawaw Tematik Arahm 13
Prioritas Nasional (nasional)
(KI/ KEK/KSPN/KRB/ KPP
N) (materi teknis dan
Raperkada RDTR)

5 16 N/A o 0
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I=rfld{ril{x

No.
Perthd

Penrbahan Pemutakhiran RIIP Tahun 2o24

184 Perubahan
Tabel4.4
dalam
halaman I\1.27

No. Indikator
Baseline

2019

Realissi Target

2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah mteri teknis yang
dihasitkan dari bimbingan

47 teknis Penyusunan RDTR
(mteri teknis dan
Raperkada RDTR)

99 25 81 113 96 42

4a

Jumlah pelakenaan dan
pendampingan
persetujuan substansi
teknis RTR
Provinsi/ Kabupaten / Kota
(perstujuil substansil

36 40 38 52 54 36

49
Jumlah RPerpres RTR KSN
yang diselesaikan (materi
teknis dan RPerpres)

12 0 I N/A') 6 17

Jumlah RPerpres RDTR
Kawasan Perbatasan

50 Negara yang dislesaikan
(materi teknis dan
RPerpres)

4
3 2 N/Ao) 7 3

(nasionat)

Suber: Kcmcndagri , 2O2O, 2021, 2O23; BNPP, 2022; KKP, 2O23i Kementil, 2023; K@endcs PDI'T , 2022, 2023,
Kementeriil PPN/ Bappcns, 2023.

Ketemgil: a) Nilai bGeriE 6io irycstasi kawase (KawM Ekonmi Khusus/KawM Industri/Dcstin6i
Pariwista hiorit6/KawM Perdagmgm Bcbas du Pelabuhm Bebas) tidak ter@tlm dalm Rercma
Fembagune Jilgka Menengah Ncional Tahun 202G-2O24, *Lain itu bcdire-nya bemilai N/A juga dikaenakm
ketidaktercdim data ye8 mengakibatkan bclum dapat dilalq*amya pcrhitungm rcio investasi kawM; b)
Ferhitungm rcalisasi rasio pertumbuhm invcstasi kawm pada tahun 2O2O dfr 2O2l lwya dilaloka pada
KawM Ekommi Khuss dm l(awaff ftrdagilgm Bebas du Pelabuhu Bcbas. Scmentda itu, pada tahun
2022 pcrhitungm rcalissi rasb p€rtmbuhd investasi ktram juga dilakuke pada Destinsi Pariwista
Priorit6; c) Jumlah Dcstinasi Pariwista kioritd ym8 difreilitrei; d) Dcstinasi Pariwista Pengembangm bdu
ma$k dalm Rencma Fembargum Jangl@ Mcrcngah N6ional Tahun 2O2O-2O24 shingSa taiun 2019 bclum
dapat ditentukd nilai bcelienya; e) lnteNensi tidak lagi berlanjut di tahun mggilu 2023 do 2024; 0 Pross
pcngkajia, pcrcncaam, dm penyiapm regulasi sehingga b€lm dilakukan p.mbdgune;
g) Penyesuaim luas ma pcmbargunu lbu Kota Nusmttra menjadi 3.399 ha (pada Lmpirm II Undmg-Undilg
Nomor 3 Tahun 2022 tentilg Ibu Kota Negila pada Tahap I adalah 6.671 ha); h) Tahap pcrencmam (pen5rusunm
Materi Teknis Rencma Detail Tata Rumg); i) Angka Capaim Tahun 2022 bcrdasdka h6il pcrhitungm prcy"ksi
Iinctr data rata-rata dm jumlah des per status des secm nasional bcrdaskan data lrdcks DceTahun 2019-
2O2l sbagai altcrmtif dei Data Podcs 2022&2023 ymg terdmpak Autwtic Adjretrent; j) Se$ai Peraturm
Pcmerintah Nomor 78 Tahun 2Ol4 tmtag Pcrcepatm Pcmbangu@ Daerah Tertinggal, waluci du p.netape
daerah tertinggal dilakukm stiap tima tahun, yaitu pada a.khir pelakm Rencma Pembangu@ Jangka
Menengah N6ional shingga jumlah d&rah tertingga.l untuk tahun 202l-2023 tidak mcnaalami perubahe atau
tetap 62 kabupaten; kl tuselire N/A kmna ketika tcljadi bcncoa belM dimungkinka untuk dilakukan
p€ngukure kerusakd srta kerugim mtm kondisi $bclum dm *sudah; l) S€suai Surat Kepala Birc
Percncm@ dm Ke{a Sama, Kmendes PD'IT Nomor 132/PRC.O4.Ollllll2O22 taggal 3l Mtet2022 dm SuEt
Sckretdis Direktorat Jenderal Pobangunm do ftngmbmgm Kawasa Tmsigrasi, Kcmcnd6 PDTT Nomor
l6l/PKT.O4.O4lll/2O23 rnujal 7 Februdi 2023', m) Berdaskm IEda surat BNPP Nomor
PRCI3O-O4 /2416/XU2O2I tm8fj,d 16 November 2021 perihal Penyupaie Perubahe Tdgct Rata-rata Nilai IPKP
padalSPustKcgiatmStEtcgisNasional dmzuntBNPFNomorPRC.32.O1/175llVIl2O/2tangfiaJ29Juni2022
pcrihal Pcnympaia Nilai IPKP pada l8 Pust Kegiata StEtegis Nsional yilg melmpirkan Surat Keputus
Kcpala BNPP Nomor 32.07-131 Tahun 2021 tentilg lndeks Pengclol@ Kawas Perbatam Puet Kegiate
Strategis Nasional Tahun 2O2l; n) Tsgct ini merupal<an tdSet luas Peta Bidilg Tuah (PBT) pada pclakffiam
Pendaftdm Tilah Sistematis Lengkap (Pf SL), ymg di da.lmnya mencakup pcta daw pcrteahu; o) Masih da.lam
pro*s pcngerjm nmun belum ditctapkan mcnjadi Rm(ngo Pcraturil R€siden; p) Data mggdm tahun 2022
(data rcalissi bclum tersdia); dm q) Data $menttra.
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PRESIDEN
REPUEUK INDONESIA

No. Perlhd
Penrbahan Pemutakhiran RXP Tahun 2o24

185 Perubahan
Tabel4.5
dalam
halaman IV.28

Tabel 4.5
Sasaran, Indikator dan Target Program Prioritas pada

Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
dan Menjamin Pemerataan

Baseline

'20L9

Realissi Ttrget
No. Sasaran/Indikator

')o20 2021 2022 2023d 2024bt

PP l. Pembangunan Wilayah Sumatera

Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesjahteraan masyarakat di Wilayah Sumatfra

taju pertumbuhan PDRB
l. I Wilayah Sumatera

{o/o/tahun)
4,55 t,'20 3,r8 4,69 4,54,8 4,8-5,2

, ^ IPM Provinsi di Wilayah
''' Sumatera (nilai min-maks)

69,57-
75,44

69,69-
75,59

69,90-
75,79

70,45-
76,46

70,44-
77,O1

77,23-
77,23

Persentase penduduk
1.3 miskin Wilayah Sumatera

l"A
9,A2 ro,22 9,75 9,47 8,2-8,6 7,50-8,30

PP 2. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Tedaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali

Laju pertumbuhan PDRB
2.1 wilayah Jawa-Bali

(7"/tahun)
5,47 -2,69 3,52 5,30 5,2-5,4 5,3-5,6
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REPUBUK INDONESIA

No. Perihal
Penrbahan Pemutakhiran RKP Tahun 2or24

186 Perubahan
Tabel4.5
dalam
halaman [V.29

No. Sasaran/Indikator
TargetBa,seline

2019

Realissi

2020 202t 202',2 2023^t '20'24bt

,) ,) IPM Provinsi di Wilayah
-'- Jawa-Ba-li (nilai min-maks)

7 1,50-
80,76

71,7l-
40,77

72,t4-
81,11

72,75-
8 1,65

73,05-
a2,43

73,65-
a2,57

Persentase penduduk
2.3 miskin Wilayah Jawa-Bali

l'/d
8,16 9,56 9,03 8,90 6,9-7,6 7,OO-7,5O

PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Nus
Tenggara

taju pertumbuhan PDRB
3.1 Wilayah Nusa Tenggara

(%o/tahun)
4,47 -o,7r '2,39 5,30 5,84,2 4,t4,9

IPM Pmvinsi di Wilayah
3.2 Nusa Tenggara (nilai min-

maks)

6s,23-
68,14

65,r9-
68,2s

65,28-
68,65

65,90-
69,46

66,63-
69,59

66,58-
70,56

Persentasc penduduk
3.3 miskin Wilayah Nusa

Tenggam (7")
17,38 t7 ,at t7 ,22 l7,l I 13,& 14,50-

15,0014,8

PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kaljmantm

l,aju pertumbuhan PDRB
4.1 Wilayah Kalimantan

(7oltahun)
4,96 -2,30 3,23 4,94 5,2-5,5 5,r-5,6

IPM Provinsi di Wilayah
4.2 Kalimantan (nilai min-

maks)

67,65-
76,61

67,66-
76,24

67,90-
76,88

68,63-
77,44

68,91-
78,18

69, 19-
78,80

Persentas€ penduduk
4.3 miskinWilayah

Kalimantan (7d
5,81 6,16 5,84 5,90 4,3-5,1 4,00-4,50

PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi

Meningkatnya p€rtumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sutrawesi

5.1
laju pertumbuhan PDRB
Wilayah Sulawesi
(7"/tahun)

6,9s 0,23 5,67 7,05 7,4-A,O 7,5-8,5

- - IPM Prcvinsi di WiIavaI5'z Sul,a*e"i (nilai min-"maks)
65,73-
7'2,99

66, I 1-
72,93

66,36-
73,30

66,92-
73,81

67,73-
74,45

67,84-
74,77

Persentase penduduk
5.3 miskin Wilayah Sulawesi

lvd
10,06 10,41 10,04 tO,O7 8,3-8,8 7,80-8,50

- 116 -

SK No 188127 A



PRESIDEN
REPUBUK TNDONESIA

No. Perlhal
Penrbahan Pemutakhiran RKP Tahun 2ol24

r87 Perubahan
Tabel4.5
dalam
halaman IV.3O

TargetBaseline Realissi
No. Sasamn/lndikator

20 19 ')O2O 2O2l '20'22 2O23^t 2024bt

PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku

6.1
l,aju pertumbuhan PDRB
Wilayah Maluku (%o/tahun) 5,79 2,OO 9,60 t4,t7 10,9-11,8 r2,7-r7,O

- - IPM Prcvinsi di Wilavaho'' M"lrkrl (nilai min-maks)
64,70-
69,45

64,49-
69,49

64,76-
69,71

69,47-
70,22

70,7 t-
71, 18

70,06-
70,97

Pers€ntase penduduk
6.3 miskin Wilayah Maluku

ly"l
13,24 13,45 t2|20 L2,t5 10,6-

tl,4
9,50-
10,00

PP 7. Pembangunan Wilayah Papua

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua

- , laju pertumbuhan PDRB
''' wilayah Papua (7o/tahun) -10,69 1,40 to,3'2 7,O3 7,'2-7,8 3,9-4,9

- ^ IPM Provinsi di Wilayah
' '' Papta (ni.lai min-maks)

60,8,+-
64,70

60,44-
65,09

60,6'2-
65,26

61,39-
65,89

62,54-
66,55

62,46-
67,O4

- ^ Persentase oenduduk/'r miskin Wilayah Papua (7{ 2s,43 25,65 26,72 '25,57 22,0-
23,6

'2'2,50-
23,00

Sumber: BPS (diolahl; Kementerid PPN/Bappems, 2023.

Ketermgm: a) Pemutakhimn RKP Tahun 2023, b) assessment Kementerian PPN/Bappenas.

188 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman IV.33
dan alinea
pertama dalam
halaman IV.34

Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sumatera akan didukung
dengan lima Kegiatan Prioritas sebagai berikut

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada
Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, Kawasan
Industri Ladong dan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang yang berlokasi di Provinsi Aceh;
Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei,
Kawasan Industri Kuala Tanjung, dan Destinasi Pariwisata
Prioritas Danau Toba dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi
Sumatera Utara; Kawasan Industri Bintan Aerospace, Kawasan
Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Destinasi
Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam-Bintan-
Karimun, Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa, serta Kawasan
Ekonomi Khusus Batam Aero Technic yang berlokasi di Provinsi
Kepulauan Riau; Kawasan Industri Sadai dan Destinasi
Pariwisata Prioritas Bangka Belitung/Kawasan Ekonomi
Khusus Tanjung Kelayang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung; Kawasan Industri Tenayan dan Kawasan
Industri Tanjung Buton yang berlokasi di Provinsi Riau;
Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi yang
berlokasi di Provinsi Sumatera Barat; Kawasan Industri
Tanjung Enim yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan;
Kawasan Industri Kemingking yang berlokasi di Provinsi Jambi
serta Kawasan Industri Tanggamus, Kawasan Industri

-lt7-
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REPUBUK INDONESIA

No. Perihal
Penrbahan Pemutakhiran RKP Tahun 2o24

Pesawaran, Kawasan Industri Way Pisang dan Kawasan
Industri Katibung yang berlokasi di Provinsi Lampung.

(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada
peningkatan produktivitas kelapa, pala, lada, tebu, cengkeh,
garam, pengembangan perikanan budi daya, dan perikanan
tangkap. Pengembangan sektor unggulan perikanan budi daya
dilakukan dengan menyalurkan benih ikan air tawar, udang,
ikan air payau, serta memberikan pembinaan terhadap usaha
pembudidayaan ikan. Selain itu, pengembangan perikanan
tangkap dilakukan dengan memberikan bantuan berupa
penyaluran bantuan alat dan/atau alat bantu penangkapan
ikan, serta sarana penangkapan ikan;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada dua
wilayah metropolitan (Wilayah Metropolitan Medan dan Wilayah
Metropolitan Palembang), 5 kota besar (Padang, Pekanbaru,
Batam, Jambi, Bandar Lampung), 12 kota sedang (Banda Aceh,
Lhokseumawe, Langsa, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Dumai,
Bukittinggi, Tanjungpinang, Bengkulu, Lubuklinggau,
Prabumulih, Pangkalpinang) dan 3 kota kecil (Sabang, Sibolga,
Solok);

(4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a)
pengentasan 3.097 desa tertinggal menjadi desa berkembang
dan peningkatan 1.156 desa berkembang menjadi desa mandiri;
serta 7 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat
pembangunannya dengan fokus intervensi pada 3 kabupaten di
tahun 2024, seperti pada Tabel a.6; (b) pengembangan ekonomi
kawasan perbatasan negara di 3 Pusat Kegiatan Strategis
Nasional, yaitu Pusat Kegiatan Strategis Nasional Sabang,
Bengkalis, dan Ranai dengan mengutamakan pembangunan
infrastruktur pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Sabang
dan Bengkalis; pemenuhan prasarana dan sarana pelayanan
dasar, ekonomi, dan konektivitas di 56 kecamatan lokasi
prioritas perbatasan negara di Wilayah Sumatera; (c)
pembangunan 14 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, yaitu
Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur, Toba
Samosir, Samosir, Agam, Bintan, Karimun, Bengkulu Tengah,
Banyuasin, Belitung, Belitung Timur, Bangka Selatan, Muaro
Jambi, Mesuji, dan Tulang Bawang; (d) revitalisasi 12 kawasan
transmigrasi meliputi 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Aceh
(Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara di Kabupaten Aceh
Tengah, Kawasan Transmigrasi Samar Kilang di Kabupaten
Bener Meriah, Kawasan Transmigrasi Selaut di Kabupaten
Simeuleu), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat
(Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir
Selatan), 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan
(Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir,
Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, dan
Kawasan Transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat), I kawasan
transmigrasi di Provinsi Jambi (Kawasan Transmigrasi Bathin
III Ulu di Kabupaten Bungo), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi
Bengkulu (Kawasan Transmigrasi Laeita di Kabupaten
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No. Perlhd
Penrbahan Pemutakhlran RI(P Tahun 2o24

Bengkulu Utara), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang di
Kabupaten Bangka Selatan), dan 2 kawasan transmigrasi di
Provinsi Lampung (Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu di
Kabupaten Tulang Bawang dan Kawasan Transmigrasi Mesuji
di Kabupaten Mesuji); dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a)
peningkatan capaian rata-rata penerapan standar pelayanan
minimal daerah (khususnya bidang perumahan ralgrat,
pekerjaan umum, ketenteraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat, pendidikan); (b) peningkatan
kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil
negara yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan
arah pembangunan kewilayahan Sumatera; (c) penguatan peran
dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada
pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah
kabupaten lkota termasuk pengoptimalan pemanfaatan Dana
Otonomi Khusus Aceh untuk mendorong peningkatan
kesejahteraan rakyat; (d) peningkatan pendapatan daerah dan
kualitas belanja untuk layanan dasar dan sektor unggulan
melalui pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif,
dan akuntabel; (e) peningkatan inovasi dan kemandirian daerah
serta kerja sama antardaerah; (f) penataan dan harmonisasi
regulasi; serta (g) percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian
sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan
pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan
dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang
Kabupaten lKota dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perbatasan Negara, serta percepatan penyediaan peta dasar
skala besar.

189 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman IV.35
dan alinea
pertama dalam
halaman IV.36

Perwujudan tercapainya sasaran Program Prioritas Pembangunan
Wilayah Jawa-Bali dilakukan dengan memprioritaskan kawasan
untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Jawa-
Bali yang dapat dilihat pada Gambar 4.5. Adapun upaya untuk
Pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan didukung dengan lima
Kegiatan Prioritas sebagai berikut

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada
Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan sekitarnya yang
berlokasi di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa
Yoryakarta; Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, Kawasan
Industri Brebes dan Kawasan Industri Terpadu Batang yang
berlokasi di Provinsi Jawa Tengah; Kawasan Ekonomi Khusus
Singhasari, Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Kawasan
Industri Bangkalan, Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-
Tengger-Semeru, dan Destinasi Pariwisata Pengembangan
Banyuwangi yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur; Kawasan
Industri Pancapuri dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung
l,esung yang berlokasi di Provinsi Banten: Kawasan Industri
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Subang dan Kawasan Ekonomi Khusus Lido yang berlokasi di
Provinsi Jawa Barat; Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung
Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran yang berlokasi di
Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat; serta Revitalisasi
Destinasi Pariwisata Bali, Kawasan Ekonomi Khusus Sanur,
dan Kawasan Ekonomi Khusus Kura-kura Bali yang berlokasi
di Provinsi Bali;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada
peningkatan produktivitas cengkeh, pola, tebu, garam, kelapa,
pengembangan perikanan budi daya dan perikanan tangkap.
Pengembangan perikanan budi daya dilakukan dengan
memberikan benih ikan air tawar dan udang kepada
masyarakat. Selain itu juga dilakukan upaya pengembangan
klaster komoditas unggulan berbasis kawasan serta usaha
pembudidayaan ikan yang dibina dan dikembangkan.
Pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan
memberikan sarana penangkapan ikan dan/atau alat bantu
penangkapan ikan yang disalurkan kepada masyarakat;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada 5
Wilayah Metropolitan, yaitu Wilayah Metropolitan Jakarta,
Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar; pembangunan kota
baru (Maja); pembangunan 3 kota besar (Serang, Surakarta,
dan Malang) dan pembangunan 11 kota sedang (Cilegon,
Sukabumi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Magelang, Yoryakarta,
Kediri, Batu, Pasuruan, dan Probolinggo);

(4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a)
pengentasan 197 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan
peningkatan 2.893 desa berkembang menjadi desa mandiri; dan
(b) pembangunan 8 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional,
yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang,
Sukabumi, Magelang, Kendal, Pamekasan, Banyuwangi,
Buleleng, Klungkung; serta

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a)
peningkatan rata-rata capaian penerapan standar pelayanan
minimal daerah (khususnya bidang perumahan ralgrat,
kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum); (b) peningkatan
kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil
negara yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan
arah pembangunan kewilayahan Jawa-Bali; (c) penguatan
peran dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah
kabupaten lkota termasuk pada pelaksanaan kebijakan Dana
Keistimewaan Daerah I stimewa Yoryakarta berdasarkan Grand
Design Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yoryakarta 2022-
2042; (d) peningkatan pendapatan daerah dan kualitas belanja
untuk layanan dasar dan sektor unggulan melalui pengelolaan
keuangan daerah yang efisien, produktif, serta akuntabel; (e)

peningkatan inovasi dan kemandirian daerah serta kerja sama
antardaerah; (f) penataan dan harmonisasi regulasi; serta (g)

percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik
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berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail
Tata Ruang Kabupatenf Kota, serta percepatan penyediaan peta
dasar skala besar.

190 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman IV.36
dan alinea
pertama dalam
halaman [V.37

Perwujudan tercapainya sasaran Program Prioritas Pembangunan
Wilayah Nusa Tenggara dilakukan dengan memprioritaskan
kawasan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan
Wilayah Nusa Tenggara yang dapat dilihat pada Gambat 4.6.
Adapun upaya untuk Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan
didukung dengan lima Kegiatan Prioritas sebagai berikut

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada
Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo yang berlokasi di
Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Destinasi Pariwisata
Prioritas Lombok-Mandalika/Kawasan Ekonomi Khusus
Mandalika dan Kawasan Industri Sumbawa Barat yang
berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada
peningkatan produktivitas kopi, kakao, kelapa, garam,
perikanan tangkap, dan perikanan budi daya. Pengembangan
perikanan tangkap dilakukan dengan memberikan bantuan
alat penangkapan ikan dan sarana penangkapan ikan yang
disalurkan kepada masyarakat. Pengembangan perikanan budi
daya dilakukan dengan mengembangkan klaster komoditas
unggulan berbasis kawasan yang dibangun bagi masyarakat;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada kota
besar (Mataram) dan kota sedang (Kupang);

(4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a)

pengentasan L.O79 desa tertinggal menjadi desa berkembang
dan peningkatan 143 desa berkembang menjadi desa mandiri;
serta 14 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat
pembangunannya dengan fokus intervensi pada 5 kabupaten
di tahun 2024, seperti pada Tabel 4.7; (b) pengembangan
ekonomi kawasan perbatasan negara di 2 Pusat Kegiatan
Strategis Nasional, yaitu Pusat Kegiatan Strategis Nasional
Atambua dan Kefamenanu, pemenuhan prasarana dan sarana
pelayanan dasar, ekonomi, dan konektivitas di 38 kecamatan
lokasi prioritas perbatasan di Wilayah Nusa Tenggara; (c)

pembangunan 7 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, yaitu
Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional lombok Tengah,
Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Ngada, Manggarai Barat,
dan Sumba Timur; (d) revitatisasi 5 kawasan transmigrasi
meliputi 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Kawasan Transmigrasi Tambora di Kabupaten Bima dan
Kawasan Transmigrasi Labangka di Kabupaten Sumbawa) dan
3 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu di

Malaka. Kawasan Transmigrasi
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Timor Tengah Utara dan Kawasan Transmigrasi Melolo di
Kabupaten Sumba Timur); dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a)
peningkatan rata-rata capaian penerapan standar pelayanan
minimal daerah (khususnya bidang perumahan ralqlat,
pendidikan, sosial, trantibumlinmas, dan pekerjaan umum); (b)
peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia
aparatur sipil negara yang inklusif serta selaras dengan sektor
unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Nusa Tenggara;
(c) penguatan peran dan fungsi Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat pada pembinaan dan pengawasan kinerja
pemerintah kabupaten lkota; (d) peningkatan pendapatan
daerah dan kualitas belanja untuk layanan dasar dan sektor
unggulan melalui pengelolaan keuangan daerah yang efisien,
produktif, serta akuntabel; (e) peningkatan inovasi dan
kemandirian daerah serta kerja sama antardaerah; (f) penataan
dan harmonisasi regulasi; serta (g) percepatan sertipikasi
tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan,
peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital,
percepatan pen5rusunan dan penetapan Rencana Tata .Ruang

Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang
Kabupaten /Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perbatasan Negara, serta percepatan penyediaan peta dasar
skala besar.

191 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman IV.38
dan alinea
pertama dalam
halaman IV.39

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran Program Prioritas
Pembangunan Wilayah Kalimantan, kawaszrn yang diprioritaskan
untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Kawasan
Kalimantan dapat dilihat pada Gambar 4.7. Adapun upaya untuk
Pembangunan Wilayah Kalimantan akan didukung dengan lima
Kegiatan Prioritas sebagai berikut

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada (a)

Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan dan
Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau yang
berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur; (b) Kawasan Industri
Ketapang dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-
Singkawang yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat; (c)

Kawasan Industri Tanah Kuning yang berlokasi di Provinsi
Kalimantan Utara; (d) Kawasan Industri Surya Borneo dan
Kawasan Industri Batanjung yang berlokasi di Provinsi
Kalimantan Tengah; serta (e) Kawasan Industri Jorong dan
Kawasan Industri Batulicin yang berlokasi di Provinsi
Kalimantan Selatan;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada
peningkatan produktivitas, lada, kelapa, serta perikanan budi
daya. Pengembangan perikanan budi daya dilakukan melalui
usaha pembudidayaan ikan yang dibina dan dikembangkan
serta memberikan benih ikan air tawar yang disalurkan kepada
masyarakat;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan fokus pada
oembansunan Ibu Kota Nusantara dan kota besar
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daerah mitra (Balikpapan dan Samarinda), pengembangan
Wilayah Metropolitan Banjarmasin, pembangunan kota baru
(Tanjung Selor), pengembangan kota besar (Pontianak) dan tiga
kota sedang (Singkawang, Palangkaraya, Tarakan) ;

(4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a)
pengentasan 1.460 desa tertinggal menjadi desa berkembang
dan peningkatan 232 desa berkembang menjadi desa mandiri;
(b) pengembangan ekonomi Kawasan perbatasan negara di 6
Pusat Kegiatan Strategis Nasional, yaitu Pusat Kegiatan
Strategis Nasional Paloh Aruk, Jagoi Babang, Nunukan, Long
Midang, Tou Lumbis, Long Nawang, serta pemenuhan
prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan
konektivitas di 37 kecamatan lokasi prioritas perbatasan
Wilayah Kalimantan; (c) pembangunan 11 Kawasan Perdesaan
Prioritas Nasional, yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
Banjar, Barito Kuala, Bengkayang, Berau, Bulungan,
Kotawaringin Barat, Kubu Raya, Kutai Timur, Mempawah,
Nunukan, Sambas; serta (d) 9 kawasan transmigrasi yang
direvitalisasi meliputi 3 kawasan transmigrasi di Provinsi
Kalimantan Barat (Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya di
Kabupaten Kubu Raya, Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas
Perkasa dan Kawasan Transmigrasi Subah di Kabupaten
Sambas), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan
Tengah (Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya di Kabupaten
Lamandau), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan
Selatan (Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten
Barito Kuala), 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan
Timur (Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser dan
Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang di Kabupaten Kutai
Timur), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan
Utara (Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten
Bulungan dan Kawasan Transmigrasi Seimenggaris di
Kabupaten Nunukan); 1 kawasan transmigrasi yang
mendukung pengembangan food estate, yaitu Kawasan
Transmigrasi Lamunti Dadahup di Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah sesuai direktif presiden dalam rangka
penguatan ketahanan pangan nasional; dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a)

peningkatan rata-rata capaian penerapan standar pelayanan
minimal daerah (khususnya bidang kesehatan, pekerjaan
umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas); (b) peningkatan
kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil
negara yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan
arah pembangunan kewilayahan Kalimantan; (c) penguatan
peran dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah
kabupaten lkota; (d) peningkatan pendapatan daerah dan
kualitas belanja untuk layanan dasar dan sektor unggulan
melalui pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif,
serta akuntabel; (e) peningkatan inovasi dan kemandirian
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harmonisasi regulasi; serta (g) percepatan sertipikasi tanah,
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan
pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan
penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang
Kabupaten /Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota
Nusantara, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

t92 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman IV.40
dan alinea
pertama dalam
halaman IV.41

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran Program Prioritas
Pembangunan Wilayah Su1awesi, kawasan yang diprioritaskan
untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah
Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 4.8. Adapun upaya untuk
Pembangunan Wilayah Sulawesi akan didukung dengan Kegiatan
Prioritas sebagai berikut

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada
Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri Palu di Provinsi
Sulawesi Tengah; Kawasan Ekonomi Khusus Bitung sebagai
pusat industrialisasi/ hilirisasi komoditas unggulan wilayah dan
Destinasi Pariwisata Frioritas Manado-Likupang/Kawasan
Ekonomi Khusus Likupang di Provinsi Sulawesi Utara; Kawasan
Industri Takalar dan Destinasi Pariwisata Pengembangan
Tor4ja-Makassar- Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan; serta
Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi di Provinsi Sulawesi
Tenggara;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada
peningkatan produktivitas cengkeh, pala, kelapa, tebu, garam,
perikanan budi daya, dan perikanan tangkap. Perikanan budi
daya dikembangkan dengan mengadakan revitalisasi dan
pengembangan kawasan tambak udang dan bandeng, serta
menyalurkan benih ikan air tawar, ikan air payau, dan udang.
Pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan
memberikan bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat
bantu penangkapan ikan dan sarana penangkapan ikan yang
disalurkan kepada masyarakat;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada
pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar dan Manado;
lima kota sedang (Gorontalo, Palu, Parepare, Palopo, Kendari);
dan satu kawasan perkotaan kecil, yaitu Pusat Kegiatan
Wilayah Mamuju;

(4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a)

pengentasan 1.043 desa tertinggal menjadi desa berkembang
dan peningkatan 507 desa berkembang menjadi desa mandiri,
serta 3 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat
pembangunannya, seperti pada Tabel a.8; (b) 2 Pusat Kegiatan
Strategis Nasional, yaitu Pusat Kegiatan Strategis Nasional
Melonguane dan Tahuna, serta pemenuhan prasarana dan
sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan konektivitas di 18
kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah
Sulawesi: (c) pem
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Nasional, yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa
Utara, Morowali, Buol, Poso, Gorontalo, Boalemo, Gorontalo
Utara, Mamuju Tengah, Mamuju, Barru, Pinrang, Bone, Luwu
Timur, Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna; (d) revitalisasi 18
kawasan transmigrasi meliputi 4 kawasan transmigrasi di
Provinsi Gorontalo (Kawasan Transmigrasi Sumalata di
Kabupaten Gorontalo Utara, Kawasan Transmigrasi Pulubala di
Kabupaten Gorontalo, Kawasan Transmigrasi Paguyuman
Pantai dan Kawasan Transmigrasi Pawonsari di Kabupaten
Boalemo), 6 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tengah
(Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Kawasan
Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, Kawasan
Transmigrasi Air Terang di Kabupaten Buol, Kawasan
Transmigrasi Tampo lore di Kabupaten Poso, Kawasan
Transmigrasi Padauloyo di Kabupaten Tojo Una-Una, dan
Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi
Moutong), 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Barat
(Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah
dan Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras di Kabupaten Pasang
Kayu), 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Kawasan Transmigrasi Tinanggea di Kabupaten Konawe
Selatan, Kawasan Transmigrasi Mutiara di Kabupaten Muna,
dan Kawasan Transmigrasi Asinua-Routa di Kabupaten
Konawe), dan 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi
Selatan (Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng di Kabupaten
Wajo, Kawasan Transmigrasi Masamba di Kabupaten Luwu
Utara, dan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten
Luwu Timur); dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a)

peningkatan rata-rata capaian penerapan standar pelayanan
minimal daerah (khususnya bidang sosial, perumahan ralqrat,
trantibumlinmas, pekedaan umum); (b) peningkatan kualitas
dan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara
yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah
pembangunan kewilayahan Sulawesi; (c) penguatan peran dan
fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada
pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah
kabupaten lkota; (d) peningkatan pendapatan daerah dan
kualitas belanja untuk layanan dasar dan sektor unggulan
melalui pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif,
serta akuntabel; (e) peningkatan inovasi dan kemandirian
daerah serta kerja sama antardaerah; (0 penataan dan
harmonisasi regulasi; serta (g) percepatan sertipikasi tanah,
penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, dan
peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital,
percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
Kabupaten f Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala
besar.
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193 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman IV.42
dan alinea
pertama dalam
halaman IV.43

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran Program Prioritas
Pembangunan Wilayah Maluku dapat diwujudkan dengan prioritas
kawasan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan
Wilayah Maluku. Kawasan yang diprioritaskan dalam
pembangunan Wilayah Maluku dapat dilihat pada Gambar 4.9.
Adapun upaya untuk Pembangunan Wilayah Maluku akan
didukung dengan lima Kegiatan Prioritas sebagai berikut

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada
Kawasan Industri Teluk Weda dan Destinasi Pariwisata
Prioritas Morotai/Kawasan Ekonomi Khusus Morotai yang
berlokasi di Provinsi Maluku Utara;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada
peningkatan produktivitas pala, cengkeh, kelapa, perikanan
tangkap dan perikanan budi daya. Pengembangan sektor
unggulan perikanan tangkap dilakukan dengan memberikan
bantuan alat penangkapan ikan dan sarana penangkapan ikan
yang disalurkan kepada masyarakat. Pengembangan sektor
unggulan perikanan budi daya dilakukan dengan
mengembangkan klaster komoditas unggulan berbasis
kawasan yang dibangun bagi masyarakat;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada
pembangunan kota baru (Sofifi), dan pengembangan dua kota
sedang (Ternate dan Ambon), serta satu kota kecil (Tual);

(4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a)
pengentasan6T5 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan
peningkatan 39 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta
8 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat
pembangunannya dengan fokus intervensi pada 5 kabupaten
di tahun 2024 seperti pada Tabel a.9; (b) 2 Pusat Kegiatan
Strategis Nasional, yaitu Pusat Kegiatan Strategis Nasional
Daruba dan Saumlaki, serta pemenuhan prasarana dan sarana
pelayanan dasar, ekonomi, dan konektivitas di 34 lokasi
prioritas perbatasan negara di Wilayah Maluku; (c)

pembangunart 2 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, yaitu
Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah dan
Pulau Morotai; (d) revitalisasi 3 kawasan transmigrasi meliputi
1 kawasan transmigrasi di Provinsi Maluku (Kawasan
Transmigrasi Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah) dan 2
kawasan transmigrasi di Provinsi Maluku Utara (Kawasan
Transmigrasi Mangole di Kabupaten Kepulauan Sula dan
Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai di Kabupaten Pulau
Morotai); dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a)
peningkatan rata-rata capaian penerapan standar pelayanan
minimal daerah (khususnya bidang trantibumlinmas,
perumahan ralgrat, kesehatan, sosial, dan pekerjaan umum);
(b) peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia
aparatur sipil negara yang inklusif serta selaras dengan sektor
unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Maluku; (c)
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Pemerintah Pusat pada pembinaan dan pengawasan kineda
pemerintah kabupaten lkota; (d) peningkatan pendapatan
daerah dan kualitas belanja untuk layanan dasar dan sektor
unggulan melalui pengelolaan keuangan daerah yang efisien,
produktif, serta akuntabel; (e) peningkatan inovasi daerah dan
kemandirian daerah serta kerja sama antardaerah; (f) penataan
dan harmonisasi regulasi; serta (g) percepatan sertipikasi
tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan,
peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital,
percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang
Kabupaten lKota dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perbatasan Negara, serta percepatan penyediaan peta dasar
skala besar.

t94 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman [V.44
dan alinea
pertama dalam
halaman IV.45

Tercapainya sasaran Program Prioritas Pembangunan Wilayah
Papua dapat diwujudkan dengan prioritas kawasan untuk
mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Papua.
Kawasan yang diprioritaskan dalam pembangunan Wilayah Papua
dapat dilihat pada Gambar 4.10. Adapun upaya untuk
Pembangunan Wilayah Papua akan didukung dengan lima Kegiatan
Prioritas sebagai berikut

(1) Pengembangan Kawasan Strategis melalui fasilitasi investasi
pengembangan Kawasan Industri Teluk Bintuni di Provinsi
Papua Barat; fasilitasi penyelesaian masalah strategis Kawasan
Ekonomi Khusus Sorong dan pengembangan Destinasi
Pariwisata Prioritas Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya;
serta pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-
Teluk Cenderawasih di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah,
dan Provinsi Papua Barat;

(2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada
peningkatan produktivitas kelapa, pala, dan perikanan tangkap
melalui pemberian alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu
penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan serta melalui
sarana penangkapan ikan yang tersalurkan. Pengembangan
komoditas kenaf dan sapi juga akan didukung melalui
keterlibatan berbagai pihak dan integrasi sumber pendanaan
non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada
pembangunan kota baru (Sorong), satu kota sedang (Jayapura),
serta percepatan pembangunan empat ibu kota daerah otonom
baru (Merauke, Nabire, Jayawijaya, dan Kota Sorong);

(4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,
Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a)

pengentasan 2.449 kampung tertinggal menjadi kampung
berkembang dan peningkatan 30 kampung berkembang
menjadi kampung mandiri; serta 30 kabupaten daerah
tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus
intervensi pada22 kabupaten di tahun 2024 seperti pada Tabel
a.10; (b) pengembangan ekonomi di 3 Pusat Kegiatan Strategis
Nasional. vaitu Pusat Kesiatan Strategis

SK No 188138 A
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Tanah Merah, dan Merauke; serta pemenuhan prasarana dan
sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan konektivitas di 39 lokasi
prioritas perbatasan negara di Wilayah Papua; (c) pembangunan
4 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, yaitu Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional Kota Jayapura, Manokwari,
Merauke, dan Raja Ampat; (d) revitalisasi 5 kawasan
transmigrasi meliputi 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Papua
Barat (Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur di Kabupaten
Teluk Wondama dan Kawasan Transmigrasi Bomberay-Tomage
di Kabupaten Fakfak), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi
Papua (Kawasan Transmigrasi Senggi di Kabupaten Keerom),
dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Papua Selatan
(Kawasan Transmigrasi Salor dan Kawasan Transmigrasi
Muting/Jagebob di Kabupaten Merauke); dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a)
peningkatan rata-rata capaian penerapan standar pelayanan
minimal daerah (ketenteraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat, sosial, pekerjaan umum, perumahan
ralryat); (b) peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya
manusia aparatur sipil negara yang inklusif serta selaras
dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan
Papua; (c) penguatan peran dan fungsi Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat pada pembinaan dan pengawasan kine{a
pemerintah kabupaten lkota termasuk pengoptimalan
pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua pada seluruh
provinsi termasuk empat Daerah Otonom Baru bagi pelayanan
publik dan pengembangan ekonomi; (d) peningkatan
pendapatan daerah dan kualitas belanja untuk layanan dasar
dan sektor unggulan melalui pengelolaan keuangan daerah
yang efisien, produktif, serta akuntabel; (e) peningkatan inovasi
dan kemandirian daerah serta kerja sama antardaerah; (f)
penataan dan harmonisasi regulasi; serta (g) percepatan
sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik
pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern
berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Rencana Detail Tata
Ruang Kabupaten lKota dan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perbatasan Negara, serta percepatan penyediaan peta
dasar skala besar.

-t28-
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195  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Pembangunan 
Wilayah 
Batam-Bintan 
dalam 
halaman IV.46 

 

196  Perubahan 
infografis Major 
Project 
Pengembangan 
Wilayah 
Metropolitan 
(WM) 
Palembang, 
Denpasar, 
Banjarmasin, 
Makassar 
dalam halaman 
IV.46 
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197  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Pembangunan 
Ibu Kota 
Nusantara 
dalam 
halaman IV.47 

 

198  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Pembangunan 
Kota Baru: 
Maja, Tanjung 
Selor, Sofifi, 
dan Sorong 
dalam 
halaman IV.47 
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199  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Wilayah Adat 
Papua: 
Wilayah Adat 
Lao Pago dan 
Wilayah Adat 
Domberay 
dalam 
halaman IV.48 

 

 

200  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Pemulihan 
Pascabencana: 
Kota Palu dan 
Sekitarnya, 
Pulau Lombok 
dan 
Sekitarnya, 
serta Kawasan 
Pesisir Selat 
Sunda dalam 
halaman IV.48 
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201  Perubahan 
infografis 
Major Project 
PKSN 
Kawasan 
Perbatasan 
Negara dalam 
halaman IV.49 

 

202  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Manajemen 
Aset Lahan 
dalam 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
(Reforma 
Agraria) dalam 
halaman IV.49 

 

203  Perubahan 
alinea keenam 
dalam 
halaman IV.51 
dan alinea 
pertama dalam 
halaman IV.52 

(2) reformasi sistem perlindungan sosial terutama untuk 
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan 
dengan strategi yang terdiri dari (a) perluasan dan penguatan 
sosialisasi terpadu jaminan sosial untuk meningkatkan 
kepesertaan dan kolektabilitas, khususnya bagi pekerja 
informal; (b) pemberian perlindungan jaminan sosial bagi 
pekerja informal melalui mekanisme kolaboratif  dan bantuan 
iuran bagi pekerja miskin dan tidak mampu; (c) perluasan 
program dan manfaat jaminan sosial, mencakup return to work 
dan perlindungan hari tua pekerja informal; (d) peningkatan 
keaktifan serta kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan 
perencanaan yang berpihak dan berbasis bukti melalui 
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Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan; (e) pemutakhiran dan
perluasan data sosial ekonomi penduduk, termasuk penduduk
miskin dan rentan, melalui Registrasi Sosial Ekonomi untuk
meningkatkan ketepatan sasaran program, termasuk dalam
penghapusan kemiskinan ekstrem. Data Registrasi Sosial
Ekonomi yang akan diintegrasikan dengan data lintas sektor
dan daerah, digunakan oleh pemerintah sebagai data acuan
dalam melakukan penargetan dan integrasi program-program
bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, pemberdayaan
masyarakat, dan program terkait lainnya, serta penguatan
perencanaan dan penganggaran berbasis bukti; (ff penguatan
integrasi dan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial; (g)

pengembangan mekanisme graduasi yang terintegrasi untuk
program-program bantuan sosial; (h) perluasan asesmen dan
penjangkauan layanan rehabilitasi sosial yang terintegrasi bagi
kelompok rentan, seperti anak, lanjut usia, penyandang
disabilitas, pekeda sektor informal, korban bencana, penduduk
terdampak pandemi COVID-l9, korban perdagangan manusia,
korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotrop lka, dan zat
adiktif lainnya, penderita Human Immunodeftciencg
Virus/ Acquired Immunodeficiencg Sgndrome (HIV/AIDS), dan
kelompok rentan lainnya; (i) pengembangan perlindungan sosial
yang adaptif terhadap bencana, termasuk bencana pandemi; fi)
transformasi subsidi energi (Liryefied Petroleum Gas/LPG 3 kg
dan listrik) menjadi bantuan sosial agar program lebih efektif,
tepat sasaran, dan adaptif kebencanaan; (k) integrasi dan
peningkatan kesinambungan data, proses pemantauan dan
evaluasi, serta pengembangan skema pendanaan program
perlindungan sosial yang berkesinambungan; dan 0)
peningkatan pendapatan kelompok miskin ekstrem melalui
kolaborasi pemberdayaan dan peningkatan aset serta akses
usaha ekonomi produktif di berbagai sektor.

204 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman IV.52

(a) peningkatan kesehatan ibu dan anak, remaja, usia produktif,
dan lansia, serta Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi,
melalui (i) penguatan pelayanan kegawatdaruratan dan sistem
rujukan ibu dan anak terencana dan terstandar dengan
peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
Dasar dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
Komprehensif; (ii) afirmasi daerah terpencil perbatasan dan
kepulauan untuk penjangkauan ibu dan anak berisiko; (iii)
pendampingan kesehatan reproduksi di masa remaja, pranikah,
masa hamil, pascamelahirkan, dan lansia; (iv) pelayanan
Keluarga Berencana, termasuk Keluarga Berencana
pascapersalinan yang berkualitas, nondiskriminatif, dan
berbasis hak; (v) penguatan edukasi dan pelayanan kesehatan
di tingkat komunitas, serta peningkatan kapasitas kader; (vi)
penguatan pencatatan dan pelaporan data individu serta
kematian ibu dan anak berbasis fasilitas pelayanan kesehatan,
yang mencakup kejadian kematian di luar fasilitas pelayanan
kesehatan; (vii) perencanaan dan penganggaran terintegrasi
kesehatan reproduksi; (viii) penguatan pelayanan kesehatan

-133-

SK No l88l44A



PRESIDEN
REPUBUK TNDONESIA

No.
Perihal

Penrbahau Pemutakhlran RXP Tahua 2o24

kerja didukung sumber daya manusia kesehatan yang terlatih
kesehatan dan keselamatan keq'a; dan (ix) penguatan pelayanan
kesehatan lansia di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan primer
serta pelayanan geriatri terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan
rujukan.

205 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman IV.52

(b) percepatan penurunan sfitnting dan wasting melalui (i)
peningkatan intervensi spesifik melalui peningkatan cakupan
dan kualitas pemantauan pertumbuhan balita melalui
pemenuhan alat terstandar dan pelatihan tenaga kesehatan dan
kader, serta peningkatan akses pangan yang beragam, bergizi
seimbang, dan aman; dan (ii) peningkatan cakupan intervensi
sensitif melalui pendampingan kepada setiap ibu hamil dan
anak usia di bawah dua tahun dan balita; peningkatan akses
sanitasi dan air minum layak dan aman; serta integrasi data
sasaran dan penguatan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan
Gizi Berbasis Masyarakat;

206 Perubahan
Tabel 4.1 1

dalam
halaman [V.
56 No. Sasaran/Indikator

Tabel 4.1 I
Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 3

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Baseline

20 19

Realisasi Target

'2020 2021 '20'2'2 '2023 '20',24

I Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan

Angka Kelahiran Total
lTotal FertiUU R ate I TFR)

l.l (rata-rata kelahiran per
perempuan usia 15-49
tahun)

2,281t 2,4O2t .2,242t ,2,t421 2,t9 2,tO

Persentase cakupan
1.2 kepemilikan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) {9/o)

95,173) 99,114t 99,274t 99,374t 99,00 100,00

2 Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk

2.f Proporsi penduduk yang
tercakup dalam program
perlindungm sosiat (7") :

2.1.1 Prcporsipenduduk
yang tercakup dalam
program jaminan sosia-l (7d

83,61s) 82,O7st 86,96s) 97,77s) 91,00 98,00

2. 1.2 Proporsi rumah
tangga miskin dan rentan
yang memperoleh bantuan
sosial pemerintah (7d

58,603) 65,103) 64,313) 66,88sr 78,00 80,00

.) , Tingkat kemiskinan
-'- ekstrem (%")

4,43t 3,83) 3,53) 2,53)0 I,O-2,O 0-r

3 Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan

Angka Kematian Ibu (AKI)
3.r (per 100.000 kelahiran

hidup)
305r) 1896) N/Ab) N/Ab) 194 183

Angka Kematian Bayi
3.2 (AKB) (per r.000 kelahiran 24,OO7t

hidup)
16,856) N/Abl N/Ab) t7,6 16,00
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207 Perubahan
Tabel4.l2
dalam
halaman IV.6l

No. Sasaran/Indikator
TargetBelirc

2079

Realismi

?o20 2u2t 20y2 2023 2024

Angka prewleffii
kontrasepsi

3.2 mdaflmodem
bnbreptirePreuebte
Rare (mCPR) (o/d

57,n7t 57,90E) 57,@e) 59,40er 62,E2 63,41

Psentase lcbutrrhm ber-
3.3 XB ymg tidak terpenuhi

lunmetnceQ lc'/Q

10,607) 13,40r) l8,OOe) 14,70et 7,70 7,40

3.4

Angkakelahiran remaja
umur 15-19 tahun/Age
Specifu Feftility Rde (ASFR
15-f9) (kelahiran per
1.0OO perempuan usia 11
19 tahwl

367t 31,90Ef 20,50er 22,809t 20,N l8,m

Pasntase akupm
e < pm@um da;rpeagobatm .z <^1ol" " lBc (fB,c Taannent

hreragd
42,WLo1 46tot 74tot 90 90

lnsidmsi HIV (per I.OOO
3.6 pandudr:k yang tidak

terinfd<si HIVI
o,24rot o,18ror o,18ro) 0,o91or o,l9 o,r8

Pasentase penderita lnrta
3.7 ITq-T::-v-"F-":i!T---- 84,s6,or 88,o) 88,0) Bzlotpeogobatan kusta tq)at

waktu (7d

90 90

Jurnlah kabupa.ten/kota

3.8 dS.C."" Tt"nsifikasi upa.ya
ehmnesl malilaa
(kab/kota)

160ro) 149ro) l24lot 83rot 110 95

" o Jumlah kabupa.ten/kota
"'- setrat (kab/kota) 36610' lllro) 22llot 282Lot 38O 42O

Jumlah kabupatm/kota
o ,^ YF'r8 menemPkmt tt KawamTanpaRokok 258r01 2&5rol 31910) 44lLot 474 514

(IffRl (kab/kota)

Persentase fasi.[tas
3. 1 1 kesehatan tingkat pert"-.

teralaeditasi (o/C

46tot 56,4orot 56,4010' 56,2x)ro) 90 loo

a i a Pssntase rr:mah sakit
" ^" terakreditasi (9zd

TOto' 88,4oro) 88,uloro, 9O,97Lot 95 100

Pefsentase lmskesffi
.,. dengan jerris terraga
" "' kesehatm sesuai standar

lvd

23to) eq,6or0l zl8,86rq 56,07101 71 a3
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208 Perubahan
Tabel4.12
dalam
halaman IV.62

Pamtase RSUD lcab/lota
- ,. mmiliki 4 doktr spaialiso'^t daw & 3 dokter spesialis 61,7o!ot 69,T7rot 75,3lro) 73,8gror 85 90

laimya (ozd

S.f S Po*rlli" obat mmmuhi
syffit tYld

78,60r! 9o,@ur 95,21rr) 89,73!!) 96 97

- -- PasntaseEalclm5'lo 
-*.rrl.i syuat l7d

76tLt 79,68rr) 85,591r) 85,21!r) 86 a7

PP 4. Feningkatm Femmtam Lrymm Fendidikur Berkualhas

Mmingftatnya paaatm laym padidikm berkulitas

4.1 Rasio Angka Fartisipasi
IGsu (APIQ 2O pmen
termiskin dan 2O persen
terkaya:

4.1.1
SMA/SMK/ MA/Sederajat

o,773t O,773t O,763t O,783t O,A2 O,a3

4.1.2 Fendidikantinsgi 0,1Sr 0,2831 0,2961 0,383) 0,4O 0,43

4.2 Proporsi anak di atas batas
kompeterei minimal d"l"m
tes PISA l7d

4.2.1Membaca 30,1012, N/Ar2r N/Ar2r N/Ac 33,m 34,10

4.2.2 Mataatika 28,10r2t N/Ar2) N/Ar2, N/Ac 3O,m 3O,9O

4.2.3 Sains 4O,0Or2r N/Ar2) N/Ar2r N/Ac 42,fi 44,@

4.3 Prqrorsi anak di atas batas
kompeteDsi minimal dolam
asesmmkompeterei (7d

4.3.1. Literasi 53,2or3t 53,2Or3) 52,54r{t 59,49r4t 58,31 61,20

4.3.2 Numerasi 22,9ot3t 22,90r3t 32,29t4t 45,24140 39,41 43,y

4.4 Tinglat paydesim
p€odidikan {o/d

4.4.f SD/MI/Sedmjat 95,2183) 96,O0ts) 97,373t 97,823t 98,41 98,94

4.4.2 SMP/MTs/Sederajat 85,23sr 87,893) 88,883) 90,133) 91,08 93,33

4.4.3
SMA/ SMK/ MA/ S€derajat 58,333' 63,953' 65,943) 66,133) 69,68 7t,71
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209  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Percepatan 
Penurunan 
Kematian Ibu 
dan Stunting 
dalam 
halaman IV.67 

 

210  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Pembangunan 
Science 
Technopark 
(Optimalisasi 
Triple Helix di 
4 Major 
Universitas) 
dalam 
halaman IV.67 
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211  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Pendidikan 
dan Pelatihan 
Vokasi untuk 
Industri 4.0 
dalam 
halaman IV.68 

 

212  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Reformasi 
Sistem 
Perlindungan 
Sosial dalam 
halaman IV.68 
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213  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Reformasi 
Sistem 
Kesehatan 
Nasional 
dalam 
halaman IV.69 

 

214  Perubahan 
alinea pertama 
dalam 
halaman IV.69 

(1) Rancangan regulasi yang diarahkan masuk dalam program 
legislasi nasional/program penyusunan peraturan 
pemerintah/peraturan presiden tahun 2024, terdiri dari  
(a) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan 

Kesehatan  
(2) Rancangan regulasi yang sedang dalam proses persiapan (baik 

dalam tahap penyusunan kajian, draf regulasi, dan lain 
sebagainya) sepanjang tahun 2024 terdiri dari 
(a) Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat 

dan Makanan; 
(b) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan 

Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;  
(c) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan 

Pangan; 

215  Perubahan 
alinea ketiga 
dalam 
halaman IV.70 

Warisan budaya berperan sangat penting dalam pengembangan 
sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi budaya, dan 
industri kreatif. Upaya pendayagunaan warisan budaya sebagai 
modal sosial budaya mengalami peningkatan. Berdasarkan Indeks 
Pembangunan Kebudayaan, Dimensi Warisan Budaya meningkat 
dari 46,63 pada tahun 2021 menjadi 48,92 pada tahun 2022. 
Sementara itu, keluarga sebagai wadah penanaman nilai dan 
norma positif antargenerasi terus mengalami kemajuan. 
Berdasarkan Indeks Pembangunan Keluarga, capaian 
pembangunan keluarga meningkat dari 54,01 pada tahun 2O2l 
menjadi 56,07 pada tahun 2022. Indeks Pembangunan Keluarga 
adalah ukuran keberhasilan program pembangunan keluarga yang 
menggambarkan bagaimana peran dan fungsi keluarga melalui 
dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. 
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2t6 Perubahan
Tabel 4.13
dalam
halaman IV.73

Tabel 4.13
Sasaran, Indikator, dan Target

Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

No. Sasann/lndikattr
Ba.sebrc

2019

Realisasi TerSet

2020 2021 2U22 2023 2024

Menguatnla rcvolusi menta.l dan pembinaan ideologi PaJrcasila untuk memantapkan
ketahanan budap

. , Indeks Capaian Raolusi
''' Mental

68,30.) 69,57.) 70,47 71,96d 73,13 74,29

. ^ Indcks Aktualisasi Nilai1.2 -Pm6ila 74,0G) 75,53.) 72,93bt 75,53br 75,91b) 76,33b)

2
Meningkatnya pcmajuan kebudayaan untuk meningftatlen peran kebudayaan dalam
pembangunan

^ , Indcks Pcmbangunant't K.bud"y"rn 55,91 54,65 5r,90 55,13 61,20 62,70

3 Meningkatnya kualitas kehitlupan masyaralqt dan daya rekat sosial

, , Indels Pembangunan
"'' Masyarakat

0,61
(2018) O,62.t 0,63 0,641 0,65 0,55

4
Mcnguatn),a modcrasi
hrmoni sosiel ddam

bcragama
Iahidupan

untuk mewujudkan lcrukunan umat dan membangun
mmyuakat

4.1
Indcks Kcrularnar Umat
Bcragama

73,83 67,46 72,39 73,09 75,00 75,80

5 Meningkatnya ketahanan kelurga untuk memperkuloh kara.lrtcr bangsa

. , Indeks Pembangunan
KeluarSa

53,57
(2018)

53,94 54,01 56,07 59,00 61,00

Mcdian Usia Kawin
5.2 Pertm Ferempuan

(tahun)

21,80
l2or7l

20,70 20,70 21,OO 22,t0 22,10

Meningkatnya
krcatif

budap literasi untuk mewujudkan mmyuakat berpenSetahuan, inovatif, dan
6

6.1 Nilai Budaya Literasi 59,11 61,63 54,29 57,40 68,37 7t,04

Sumbcr: Icmentcriil PPil/B.pFn*, Icmcnko PMK, N.m.ndiloudristek, Xemnag, BKKBN, BPS, BP[P,

2019-2023.

Kctcrargu: a) Angka prqrclsi dm b) Bcrdasa*m mtodc buu (ada pcnajmu indikator).
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2t7 Perubahan
Tabel 4.14
dalam
halaman IV.75

No. Sasean/lndikator
tuselire

2019

Rcalisasi Targct

2020 2021 2022 2023 2024

Tcmjudnya aktualimsi nilai-nilai Pmesila

- - Nilai Dim.nli Xctuhelm
''o Y-g Msha Esa

81,17.) 82,19d 73,O6br 76,O6br 74,61b) 75,O1b)

Nilai Dimcnli
1.7 KctrmusiunymgAdil

dm Bcradab
76,65.) 77,53.1 76,93br 81,32br 79,O7b) 79,42\

I.8 Nilai Dimensi Pera.tum
lrldmcu u,97.t 86,3ila 77,O5br 78,80bt 78,36b) 79,O7il

Nilai Dimensi Kqakyatm
ysng Dipimpin olch Hilstrat

t.9 Kcbi!ilq@dahm
PcmusJBEretan/
Feruakilm

68,O2a 71,27.t 72,5tbr 74,47ht 75,V2bt 75,43bt

Nilai Dimcnsi KeadiLn
1.lO SoEid Bagi Sclwh Ralryat 59,21")

lnd6esia
6O,34"t 65,1obr 66,98br 72,47q 72,72q

McningkatnlE pers ds krtahme kclurga dalm ruSka pcmbcntukan kE8ktcr

,.r, F9&"Kcrcntanm
Kcluar8a

12,29 tL,92 rO,95 rr,42 10,50 10,OO

1.12 lndeks IGEl(ter Remja N/Ac) ?9,60 72,97 71,38 69,42 69,92

PP 2. MaingkatJGn Pcmajus drn Pelestaian xcbuda)@ untuk Mempcrkuat Xsaktcr dan
McmpcrtcSuh Jati Diri Bsgs., Mcnintkatku l(Gejahteram Ralqnt, de Mcmengmhi Arah
Pcrkcmbugan Pcndabe Dunia

Trb&gunya ekBistcm kebudayae untuk mcndukung Fmajum kcbudapm

^ . Nilai Dimcnsi wuis
" Budaya

43.89 4l,OO 46,63 4A,v2 54,85 57,&

^ ^ Nilai Dimensi Ekspreli
''' Budaya 37,14 35,82 27 ,13 3! ,48 38,60 39,01

^ . Nilai Dimenli Ekonomi
''" Budaya 33,79 26,96 20,69 26,AA 46,76 50,OO

PP 3. Mmpcrkuat Modenii B€ragma untuk Mcngukuhkm Tolcnnsi, Kerukuns, dm Hmoni
Sosial

Mcnguatnya peEahalEn dm pcngma.l,an nil,ai ajuan agam ]ang tol.ru, inklu.if, dan mod.rat di
kalangm umt bcragma

3.1 Nilai Dimcnsi Tdcmsi 72,37 54,15 6A,72 70,39 72,59 73,39

3.2 Nilei Dimmli Kcstuam 73,72 69,54 75,08 75,32 76'53 77 
'33

3.3 Nilai Dimensi Kcrja Smr 73,40 68,68 73,41 73,65 76'16 76,96

2t8 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman IV.78

Keterbatasan opsi teknologi dengan kapasitas operasional dan
pemeliharaan juga menghambat penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
dan Sistem Pengelolaan Persampahan yang sesuai dengan
kebutuhan. Hal tersebut berimplikasi kepada penyediaan Sistem
Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik,
dan Sistem Pengelolaan Persampahan yang masih terbatas dan
belum dilakukan secara utuh untuk memenuhi rantai layanan
arnan. Komitmen daerah untuk memprioritaskan air minum,
sanitasi, dan persampahan juga masih rendah. Hal ini terlihat pada
rendahnya ketersediaan pendanaan daerah untuk pembangunan
dan operasional, masih minimnya payung regulasi di daerah untuk
penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem
Peneelolaan Air Limbah Domestik,

SK No l88l52A

dan Sistem Penselolaan
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No. Perihd
Penrbahan Pemutakhiran RKP Tahun 2or24

Persampahan, serta termasuk ketersediaan operator yang terpisah
dari regulator. Dari sisi regulator, kapasitas pemda dalam
penyelenggaraan pelayanan dasar jumlah rumah tangga yang
memiliki akses air minum dan sanitasi yang aman, serta
pengelolaan persampahan yang terpadu masih sangat rendah
sehingga perlu ditingkatkan. Untuk itu, perlu ada peningkatan
fungsi pengawasan (ouersighf) yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah.

2t9 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman IV.8O

Arah kebijakan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar yang
meliputi perumahan permukiman termasuk air minum, air limbah
domestik, dan persampahan untuk mendukung peningkatan
kesehatan masyarakat dan lingkungan dilaksanakan melalui
strategi (1) perluasan akses masyarakat terhadap perumahan dan
permukiman yang layak dan terjangkau melalui fasilitasi Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya, pembangunan rumah susun
sederhana sewa, rumah khusus, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan, pengembangan skema pembiayaan kredit mikro
perumahan, perluasan kepesertaan untuk meningkatkan kapasitas
pendanaan dan layanan Tabungan Perumahan Rakyat, serta
perumusan stimulus liskal untuk memberikan bantuan dan
kemudahan finansial bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
yang akan melakukan pembelian rumah pertama; (2) melanjutkan
penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman
kumuh terpadu, khususnya di perkotaan melalui kolaborasi proyek
prioritas perumahan dan penanganan permukiman kumuh, serta
pengembangan Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan
Permukiman Kumuh Terpadu; (3) penjaminan integrasi hulu-hilir
dalam penyediaan rantai layanan air minum dan sanitasi aman
serta pengelolaan persampahan terpadu dan berwawasan
lingkungan dengan meningkatkan kebermanfaatan dan efektivitas
pembangunan infrastruktur; (4) peningkatan kesadaran dan
keswadayaan masyarakat melalui pemicu perubahan perilaku
untuk mengakses rumah layak huni, layanan air minum dan
sanitasi layak dan aman, stop Buang Air Besar Sembarangan di
tempat terbuka, serta memilah sampah sedekat mungkin dengan
sumber; (5) peningkatan komitmen dan penguatan kapasitas
pemerintah daerah baik dari sisi perencanaan, teknis, dan strategi
pendanaan, melalui advokasi dan pelaksanaan program
penzrnganan permukiman kumuh, Program Percepatan Penyediaan
Air Minum, Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman,
Platform Pengelolaan Persampahan Terpadu serta Program
Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan di Perdesaan
Berbasis Masyarakat (Pamsimas Next Generation); (6) peningkatan
ketersediaan akses air minum jaringan perpipaan yang difokuskan
pada pemanfaatan infrastruktur air baku, optimalisasi kapasitas
Sistem Penyediaan Air Minum terpasang, pengelolaan aset dari
Sistem Penyediaan Air Minum terbangun, penurunan tingkat air
tidak berekening (non-reuenue waterl, percepatan penyelesaian sisi
hilir dari Sistem Penyediaan Air Minum prioritas dan
pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dari hulu hingga hilir

untuk daerah kemiskinan ekstrem: ffl

SK No 188153 A
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pemisahan dan penguatan fungsi regulator, operator, dan
pengawasan untuk penyelenggaraan air minum, sanitasi, dan
persampahan; serta (8) penggalian opsi teknologi dan standardisasi
kompetensi penyelenggara perumahan, air minum, sanitasi, dan
persampahan.

220 Perubahan
Tabel 4.15
dalam
halaman IV.84

Tab€l 4,15
Sasaraa, Indikato,r, daa Target

Primitas Nasioaal 5 Meope'rlnrat Inkastnrktr.rr uotuk
Meadukung Pengeobangan Ekonoori daa Fclryanaa Dasar

fu*lire
2019

Rralisi TalEEt
I{o. Sasam/Irdilsw

2U20 zv)t 2V22 2023 20.24

f l|{eninglqtvapcry:diegiafrastulcur\'.*dgsu

RuEah r.h,EE JE lg
1-1 ru:uPatir"'-;'-$k

detr4iuEl@ f*l
55,51 59,9 60,90 60,66 62,86 63,41

Furrw rcio fetaliles
lcelalea j.t.- pa

1.2 lO-OOOIceadm
tEtrdrp eElca &s
tshn 2010 Pq

53 59 m 62 53 55

FEEIts.Lt.Ed![dr
f .3 irieasi Jr.lg diuodmissi

lLu@ladf,9q
o 0 0 0,o5 0,50 0,50

Pcrsat.a*peoauhan
1-4 hebut*uairbalor

flout dI,9q
64,32 55,34 56,81 57,57 68,50 68,93

2 frfcnirrckrhyr lm:ldivitls utulc aoduhrog lcegistrn etrouBi r!- al-.s mmju pdryaro
des

Wahr tupuh pa& jalu
2-1 liatrs utru;rulru

0u/roo t'-l
z,fi 2,t6 2,2 2,G 2,08 2,03.r

F:rsata*rutclr\yam
2-2 yang slingtshrbung

tlo"d t96l

23 24 25 26 26 27

t(mdisijahul(A wi
^, stE r&r Ttar}..balial
"'" .lhdsfTQll IeEEui 1 ds

214
81,50 82,83 90,35 91,37rr 91,15 94

Fuscntr* capaim Orr
2-4 TwHwPTA

uensportasi udslB (9i{
85,73 87 74,51 89 90

3 MeningkekvElayaru innsstn*hrrperlcotaaa

Juulah hota peoopolits
dmgu sist@ ert€brtar

3.1 r'E'6 Es=l pakotaarr
fsrg drt&Euads
dilaLuglu llota)

i"q

5

i"g

5

jutl
61 (bsls& {bsLE- (b€daa-

ftalaaiutl

Bauta*rcahtaagga
, . tug oa-p8ti hrniu
"'' t*:lc du te<ienglm di 6r,09 63,24 64,65 53,45 65,23 65,34
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22r Perubahan
Tabel 4.16
dalam
halaman IV.87

fu*Iiw
2019

RE.lisgi TslElrt
No. Saw/ Iafilrrbr

2020 2027 2022 2023 20.24

Fusatrerurahtroge
yrag ompeti hrrriu

1.10 dsesndcses mitsi [air
[sbehdamsu-t{ Ic]EI(
dmesuffi

79,53 80,29 80,92
Lrydc, lrye}, l+-lc

brans:t Eanstr bmesrL
7,U 7,25 10,16

@ @ aDE

aslryek trS,brE s*
11 .E.ri aEs.1

77,39 hyd<
EEsulc
7,49 ausr

Fssati*rumrht.-_r
yEnEosih

. .. aupralct}hauBungAn
'-" s€ssrSeEbEuEu

IBABSI fit:ryathftule
t?6)

7,6t 5.19 5.69 5,86 +\ 3")

Fusaterumahtaagga
yugoupetihuiu

1.12 dagaas}*s ro1rh
yang tsk lola d.DtEr ba:L
diD.dotau l (Yd

54,85 54,85 54,85
Frr.I.f PetlaE: FDeg-

gudgrreD^ea&rr arods
0,88 0.88 0,88

Isr€u- penau- Pen€g-
r€DEasl EDEEDd rEErE,

77,& 80ffi llEE.aD&os
14-57 ^Tsads' zrE@R-

@-
IEDEI

rEEa!

59,08
PEDEnE.
mdan

1,55
Pengtr-
ru€E{

It[EBinthhy! IryuE L.G.t.F.].' dsr he.m Uaaspctsi

Rlla-ntar,3ktu tanEEp
1. t3 p@EiE ds DcrtolffiEEn

t-*it)
28 15 18,08 23,52 23}i. 2A

Meninclrlrtv. Iryrro psrgFlolu sir tenah dan eir brhr balelufutur

Jruleh kebrrprtedlota
1-14 ry.g l€4p4uhi L:hrtrlE

ar Da.Ertrtas€cffi
bulelar{utan f lcb /lot{

B 91 94 95 95 E7

M.BinEfrbva optiodissi mArk multigrru du uodmisi irigasi

1.15 lto*t=D'Tettitp- sz,zl s6,s2 s8,11 sg,s+ 81,88 63,98
EprElEr/EPlBl

- -- Fsqata*l''-.srr"e}rr'lo uoirigE=i 19ti
66,6 67,0 58,1 68,6 69,25

. .. hsr ile tehiriesiyrrg
'''' dimodmi-i {h.lrterl

0 o o t_452 11.955 1t.9S

PP 2- In&rstsr:ktur Eksrmi

ldeainckshrys loo€hivits wilryth

Fssatesc lmdisimtep
2. 1 ialan -*iorsllwwwal

kebupatea/kota ffi
ezftq 9tl6al s2l71l

57 57tt 67;t
9217U esl73l 941741

50t 53 6dit
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222 Perubahan
Tabel 4.16
dalam
halaman IV.88

fu*Iire
2019

Rrlisi Tuget
No. Sesm/ Iadilrbr

2020 2027 2022 2023 2024

Fa4iaagjals tol baru
2.2 fug t rtsngtr drn/ rtru

baorasi llo)
1.2981! 246 12$ L42 3571 1.24$til

. o Paqjsngjrlsbm3nng
''" t lbaa€u 0@)

3.38Ui 255 72L\ 457 422\ 2.161-nr

,, PudeagjuiEEuKAyrng
-" teltusulhr@IEti0 0@)

6.Lg 6.325 6-465 5.U2 5.6E6i 5.93Gi

Jruleh pelabuhut utaae
2.5 yargoaauhisturdar

Eolcsq
I {bulan- (bs}E!- (bsl8r- (bslsr- (bsls!-

tuq

2

i"tlj'q
74I

jut)j'q

^ - Jurlah rute sb<ici tol
''o l-t 1-t 1

l4 2St 31tt 33 35 39.t

2.7

Juulshpelabuhs 24
peognbffiEebsyug 122 *bsi,
drtaruru 2 bslu-
(lmddqfolrcil jrtl,<

- q i5 *11*i ti I11 r8tbEu- ^. . sg€E. sg6u
iutlii lt?*.1=- 4balEa- 4bEtE- [*5F

Jutll jrth jrtlq

Juolsb budm baru yrng
2.8 dibuggr 0oautati0

folc{

-r2L2
ir *i"*i i2 *lesi ie,i:*i Ill . t2lu.@.
4 ?Ele bor-- Y ?s.ll'- l bala- lrusr

Jutlq iu+: Jugq jut){

13i

. o Juulahrutr jubatu
''- udara (rute)

35 39 42 41 45it

PP 3. IrfresruLtur Pertotaan

Menirglctrvr lry!ro inistuktu fedootau

Jumleh lotayaag
dibangtu psliates tidsk

3.1 ebidugluEts
*ilfryowltndapcs
tlffidsdfltlotEl

5579
{4bulrn- 11 bslu- 12bal&- (4bsbr-

juC jut jrt, ju!
1 sdseil.l4 sdesai)'r 5 sd6ril.r 5 sdesai)I

tut

Juuhhsista engbrterl

^^ 
rtErEEsssldi

J'z pehotaenbesulrinr5ra
ywrg dileEb.Dsl@ [t@td

I (bulan- 5 (brlan- 5 (bulaa-
jut) jutl juti

6 (bslsa-
,uti

Jrulahkarudi
pmu}ioulo'-rh

3.3 pahou.- 5er:g ditsasui
aebhri peruajru Lote
flrlwu)

o o 0 J 6 7
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223 Perubahan
Tabel 4. 16
dalam
halaman IV.89

No. Sesm/ IadiLetor
fu*Iire

2019

R.alissi Ta4et

2AO 2U21 20.22 2U23 2024

PP 4. EasEids Kebnegtlisbilqr

ldeningkEE{fe E}ses era pasolcrr errrgi 'r.' bE ga listft lEDg uzltt, udd, ds dsia

,, Jrrmlahprodulcritangr"- listrik tctrhl
273. 272- 285_ 304- 4J,5- 4:!1.

900,00 420,m 255,00 331,50 325 28t,20

o, F-r*-isiCO:"- paUaaekit futa toaf 3,88 8,78 10,37 13,84 5,91 6,07

Juolrh pagrua listrik
4.3 lribu ruush targa-

Ioruleti{
75.705 78.653 82.195,37 &5.278.53 6i:t.219 E5.216

Jrnlah saubungu ruuh
, , iuiacrn els Lota*'* flumlatif, smUrrruEn

nrurh)
537.936r{ 673-222 E4E.O97 871-445 9.14.308 1.062. 009

Juulah kapasitas }ciLae
4.5 uiryalr-hrurletif l.BamJ

p?alendo DaglB,PC:Dl

1.151_
ooo

1,151_
ooo

1.151.
ooo

t.151.
oo0

1.t76_
ooo

L.276.
ooo

PP S. Trqsfoa-+i Digitel

ttleringhtrya penfaagrre du peoaafaetar. iniasErrktr.rrTllt srrta hoatribusi selrtoriaframasi
&n Imaikesi,l.l.E fptuEbuhu ehorcui

FEsat.eEta-nte
5.f pcrumbulrm*ldilIIK

t:c
9,42 10,58 5,trt A,7S 8,80 8,80

.. Felsatelraguu
"'' ior*tp4 64,80 73,70 73,70 77,02 80,70 82,30

Prugcsi individu 1.ang
5.3 aog''..i/milfti

t&rug:oEglE(YC
63,53 52,84 57,48 55,87 74 75,70

SuEhc: KaEtEis PPII/BrPPaE 2023

ltcf.aa:grr: r) DEirt5hr 2Ot8; b! ElElaSEc,2Ol9; clAsAepe{Bui8 Ebbd dep* DEdEi COVID-lg;
d)Drtrtrhit&rstalulsdteli; Qbt bur30tlo;BDetetshrE2016; g,&t tilr|t2ofg;bl FeoFslrsi&lstghr
trgB Race FEbelEtra J.r!E ltrtlalrh:{si@d Xr2O-2O24 JEg $rdrh tpc+ri p.dr tslisi trhu
2Oa2 ; i) ArElq h-cl Eirah[ri fuu! Wd(hr Rt!.rr. hbolursn .haffa MeagEth I{rgianl 2(tr104024; j} fnEhr
bs&sl@ urdaa Ram Yajl 2O?A; E Kuuldit 2O1$2019; D naysgirc uils lru \.d.F.-
duloEE F!qE[$ El KrEulstif 2mo-402f;4 Aa:ls pearcruria h&d Ad.azi! urlfuk paiD€rdea caLtElsa
l{m8 di dsErh f*ingd, IHryea, Tetralra htstes;
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No. Perihal 
Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2024 

224  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Sumah Susun 
Perkotaan (1 
Juta) dalam 
halaman IV.90 

 

225  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Akses Air 
Minum 
Perpipaan (10 
Juta 
Sambungan 
Rumah) dalam 
halaman IV.90 

 



PEESIDEN
REPUBUK INDONESIA

-148-

SK No 188159 A

No. Perihal 
Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2024 

226  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Akses Sanitasi 
(air limbah 
domestik) 
Layak dan 
Aman (90% 
Rumah 
Tangga) dalam 
halaman IV.91 

 

227  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Pemulihan 4 
DAS Kritis 
dalam 
halaman IV.91 
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No. Perihal 
Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2024 

228  Perubahan 
infografis 
Major Project 
18 Waduk 
Multiguna 
dalam 
halaman IV.92 

 

229  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Pengamanan 
Pesisir 5 
Perkotaan 
Pantura Jawa 
dalam 
halaman IV.92 
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No. Perihal 
Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2024 

230  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Jaringan 
Pelabuhan 
Utama 
Terpadu dalam 
halaman IV.93 

 

231  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Kereta Api 
Makassar-
Parepare 
dalam 
halaman IV.93 
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No. Perihal 
Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2024 

232  Perubahan 
infografis 
Major Project 
KA Kecepatan 
Tinggi Pulau 
Jawa (Medium 
Speed 
Jakarta-
Semarang dan 
Kereta Cepat 
Jakarta-
Bandung) 
dalam 
halaman IV.94 

 

233  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Jalan Tol 
Sumatera 
Aceh-Lampung 
dalam 
halaman IV.94 
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No. Perihal 
Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2024 

234  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Jalan Trans 
Pada 18 Pulau 
Tertinggal, 
Terluar, dan 
Terdepan 
dalam 
halaman IV.95  

 

235  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Jalan Trans 
Papua 
Merauke - 
Sorong dalam 
halaman IV.95  

 



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-153-

SK No 188164 A

No. Perihal 
Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2024 

236  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Jembatan 
Udara 37 Rute 
di Papua 
dalam 
halaman IV.95 

 

237  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Sistem 
Angkutan 
Umum Massal 
Perkotaan di 6 
Wilayah Metro
politan: 
Jakarta, 
Surabaya, 
Bandung, 
Medan, 
Semarang dan 
Makassar 
dalam 
halaman IV.96 
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No. Perihal 
Perubahan Pemutakhiran RKP Tahun 2024 

238  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Infrastruktur 
Jaringan Gas 
Kota untuk 4 
Juta 
Sambungan 
Rumah dalam 
halaman IV.97 

 

239  Perubahan 
infografis pada 
Major Project 
Penyediaan 
Tenaga Listrik: 
Pembangkit 
Listrik 27.000 
MW, Transmisi 
19.000 kms 
dan Gardu 
Induk 38.000 
MVA dalam 
halaman IV.97 
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240  Perubahan 
infografis Major 
Project 
Pembangunan 
dan 
Pengembangan 
Kilang Minyak 
dalam halaman 
IV.98 

 

241  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Transformasi 
Digital dalam 
halaman IV.98 
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242  Perubahan 
Tabel 4.17 
dalam 
halaman 
IV.101 

 

Tabel 4.17  
Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, 

Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 

No. Sasaran/Indikator 
Baseline 

2019 

 Realisasi  Target 

 2020 2021 2022  2023 2024 

1 Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

1.1 Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup (IKLH)  66,55  70,27 71,45 72,42  69,48 69,74 

2 Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim 

2.1 Penurunan potensi 
kehilangan PDB akibat 
dampak bencana dan iklim 
terhadap total PDB (%) 

N/Aa)  0,37 0,43b) 0,52b)  1,10 1,25 

3 Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline 

3.1 Persentase penurunan 
emisi GRK (%) 

        

a. Kumulatif 24,92  26,44 27,07 27,82b)  27,02 27,27 

b. Tahunan 11,01  39,55 32,97 33,53b)  26,80 27,30 

3.2 Persentase penurunan 
intensitas emisi GRK (%) 20,75  38,01 31,42 34,09b)  29,70 31,64 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 

Keterangan: a) belum dilakukan perhitungan; b) angka sementara, Oktober 2023 
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243 Perubahan
Tabel 4. 18
dalam
halaman
IV.103

Bueline Realisasi Target

2ot9 2o2o 2o2t 2022 2023 2024
No. Sasaran/lndikator

Penurunan potensi
,, ,, kehilangan PDB sektor
''' terdampak bahaya iklim

lvi
N/4") o,'29 0,34 0,42bt 1,00 t,ls

Kecepatan penyampaian

,.a informasi peringatan dini
oencana kepada
masyarakat (menit)

>5,00 5,00 4,50 3,46 3,50 3,00

PP 3. Pembangunan Rendah Karbon

Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi, lahan, liml46,
IPPU, serta pesisir dan kelautan

Penurunan emisi GRK
terhadap breeline pada
sektor energi (7o)

3.1
a. Kumulatif 4,'29 4,47 5,40 6,l0br 9,99 10,15

b. Tahunan 9,31 9,39 9,92 t2,47bt t'),77 ll,8t
Penurunan emisi GRK
terhadap baseline pada
sektor lahan (7d

3.2
a. Kumulatif 47,OO 50,02 51,34 52,79bt 36,36 37,79

b. Tahunan 13,39 78,80 66,05 70,28bt 58,31 57,'23

Penurunan emisi GRK
terhadap bmelinepada
sektor limbah (7d

a. Kumulatif 4,03 4,35 5,03 5,48br 6,78 6,99

b. Tahunan 6,90 7,15 8,93 9,91b) 9,43 9,39

Penurunan emisi GRK
terhadap baselinepada
s€ktor IPPU (7d

a. Kumulatif 5,44 6,03 6,49 7,l3br 4,97 5,24

b. Tahumn 11,35 10,66 10,42 l2,93br 2,45 2,87

Penurunan emisi GRK
terhadap baseline pda
sektor pesisir dan kelautan

3.s f/d
a. Kumulatif N/A4 r 1,10 10,80 6,60b) 6,80 6,90

b. Tahunan 6,30 11,10 10,50 6,80b) 7,o4 7,30

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Ketemgan: a) belum dilakukm perhitungan; b) angka $mcntara, Oktober 2023

3.3

3.4

-r57-
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244  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Pembangunan 
Fasilitas 
Pengelolaan 
Limbah B3 
dalam 
halaman 
IV.104 

 

245  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Penguatan 
Sistem 
Peringatan 
Dini Bencana 
dalam 
halaman 
IV.104 
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246 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman
IV.108

Pada bidang aparatur negara dan transformasi birokrasi, beberapa
isu strategis tahun 2024 antara lain (l) tindaklanjut atas
penerbitan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara; (2) penerapan platform tunggal manajemen
Aparatur Sipil Negara, (3) penerapan manajemen penghargaan
berbasis kineq'a, (4) pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara
berpotensi meningkat pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala
Daerah Serentak, (5) belum terintegrasinya layanan publik prioritas
pada portal pelayanan publik nasional, (6) penguatan pengawasan
masyarakat atas pelayanan publik, (7) percepatan integrasi Sistem
Pemerintah Berbasis Elektronik, (8) reformasi birokrasi yang belum
berdampak pada pembangunan nasional, serta (9) Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis Terintegrasi belum dapat diintegrasikan dengan
aplikasi eksisting di kementerian/ lembaga/ daerah.

247 Perubahan
Tabel 4.19
dalam
halaman
IV.110

Tabel 4.19
Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 7

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

No. Sasaran/Indikator
Realisasi Target

2020 2027 2022 2023 '20'24

Baselirle
20 19

Terrr.rjudnya demokrasi yang
lembaga-lembaga demokrasi,

terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas
dan teg'aganya kesetaraan warga negara secara optimal

- - Indeks Demokrasir'1 
Indonesia (lDIlrr 74,92 73,66 7g,t',2 80,41 79,25 4',2,44

Tingkat Kepercayaan
Masyarakat terhadap

- ^ Konten dm Aksest'z Infomsi Publik terkait
Kebilakan dan Pmgram
Prioritas Pemerin tahz) (o/d

69,43 70,4 77,23 79,71 78 81

2 Optimalnya kebijakan luar negeri

Indeks Penga.ruh dan
2.1 Peran Indonesia di Dunia

Internasionals)
95,20 96,58 712,06 4,984 4,94.t 4,944

3 Meningkatnya penegakan hukum nasiona.l yang mantap

. , Indeks Pembangunan
ttukum o,6'2 0,54 0,60 0,56b) 0,57b) 0,58")

4 Meningkatnya kualitas pclayanan publik

o , Indeks Pelayanan Publik
"' Nasionalqt 3,63 3,84 3,79 3,93 3,90 4,00

5 Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pers€ntase Luas wilayah
5.1 NKRI yang Dapat Dtaga

Keutuhannya (7ds)
100 100 ro0 r00 100 loo

Sumber: l) BPS,2) Kemenkominfo,3) K€menlu,4) Kemcn PANRB, 5) Kemenhan

KeteEngan: a) lndeks PeEn dan PenSaruh Indonesia tahun 2022-2024 mengalami penyempumaan fomulasi
penghitungan dengan konvesi indeks berdasukm skala guna menccminkm tingkatan peran dan pengaruh dalm
indeks, b) Realissi tahun 2022 mcrupakan prcgnoe capaiil. Penghitungm IPH pada tahun 2020 dan tahun-tahun
berikutnya dilakukan dcngan menggunakan metode pcngumpulan data dan penghitungan, kenngka berpikir
melalui pilar, vaiabel dan indikatoryang baru dan berbeda dengan IPH pada tahun 2015-2019 $hingga tidak dapat
dibandingkan dengan nilai capaim IPH 2019, penghitungan nilai Indeks Pembangunan Hukum (lPH) 202 1 dilakukan
padatahun2022, c) penShitungan nilai IPH dilakukan pada T+1.

-159-
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248 Perubahan
Tabel4.20
dalam
halaman
IV.111 No. Sasaran/lndikator

Tabel 4.2O
Sasaran, Indikator, dan Target Program Prioritas dari Prioritas Nasional 7
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Baselire

20 19

Realisasi Target

'2020 '202t 2022 20'23 2024

PP l. Konsolidasi Demokrasi

Teruujudnya stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dm
partisipatif

, , IDI Aspek Kapasitas
" Iembaga Demokrasi

78,73 75,66 75,67 78,22 81,51 80,87

1.2 IDlAspekKebebasan 77,',20 79,40 79,72 82,40 74,',21 84,31

1.3 IDI Aspek Kes€taraan 70,7t 67,85 78,86 AO,2a 81,51 82,32

Jumlah
Regulasi/ Kebijakan Tata
Kelola Informasi dan
Komunikasi Publik di

1.4 Pusat dan Daerahyang
Terintegrasi Sesuai Asas-
Asas Keterbukaan
Infomasi Publik
(dokumen)

3 6 ,2 3 114

PP 2. Optimalissi Kebijakan Luar Negeri

Meningkatnya efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama p€mbangunan internasional

Jumlah Forum yang

^ . Dipimpin oleh Indonesia
" pada Tingkat Regional dan

Multilateral (forum)

8 20 48 45 t4 l6

249 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman
IV.114

(1) Rancangan regulasi yang diarahkan masuk dalam Program
legislasi nasional/Program penyusunan Peraturan
Pemerintah/Peraturan Presiden Tahun 2024, terdiri dari

(a) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata
Internasional;

(b) Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem
Akuntabilitas Kineda Pemerintah; dan

(c) Rancangan Peraturan Presiden tentang kmbaga
Pemerintah Non-Kementerian.

(2) Rancangan regulasi yang sedang dalam proses persiapan (baik
dalam tahap penyusunan kajian, draf regulasi, pembahasan,
dan lain sebagainya) sepanjang tahun 2024, terdiri

(a) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri;

(b) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOO tentang Perjanjian
Internasional;

(c) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OOO tentang Desain
Industri;

-160-
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(d) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;  

(e) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik; 

(f) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; 

(g) Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha; 
(h) Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda 

Bergerak; 
(i) Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut; dan 
(j) Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan 

Ketahanan Siber. 

250  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Penguatan 
NSOC-SOC 
dan 
Pembentukan 
121 CSIRT 
dalam 
halaman 
IV.113 
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251  Perubahan 
infografis 
Major Project 
Penguatan 
Keamanan 
Laut di Natuna 
dalam 
halaman 
IV.113 

 

252  Perubahan 
Tabel 4.21 
dalam 
halaman 
IV.115 

 

253  Perubahan 
alinea kedua 
dalam 
halaman 
IV.116  

Pendanaan Prioritas Nasional juga akan fokus pada kegiatan yang 
mendukung revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, 
antara lain terkait restrukturisasi mesin/peralatan industri 
perusahaan dan pengembangan sistem perizinan berusaha yang 
terintegrasi secara elektronik. Sedangkan untuk mendorong 
penguatan daya saing usaha, dukungan pendanaan akan 
difokuskan pada pendataan lengkap koperasi dan usaha kecil, 
mikro dan menengah, serta dukungan untuk sertifikasi halal. 

Tabel 4.21  
Alokasi pada Prioritas Nasional Tahun 2024 

No. Prioritas Nasional Alokasi 
(Rp. Triliun) 

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang 
Berkualitas dan Berkeadilan 

59,4 

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 
dan Menjamin Pemerataan 

61,9 

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan 
Berdaya Saing 

271,1 

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 8,5 

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 

151,0 

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan 
Bencana, dan Perubahan Iklim 

7,2 

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi 
Pelayanan Publik 

72,8 

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023. 

Catatan: a) Sesuai dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, sebuah proyek dapat mendukung 
lebih dari satu PN; b) Alokasi Prioritas Nasional mencakup rincian belanja Kementerian/Lembaga, Dana Alokasi 
Khusus, dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Belum memperhitungkan Investasi Badan Usaha (Badan 
Usaha Milik Negara/Swasta). 
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Selain itu, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak
merupakan kegiatan penting dan prioritas pada kebijakan
pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Adapun
dukungan pemerintah terhadap penyelengg€rraaul Pemilihan Umum
dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 antara lain
dukungan pemenuhan dan pengelolaan logistik, pelaksanaan
pemungutan dan perhitungan suara, pengamanan serta
pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala
Daerah.

254 Perubahan
alinea ketiga
dalam
halaman
tv.l 16

Selain memperkuat proses penentuan proyek, perlu dipastikan
efisiensi dan efektivitas pendanaan Prioritas Nasional tahun 2024
dengan menyinergikan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan
baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
seperti belanja kementerian/lembaga, belanja non-
kementerian/lembaga (subsidi serta Public Seruice Obligationl, dan
Transfer ke Daerah, maupun sumber pendanaan nonpemerintah
seperti swasta dan Badan Usaha Milik Negara. Dengan kondisi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terbatas,
keterlibatan Badan Usaha Milik Negara dan swasta menjadi hal
yang sangat penting untuk mendorong pelaksanaan pembangunan
berjalan lebih optimal.

255 Perubahan
alinea
keempat
dalam
halaman
rv.116

Upaya optimalisasi melalui sinergi sumber pendanaan salah
satunya dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi
Khusus diarahkan antara lain untuk mempercepat pencapaian
target prioritas nasional, mendorong percepatan pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan layanan
publik, serta mendukung operasionalisasi pelayanan publik. Agar
selaras dengan sumber pendanaan lainnya, Dana Alokasi Khusus
tahun 2024 akan dimanfaatkan untuk Pengurangan Kemiskinan
dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui tematik
Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu dan Penguatan
Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan
Hewani); Penguatan Daya Saing Usaha melalui tematik Penguatan
Destinasi Pariwisata Frioritas dan Pengembangan Food Estate.
Tematik Food Estate dan Kawasan Sentra Produksi Pangan
sekaligus diarahkan mendukung ketahanan pangan sebagai
antisipasi perubahan iklim. Dana Alokasi Khusus tahun 2024 juga
dimanfaatkan untuk mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kesehatan dan Pendidikan agar pembangunan sumber daya
manusia Indonesia dapat lebih berkualitas dan berdaya saing.
Sedangkan untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar
dan Konektivitas serta Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi
Energi akan dilaksanakan melalui tematik Peningkatan
Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi.

SK No 1881744
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256  Perubahan 
Gambar 4.17 
dalam 
halaman 
IV.117 

 

 

Gambar 4.17 
Highlight Dukungan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 

 
Catatan:  
Pagu Dana Alokasi Khusus 2024 berdasarkan kesepakatan bersama antara Kementerian 
PPN/Bappenas dengan Kementerian Keuangan 12 September 2023 dan tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2024. 
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257 Perubahan
alinea kedua
dalam
halaman V.3
dan alinea
pertama dalam
halaman V.4

(1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana 7-onasi
Kawasan Antarwilayah

Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi
Kawasan Antarwilayah ini meliputi 4 (empat) Rancangan
Peraturan Presiden tentang (1) Rencana Zonasi Kawasan
Antarwilayah Laut Halmahera; (2) Laut Seram; (3) Laut Barat
Sumatera; dan (4) Laut Aru. Kerangka Regulasi dibutuhkan
untuk mendukung Program Prioritas Peningkatan Pengelolaan
Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan serta Kegiatan Prioritas
Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan dan
Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta
Pengelolaan Ruang Laut. Kerangka Regulasi ini merupakan
tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja yang memberikan amanat untuk integrasi
tata ruang darat dan laut. Rancangan regulasi ini menjadi
sarana penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
khususnya mempennudah investasi di suatu wilayah laut bagi
calon investor tentang rencana pemanfaatan ruzrng laut yang
berada di kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah

258 Penambahan
alinea setelah
alinea
keempat
dalam
halaman V.4

Prioritas Nasional 3 "Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Berkualitas dan Berdaya Saing"

(1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Kesehatan

Kerangka Regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung amanat
dari Pasal 2l ayat (3) dan Pasal 416 Undang - Undang Nomor
17 Tahun 2023 tentarrg Kesehatan. Rancangan regulasi ini
memperkuat penyelenggarazrn pengelolaan upaya kesehatan
dan sumber daya kesehatan oleh pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan pemerintah desa secara berjenjang
dalam suatu sistem kesehatan nasional. Irbih lanjut,
memperkuat pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan kesehatan antar-kementerian/ lembaga.

259 Penghapusan
alinea kedua
dalam
halaman V.5

(dihapus)
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260 Perubahan
Tabel 5.1
dalam
halaman V.8

Tabel 5.1
Metodologi Evaluasi Pelaksansn RKP

Aspck Uraim

l. Evaluroi Kincrja Efcktivitas Priorit s Pcmbangunm

(l) Metode Evaluasi

Metode ryaluasi kintrF efeldivitas pritritas pembangunan:

l. KincrF epaim indikator: malisis gap (pabandingm epaim dengan
targ€t pada tiep indikator prioritas pembengunm dm proyek prioritas
stratcgis);

2. Kincrja cfcktivitas tiap bvcl kinerja: rata-Bta (prioritas pcmbangunan
dm prc)rk prioritas strategis).

(2) Sumbcr Date
Deta apaim segm priorit$ pembmgunm dfi proyek pdonts strategis
(bad8slen e-rlf,oneu dm konfmasi paldalemn dui PJ prioritas
pcmbangunu dan proyck prioritas shatcEis Xcmcntdim PPN/Bappens).

{3} Kategd Kincrja

Kategori kinerlr ef€ktivita:

l. Baik, notiEkasi hijau, kincrja >90 per*n;

2. Cukup, notifikasi kuning, kincrja 6G4o Frsn;
3. Kurog, mtifikasi merah, kinerja <60 peM; dm
4. Idak Dapat Disimpulkm, mtifikmi putih, tidak memiliki nilai epaim.

II. Evaluli Kin6F Efektivitas K/L

(l ) Mctodc Evaluui

Mctode flaluasi kincrja cfektivits K/L:

1. Kinerja efektivitas lndikator Kincrja Utama (IKU) K/L: mte-rata kinnja
Indikator Kinerja Sasm Stratcgis UKSS) K/L;

2. Kincrja cfclrrtivitas RO K/L: rata-rata tertimbmg (rluruh capaim RO
tcrhadap pagu anggtrm pada prioritis pembangunan tertcntul;

3. Analisii ketcrkaitar dm kontribusi kinerlr K/L dcngm kincrje priorit8
pcmbmgunm dan prc)€k prioritas strategis mclalui pcnclaahm
epaian du hubungan mtsrindikatd (sbagai analisis pendukungl.

(2) Sumbq Data

l Data @paid IKSS K/L (bddaskan e-itrom dm konfimui
pcndalman dtri K/L pclalGane);

2. Data epaim RO K/L (berdasukan e-lfom dm konimasi
pcndalmm dui K/L pelaksna);

3. Data capaian sasaran prioritaE peEbanBunan dan proyck prioritas
strategis (berdaskm eMma dm konfmsi pendalmm dari PJ
priorita! pembangum dm proyck priuitas stmtegis Kcmenterim
PPN/Bappcnas).

Sumbcr: lcEntcrie PE{/Bcppdr.s, 2023.
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261 Perubahan
alinea pertama
dalam
halaman M.2

(4) Penguatan daya saing usaha, dilaksanakan melalui strategi (a)
meningkatlan kualitas teknologi informasi, (b) meningkatkan
nilai tambah dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif,
(c) mewujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan
iklim investasi yang ramah dan kondusrf, (d) meningkatkan
daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan koperasi,
serta (e) meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi
untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA

INDONESIA
dan

Djaman
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